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RINGKASAN

Pajak merupakan salah satu istrumen kebijakan fiskal vang
dapat dipergunakan oleh pemerintah. Dalam artisn vangd demikian
produk hukum yang mengatur masalah perpsjaskan (hukum pajak)
secara dikotomis mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter
dan fungsi reguler. Fungsi yang pertama memberikan penekanan
pada upaya untuk memasukkan uvang sebanyak mungkin ke dalam kas
negara. Sedang fungsi yang kedua memberikan penekanan pada
penggunaan instrumen psjak untuk mencapai tujuan-tujuan ter-
tentu diluar bidang keuangan negars, yang bentuknya dapat men-
dorong atau menghambat kondisi tertentu yang diinginksan.

Dengan mengambil judul "FUNGSI REGULASI PAJARK PENGHASILAN
SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENDORONG PENANAMAN MODAL", thesis ini
akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah dibi-
dang perpajakan (khususnya PPh.) dikaitkan dengan perkembangan
penanaman modal, baik PMA maupun PMDN. Dengan mengambil jarak
waktu kajian dari tahun 1967 sampai dengan saat ini (awal ta-
hun 1998), penulis membaginya menjadi tiga periode, yaitu pe-
riode sebelum reformasi perpajakan, periocde setelah reformasi
perpajakan I (1883) dan periode setelah reformasi perpajakan
IT (1994). Pertimbangan yang mendasari pembagian kedalam tigs
periode tersebut adalah sifat tarik menarik antara fungsi bud-
geter dan fungsi reguler.

Masalah yang menjadi fokus dalam thesis ini adalah bsgai-
mana fungsi regulasi perpajakan setelah reformasi perpajskan
IT (1984), bsgaimana kebijakan perpajaskan setelah reformasi
perpajakan II apabila dibandingkan dengan periode-periode se-
belumnya, dan bagaimana implementasi kebijakan perpsjskan dan
bagaimana pengaruhnya terhadap penanaman modal di Indonesisa.
Sedang tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk
melakukan inventarisasi produk perundang-undangan yang selama
ini dipergunakan sebagsi instrumen untuk mendorong penanaman
modal, untuk mengkaji sinkronisasi baik secara vertikal maupun
secars horisontal terhadap produk perundang-undangan tersebut,
serta untuk mengkaji implementasi dan melihat pengaruh kebija-
kan pemerintah tersebut dalam bidang penanaman modal.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah gabungan
antaras penelitian normatif dan penelitian sosiolegal. Alssan
penggabungan dua metode ini semata-mata didasarkan pada sifat
rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang berbeds.

Dari hasil penelitian dan analisis data diperoleh temuan-
temuan strategdis sebagai berikut

1. Selama t2ga periode kebiajakan perpajakan, pemerintah

telah banyak memberlakukan produk perundang-undangsn
vang dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong pe-
nanaman modal. MNamun demikian kalau diperbandingkan,
produk perundang-undangan yang dimaksud paling banyak
diberlakukan pada periode I, kemudian periocde III dan
terakhir pada periocde II. Dari sini dapat disimpulkan
bahwa penekanan fungsi regulasi pada masing-masing pe-
riode tersebut mempunyai sekuiensi yang sama.

2. Dilihat dari sinkronisasi baik secara vertikal maupun

horisontal, dapat disimpulkan bahwa sebagsaian besar
produk perundang-undangan tersebut memenuhi syarat
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sebagai produk perundang-undangan yang mempunyai dua
wajah (das doppelte rechtsantlitz). Namun demikian ji-
ka dilihat dari sinkronisasl secara horisontal, UU No.
7 tahun 1983 vang tidak secara tegas menghapus pasal-
pasal vang mengatur pemberian Ffassilitas perpajakan
pada UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 8 tahun 1968 dapat
menimbulkan permalasahan hukum. Sedang dari sinkroni-
sasi Ssecara vertikal, munculnya Inpres No. 2 tahun
1996 jo. Kepres No. 42 tahun 1998 tidak memiliki dasar
legitimasi deledasi maupun stribusi. Inpres No. 80 ta-
hun 1995 jo. Inpres Ho. 3 tahun 1998 selain bersifat
kontra-produktif Jjuga tidak memadahi (insufficience)
untuk dijadikan dasar peralihan kekayvaan dari sektor
privat ke sektor publik yang bersubstansikan pajszk.
Rurang implementasi produk perundang-undangan yang
memberikan fasilitas pajak pada dunia wuvsaha pada
periode I] =selain disebabkan kriteria yang tidak jelsas
juga disebabkan kurangnya sosialisasi ketentuasn ter-
sebut bsik dikalangan aparat pelaksana perpajakan mau-
pun diantara paraa pelakw ekonomi. Sedang kalau dikaji
pengarun kebijakan perpajakan fterhadap pertumbuhan
penanaman modal, diperoleh kesimpulan adanya pengarnh
vang sifatnya tidak langsung. Untuk yang terkahir ini
selain disebabksn UU (dalam arti luas) mempunysai sifat
sebagai penggerak mula-mula astau sebagal initial push
mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Selain itu,
oleh karena fasilitas vperpsjakan bukan merupakan
faktor tunggal vang mempengaruhi minat investor untuk
menznamkan modal, maka agar upava pemerintah untuk
mendorong peningkatan penanaman modal dapat berjalan
dengan efektif, diperlukan upaya mensiptakan iklim
usaha vyang kondusif melalui penataan faktor-faktor
vang berpengaruh terhadap penanaman modal. Ini berarti
diperlukan big bang faktor insentif pajak dan faktor-
faktor lainnva.

Dari hasil temuan strategis penelitian ini, pada akhirnya
dapat diberikan rekomendssi sebagai berikut

1.

Agar kebijakan perpajakan untuk mendorong penanaman
modal dapat diimplementasikan, pemerintah perlu me-
lengkapi perhtgran pelaksanasn baik atas dasar prinsip
delegasi maupun atribusi.

Agar tercapai sinkronisasi baiksecara vertikal maupun
secara horisontal, setiap produk perundang-undangan
vang akan diberlakukan oleh pemerintah harus senan-
tisgss dilihat ksitannya dengan produk perundang-
undangan yang telah ada.

Agar Indonesia dapat merebut aliran modal (khususnya
pada tingkat global), pemerintah perlu lebih agresif
untuk memberikan fasilitas pajak, tetapi tetap bersi-
kap selektif.




ABSTRACT

Tax is one of the fiscal policey instruments that csn be
used by the government. In such terms, legal products regula-
ting taxation ( i.e. tax law ) has two dichotomic functions
budgetary and regular function. The former function is
stressed on efforts to contribute money as much as possible to
the government treasury. The later function is more stressed
on how to use tax instruments in order to schieve certain
goals outside the state’s financial field, which can take form
of promotion or prevention of certain condition.

Taking “The Function of Income Tax Regulation as an
Instrument to Promote Investment” as the title, this thesis
analyses the government’'s taxation poliey ( mostly on Income
Tax ) in connection with the development of both domestic or
foreign investment. Having taken the year 1987 to now as the
analysis period, the writer divides the length of time into
three periods, those are the period before the taxation
reforms, the period after the first taxation reforms ( 1983 )
and the period after the second taxstion reforms ( 1994 J.
What lies behind the partition of the time into three periods
is the tension characteristic between the budgetary and
regular function.

This thesis will be focussed on how is the regulation
function of taxation after the second taxation reforms ( 1994
>, how is the regulation function of that period compared to
the previous periods, how is the implementation of taxation
policy and its impact to investment in Indonesis.

The objectives of this research are to make detailed list
of statutory laws that have been used ss sn instrument to
promote investment, to sanalyse vertical and horizontal
synchronization of the laws, and to study the implementation
and the effect of that government poliey in investment field.

The method that is used in this resesrch is a combination
between the normative and sociolegal research. The reason for
adopting this c¢ombinstion is solely based on the different
research issues and objectives.

These strategic findings that can be revealed from the
research outcome and data analysis sre as follows

1. During the three period of tsxation policy, the

government has issued many statutory laws that serve
85 an instrument to promote investment. Afterall, if
comparison 1is made, the period in which those laws
were mostly issued is the first period, then followed
by the third and the second period. We may conclude
that the emphasis of regulation function in each
period has the same sequence.

2. In terms of both vertical and horizeontal synchroniza-

“tion, we may draw a conclusion that most of the

statutory laws meet the requirements to be the laws
with two faces ( das doppelte rechtsantlitz ). But, if
we notice 'the horizontsl synchronization, legal
problems will arise from the fact that the Act Number
7/ 1983 never expressly abolishes the articles on the
gpplication of tax facilities that are contained in



the Act Number 1/1967 and Number 6/1968. In terms of
vertieal synchronization, the issuance of Inpres No.2
/ 1988 jo. Keppres No.42 / 1998 lacks of any
delegative and atributive legitimstion. Inpres No.90 /7
1995 jo. Inpres No.3 / 1998 hsas contra-productive
nature as well as it is insufficient to serve as the
foundation of transferring wezslth from private to
public sector that has tax as its substance.

3. Lacks of implementation of statutory laws that give
tax facilities to business world during the second
period was caused by uvnclear criteris as well as by
insufficient socialization of the laws among taxation
executives and economic actors. The analysis on
effects of taxation poliey toward the growth of
investment reveals that there are direct effects,
which is caused by the nature statutory of law as
initial pusher toward the desired objectives.
Moreover, since taxation facility is not = single
factor that can influence enthusiasm of investors to
invest, the withdrawal of taxation facility does not
antomatically positively corelated to the incresse or
decrease of investment growth rate.

Finally, from the strategic findings of this research,
the following points need to be recommended :

1. The government should establish the implementing laws
based on both delegation and atribution principle in
order to implement taxation policy promoting invest-
ment.

2. Any statutory law which Will be issued has to be seen
in connection with prevailing statutory laws in order
to make horizontal and vertical synchronization.

3. The government has to be more agressive, - but selec-
tive -, in giving tax facilities so0 that Indonesia
can grab the capital flow, mostly in global context.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia memasuki masa orde baru, kebijakan pe-
merintah dibidang perpajakan dapat dipilah meﬁjadi tigs (3)
periode, yaitn

1. Periode antara tahun 1867 sampai dengan tahun 1983.

Periode ini disebut sebagsi periode sebelum reformasi
perpajakan (tax reform). Dalam kaitannya dengan pena-
naman modal, dua produk undang-undang (UU) yang ber-
kaitan erat dengan kebijakan perpajakan adalah UU

Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal Da-

lzm Negeri (PMDN).
2. Periode antara reformasi perpajaksn pada tahun 1983
sampal dengan saat dikeluarkannya produk hukom pajak

vang menandai reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Periode ini sering disebut dengan istilah tax reform
i,
1. Retformasi perpajakan padsa talhumn 1985 ditandai dengan

dikeluarkannya paket UJ perpajakan yvang terdiri dari UU
Mo. & tahun 1983 tentang Ketentuwan Umum dan Tatacara
Ferpajakan {(KUF), UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak
Fenghasilan (PPh), dan UU No. 8 tahun 1982 tentang Fajak
Fertambahan Nilai dan Fajak Penjualan Atas Barang Mewah
(FPFM dan FPrBM). Kehijakan reformasi perpajakan ini masih
terus dilanjutkan pada tahun-tabun berikutnya, misalnya




} 3. Pericde antara reformasi perpajakan pada tahun 1994
sampal dengan saat ini. Periode ini sering disebut

dengan istilah tax reform Ir.2

Sebagai salah satu bentuk instrumen kebijakan, pajak
(tax), sebagaimana yang telah diunraikan dimuka, merupakan cer-
| minan dari apa yang hendak dicapai oleh pemerintah. Dengan ka-
5 ta lain, hukum pajak tersebut dipergunakan sebagai salah satu
: instrumen untuk melakukan rekayasa sosial (social enginee-

ring).

Untuk dapat memahami apa vang hendak dicapail oleh peme-
rintah melalui kebijakan perpajakan, penulis perlu terlebih

i dshulu menengok sapa sebenarnya fungsi pajsk itu. Secara
| ,

vwesContinued. ..

dengan dikeluarklannyas UU No. 12 tshun 19835 tentang Fajak
Bumi dan Bangunan (FRE), damn UU No. 13 tabum 1983 tentang
Bea Materai.

} 2. Fericde reformasi perpajskan pada tahun 1994 ini ditandal
| dengan dikeluarkannva paket kerundang-undangan perpajakan

yvarng mengubah dan menambab paket perundang-undangan ' yang
; telah dikeluarkan pada tabun 1983, Faket perundang-undangan
E itu adalah : UU No. 9 tabun 1994 tentang FPerubahbhan dan
i Fenambahan UU Mo. & tahun 1983 tentang kKetentuan Umum dan
; Tatacara Fsrpajakan ({(KUFP), WU No. 19 tabhun 1994 tentang
| Ferubaban dan Pernambahars UY No. 7 tahum 19823 sebagaimana
telab dirubab damn ditambah dengan UU No. 7 tahun 1991
tentang Pajak FPenghagilan {(FFh), UU Mo. 11 tahum 19224
tentang Ferubahan dan FPenambshan UJ Neo. 8 2 tabhun 1983
tentang Fajak FPertambaban Milai dam Fajak Pernjualan Atas
Harang Ms=wah (FPM dan PPREM), UU No. 12 tabun 1994 tentang
Ferubahan dan Fenambahan WY No. 12 . tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan EBangunan {(FER}. Selain itu pada periode tax refaorm
I imi serangkaian UUJ perpajakan baru juga dikeluarkan
untuk melengkapi UL perpajakan vang telah ada, misalnya UU
M. 10 tahun 19925 tentang Kepabeanan, UU No. 17 tshun 1997
tentang Badan Fenvelesaian Senghketa Perpajakan (BFSF), UU
Mo . i3 tahun 1997 tentang Fenagihan Fajak Dengan  Surat
Faksa. : '

b3




dikotomis, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua kelompok
besar, yaitu fungsi untuk memasukan uang (fungsi budgeter) dan
fungsi untuk mengatur (fungsi reguler)3. Dalam kaitannya
dengan fungsi budgdeter dan fungsi reguler, Rochmat Soemitrod
memberikan pengertian sebagai berikut : "Fungsi budgeter ada-
lah Pungsi vang letaknya disektor publik, dan pajak merupakan
suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam
kas negara, yang pada gilirannya akan dikeluarkan untuk mem-
biayai pengeluaran-pengeluaran negara." Sedang fungsi reguler
diberikan pengertian sebagai berikut : “"fungsi dimana pajak
dipergunakan sebagdai alat untuk mencapai tujuan—tujuan ter-
tentu vyang letaknya diluar bidang keuangan negara.” Secars
konkrit, fungsi vang kedua inil terwujud zsntara lain dslam ben-
tuk peningkatan satau penurunan tarif pajak, kalau nungkin
pembebasan pajak, sistem penvusutan, pengaturan terhadap pajak
ganda, dalam rangka untuk memberikan insentif atau disinsentif
agar tujuan-tujuan pemerintah tersebut dapat tercapai, Jika

dilihat dsalsm konteks yvang lebih luas, fungsi regulasi pajak

Z. Sebenarnya sampal - sekarang  tidak pesrnah ada  persamaan
pendapat diantara para ahli pajak atau hubum pajak tentang
cseberapa luas fungsi pajak. Misalnya, Sidney C. Ralt dalam
makalahnya Fundamental of International Taxation, selain
melihat dus Tungsi tersebut, Juga memasukban fungsi
distributif. Demikian juga Guritno Mangkoesoesbroto dalam
bukunva Ekonomi Publik mencoba melihat fungsi pajak dalam
kaitannya dengan penyediaan faktor-faktor produksi. Lihat
lebih lanjut Ralt, BSidney C., 1788, Fundamental of
International Taxation, Volume I and II, The International
Seminatr, Jakarta dar Mangkoesoebroto, Guritno, 1995,
EKonomi Publik, BFFE Yogyakarta, Yogyakarta. hal. 271-273.

4, Sgemitro, Rochmat, 1985, Pajak dan Pembangunan, Eresco,
Bandung, bhal.i108-109.

£




sebenarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan rekayasa

masyarakat (soecial engineering).

Pembagian periodisasi kebijakan perpajakan menjadi 3
(tiga) bagian pada dasarnya dapat juga dilihat berdasarkan ti-
tik tolak sebefapa Jauh fungsi budgeter dan fungsi reguler
tersebut saling tarik menarik, sehingga dalam satu periode
akan terlihat fungsi mana yang lebih dominan dibandingkan
dengan fungsi yang lain.

becara garis besar dapat diuraikan disini bahwa kebijakan
pemerintah dibidang perpajakan pada periode pertama (sebelunm
dilakukan tax reform 1 pada tahun 1883, memberikan ruasng gerak
vang luas pada fungsi reguler. Khususnya, hal ini terlihat
semenjak Indonesia memberlakukan UU PMA dan UU PMDN. Politik
hukum yang demikian ini dapat kita lihat padsa bagian menimbang
huruf a tentang UU No. 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan UU No. 1 tahun 1887 tentang Penanaman- Modal Asing,

vang dikastakan sebagai berikut

Bshwa garis besar politik perpajakan negara dalam mengha-
dapi pembangunan meliputi peningkatan tabundan pemerintah
melalni penerimaan negara, merangsang tabungan masyara-
kat, mendorong investasi dan produksi(C&tak tebal dan mi-
ring oleh penulis) serta membantu redistribusi penghasi-
lan ke arsh vang lebih seimbang dan mudah didalam admi-
nistrasinysa.

Pemberian ruang gerak fungsi regulasi yang sangat luas pada
periode ini terlihat dengan adanya dassr legal formal untuk

memberikan fasilitas perpajakan vang sangat besar bagi penanan



modal.

Fasilitas perpajakan tersebut adsalsh

1. Pembebasan Pajak (Tax Holoday)

Pembebasan pajak perseroan dapat diberikan untuk Jjang-
ka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat perusshsaan
tersebut mulai berproduksi. Pembebasan pajak ini dibe-
rikan kepada badan-badan barw yang menanamkan modalnya
dibidang produksi yang mendapatkan prioritas dari pe-
merintah. Jangka waktu pembebasan pajak tersebut dapat
diperpanjang lagi apabila memenuhi sayarat sebagai
berikut®

a. apabila penanaman modal tersebut dapst menambah dan
menghemat devisa negdara secara berarti, maka dibe-
rikan masa bebas tambahan 1 (satu) tahun,

b. apabila penanaman modal tersebut dilakukan diluar
Jawa, maka diberikan tambahan masa bgbas pajak 1
{satu) tahun lagi,

c¢. spabila penanaman modal tersebut memerlukan modzl
vang sangat besar, karena keperluan pembangunan sa-
rang - dan/atau menghadapi resiko-resiko vang lebih
besar dari vang sewsjarnysa, maka diberikan tambahan
masa bebas.pajak 1 (zatu) tahun lagi,

d. dalam hal-hal yvang oleh pemerintah diprioritaskan
secara khusus, maka diberikan masa bebas pajak 1
(satu) tahun lagi.

Dengan demikian, masa bebas pajak dapat diberikan un-

. Lihat UU No. 11 tabun 1970 pasal 1 ayat 2
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tuk jangka waktu sampsi dengan 8 (enam) tahun setelah
suatu perusahaan mulai berproduksi.

2. Pembebassn pajak deviden selama 2 (dua) tahun terhi-
tung dari saat mulai berproduksi atas bagisn labsa vang
dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh deviden ter-
sebut dinegara penerimanys tidak dikenakan pajak atas
laba pendapatan. Masa pembebasan ini dapat diperpan-
Jjang lagi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan5.

3. Kelonggaran pajak
a. Kompensasi kerugian

Kompensasi 'kerugian dapat diberikan dalam dua ma-
¢am, yvaitu
1) kompensasi kerugian dapat dilakukan terhadap la-
ba dalam 4 (empat) tahun berikutnya, dimulai da-
ri tahun pertama dari tahun-tahun setelah itus,
2) kompensasi kerugian vyang diberikan selama 8
(enam) tshun pertama sejak pendirian badan yang
bersangkutan, mska kerugian itu dapat dikurang-
kan dari laba-laba tahun-tahun berikutnya tanpa
batas waktu’.
b. Penghapusan dipercepat
Ketentuan tentang penghapusan dipercepat ini diatur
S. Lihat pasal 1 angka 5 UU No. 11 tahun 1970,
Ad. Lihat pasal 7 UU Mo. 8 tabhum 1970
7. Lihat Ordonansi Pajak Perseroan 1925% pasal 7 ayat

sehbagaimana telah diubah dengan UU Noe. 8 tabun 1270 pasal 1
arngka VI ayat 2.



dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. B30/MK/II
/10/1970, yang memungkinkan benda modal yang mempu-
nyai masa pemakaian ekonomis 10 tahun dapat diper-

cepat penyusutannya menjadi paling cepat 5 tahun,
Perubahan kondisi perekonomian baik secara internal mau-
pun secara eksternal telah mengakibatkan pemerintah Indonesia
"harus” melakukan perubahan kebijakan keuangan negara, vyang
pada gilirannya juga akan berimbas pada kebijakan dibidang
perpajakan®. Perubahan kebijakan pemerintah tersebut kemudian
tercermin dalam ketentuan YU perpajakan yang dikeluarkan se-
bagai realisasi dari reformasi perpajakan pada tahun 1983.
Jika dilihat dari politik hukum yang mendasarinya, dimuat

pertimbangan sebagai berikut

- e e et et

b. bahwa sistem perpajakan yang merupakan landasan pelak-
sanaan pemungutan pajak negara vang selama ini berlaku
tidak sesusai lagi dengan tingkat kehidupan sosial eko-
nomi masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongro-
yongan nasional maupun dalam laju pembangunan ekonomi
vang telah dicapai,

c. bahwa sistem perpajakan yang tertuang didalam
ketentuan-ketentuan perpajskan yang selsma ini berla-
ku, belum dapat menggerakkan peranannya dalam mening-
katkan penerimaan dalam negeri vang sangat diperlukan
guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pemba-

?. Kesadaran pemerintan apabila AFEBM ditumpukan pada pendapa-—
tan dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas), dinilai cukup
riskan karena harga migas sangat rentan terhadap fluktuasi
hairga ditingkat dunia. keadaan ini memaksa pemerintah untuk
meEncari alternatif pengganti. Filihannya kemudian dijstuh-
kan pada sektor pajak, karens yang terakinir ini dianggap
lebikh stabil. Libat lebih jauh Fidato Presiden Soeharto
pada tanggal 1& Agustus 1983, dalam Soemitro, Rochmat,
1920 ,Pajak Penghasilan, Edisi Revisi, Eresco, Bandung, hal.
1-7.




ngunan nasicnal,

------------------------------------------------------

Pemberian titik berat pada fungsi budgeter dalam UU per-
pajakan setelah tax reform I, secara otomsatis mempersempit
ruang gerak pemerintah untuk mempergunaksn pajak sebagai ins-
trumen regnlasi. Kalau kemudian dilihat secara spesifik, pem-
berlaskusn UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
telah menghapus fasilitas-fasilitas pajak penghasilan seba-
gaimana diatur dalam Ordonansi Pajak Perserocan 18925 sebagai-
mana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 8 tahun 1970 dan
UU No. 1 tahun 1887 tentang PMA Jo. UU No. 11 tahun 1870 dan
juga UU No. 8 tazhun 1968 tentang PMDN Jo. UU No. 12 tsahun
1870,

Jika dilihat dari fungsi budgeter, tax reform I telzh
menunjukkan keberhasilannya. Dominasi sektor migas sebagai
penyumbang terbesar APBN pada tahun 1881/1982 vyang mencapai
70,94% telah mengalami penurunan yang tajam pada tahun 1996/97
vang hanya mencapal 18,086%. ?ada tahun yang sama, sumbangan
pendapatan dari sektor pajak telah meningkat tajam darli 26,33%
padse tahun 1881, meﬁjadi 71,59% pada tahun 1998/87. EKecen-
derungannys, pada tahun-tahun mendatang sumbangan pendapatan
dari sektor pajak terhadap APBN akan semakin meningkat. Namun
demikian, penekanan yvang berlebihan pada fundsi budgeter akan
mengakibatkan iklim investasi di Indonesia menjadi kurang kon-
dusif, terutama jika dilihat dari semakin kecilnya fasilitas
pajak bagi dunia usaha.

Ditengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan




pajak, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, beban
riil pengusaha untuk membayar pajak akan cenderung semakin
meningkat. Ini berarti pula tingkat keuntungan bersih pengu-
saha (setelah dikenakan pajak) akan semakin menurun. Bagi
pengusaha yang ingin tetap mempertahankan margin keuntungan-
nya, dimungkinkan mereka akan mencari peluang bidang ussha dan
lokasi usaha yang diharapkan dapat mereslisir obsesinya
tersebut. Dampak negatif kondisi yang demikian, terlihat pada
terjadinya konsentrasi investasi di Jakarta dan sekitarnvya.
Atas dasar pertimbangan bahwa tingkat pertumbuhan pene-
rimsan pajak cukup tinggi dan kebutuhan mcdal untuk memperta-
hankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih diper-
lukan, pemerintah kemudian melakukan reformasi perpajakan .II,
pada tahun 1894. Dengan dilakukannya perubahan dan penambahan
terhadap paket perundang-undangan perpajakan pada reformasi
perpajakan I, pemerintah berusaha ﬁntuk menseimbangkan dusa
fungdsi pajak, yaitu antara fungsi budgeter dan fungsi reguler.
Reformasi perpajakan tahun 1994 (tax reform II} berci-
rikan tetap mempertahankan peningkatan pendapatan dari sektor
pajak dan bersamaan- dengan itu pula menghidupkan kembali
fungsi regulasi pajsk untuk mendorong pertumbuhan penanaman
modal. Kebijakan perpajakan dihsrapksn mampu untuk meningkat-
kan kegairahan investasi swasta, mampu untuk meningkatkan daya

- saing, menarik penanaman modal dariluar negeri dan Juga




memenuhi aspek keadilan dalam perpajakanlo.

Jika dilihat dari aspek pendorong vang diharapkan mampu

untuk menciptakan ilkim investasi yang lebih kondusif, pokok-

pokok perubahan UU No. 10 tahun 1994 adslsh sebagai berikut11

1.

Perlakuan terhadap pengeluaran yang berkenaan dengan
upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekno-
logi (IPTEK) dalam upaya peningkatan sumber daya manu-
sia (SDM).

Pengaturan mengenai dimungkinkannya pemberian fasili-
tas perpajakan tertentu dalam uvpays untuk meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan diseluruh Indo-
nesis. Fasilitas perpajakan ini dapat diberikan oleh
karena adanya penanaman modal didaerah dan dibidang
tertentu, penanaman kembslil atas laba setelah pajak di
Indonesia dari Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Kompensasi kerugian vang dapat dilakukan sampai dengan
5 tahun berturut-turut.

Pengaturan mengenai pengeluaran untuk pengolahan lim-
bah untuk memelihara ekosistem, yang dapat dibebankan
sebagai biava .perusahaan.

Pengusaha diberikan kelelussaan utuk memilih metode

10. Fivasto, 199%, Segi-—-Segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam
Fembangunan Nasional, Makalah Disampaikan Dalam Seminar
Masional Dengan Thema Penegakan Hukum Pajfak (Peradilan
Pajak} dan Keadilan Pembagian Beban FPajak, Fakultas Hukum
UNMDIF Semarang.

1i1. Ibid.
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tasi
hilz

man

modal baik untuk PMA maupun PMDE menunjukkan peningkatan13

penyusutan atau amortisasi atas harta yang dimilikinya
dengan straight line method (metode garis lurus) atan
Double declining balance (penyusutan dari nilai buku),
kecuali untuk harta yang berupa bangunan, vang hanya
dimungkinkan dengan penyusutan metode garis lurus.

6. Penurunan tarif pajak yang semula dipergunakan lspisan

15%, 25% dan 35% kemndian diubah menjadi 10%, 15% dan

30%.
Dengan diberikannya fasilitas perpajaksan, khususnya mels-
ketentuan Pajak Penghasilan, diharapkan kebutuhan inves-
pada pelita VI sebesar 815,3 trilyun akan dapat terpenu-
. Permasalahan yang masih dihadapi berkaitan dengan penana-

modal adalzsh adanyvs data persetujuan terhadap penanaman

E]

12. Dari BEFM diperoleh data proyeksel investasi yang diperlukan
aleh pemsrintah untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan
sebesar 7,1% diperlukan dana investasi 815,3F trilyum.
Febutuhan dana tersebut diharapkan dapat dipesnuhi melalui
investasi swasta - (privat investment) sebe=zar Rp. 499,.4
trilvun dan dari investasi pemerintah (public invesiment)
sebesar 313,97 trilyvun.

13, Peningkatan persetujuan investasi pemerintah ini didasarkan
pada laporan hkeadaan sesbelum  Indonesia memasuki masa
krisis moneter yvarg dimulai pada bulan Juli  1997.  Namun
demikian setelah krisis moneter berlangsung SECara
herkepanjangan, aminat berinvestasi mengalami penuwrunan.
Misalnya, Jepang vang menempati ranking tertinggi dalam
berinvestasi sekarang mengalami penurunan sampai sebesar
50%. MNamun demikian data perurunan investasi Secara
nasional belum ada. Lihat lebih jauh Kompas, Maret 19%8.

11



namnun tingkat realisasinya tidak terlsalu tinggilé.

Upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang
kondusif sebenarnya tidak hanya terbatas dengan mempergunakan
instrumen pajak penghasilan saja. Diluar ketentuan pajak peng-
hasilan masih banyak upaya dilakukan, misalnya dengan dike-
lusrkannya UU Perseroasn Terbatas (PT), UU Paten, UU Hsk Cipts,
UU HMerek dan Jugs melakukan ratifikasi berbagai konvensi
internasional dibidang hak milik intelektual, pemberlakuan UU
Pasar Modal, dll. Aps yvang diharapkan dari pemberlskuan berba-
gai macam peraturan tersebut adalah terciptanva satu sinergi
hukum vsng mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi penana-

man modal.

B. Perumusan Masalah

Semangat reformasi perpajakan tahun 1894, tidak hanys
diharspkan mampu minciptakan iklim yang kondusif bagi penana-
man modal tetapi juga mampu menjadi instrumen untuk mendistri-
busikan alokasi investasi. Dari data statistik keuangan Indo-
nesia didapatkan data bahwa lebih dari 44 % PMDN dan lebih
dari 65 % PMA terkonsentrasi di pulan Jawa. Sementara 1itu
kondisi timpang ini semakin diperparah dengan adanya kenyataan

bahwa lebih dari 60 ¥ investasi dari pulan Jawa hanya

14. Misalnyx, pada tahun 1996 pemerintah memberikan persetujuan
terhadap FMDN sebesar Rp. 100,713 trilyun namun tingkat
raealisasinya hanya 47,%%, sedang persetijuan pemetrintan
terhadap FMA sebesar US % 29,931 milyar dengan tingkat
realisasi S3,4%. Lihat lebib jauh Kompas, 30 Agustus 1997
dan Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 19946/1997.




terkonsentrasi di Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bekasi (Jabo-
tabek)ls. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1984 gebagi
instrumen untuk mendorong penanaman modal mengandung dua misi,
vaitu misi untuk merekayasa investor agar mau menanamkan
modalnya dibidang tertentu dan misi untuk merekayasa investor
agar mau menanamakan modal di daerah tertentu. Dengan demikian
pembangunan ekonomi tidak hanya tercermin dari tingkat
pertumbuhan yang tinggi tetapi juga terciptanya pemerataanls.
Insentif pajak dalam kaitannya dengan penanaman modal bu-
kan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi minat investor
untuk menanamkan modal. Dengan melihat keterkaitan faktor
insentif pajak (khususnya pajak penghasilan) terhadap kegiatan

ekonomi, Guritno Hangkoesbrotol7 menganalislis bahwa pembebanan

15. Lihat lebih lanjut : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia,
vang diterbitkan Bank Indonesia, Edisi Mei 1997.

16, Terdapat pergeseran terhadap persepsi pembangunan  skonomi
dari waktu ke waktu., Pada dekade 1750-19260an, pembangunan
ekonomi  disama artikan dengan pertumbuhan, yaitu proses
peningkatan output nasicrnal dalam jamngka panjang. Dalam
studi Nurkse dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan
ekonomi  harus  dilakukan dengan  penanaman modal secara
besar-besaran disemua sektor. Pada dekade 1260-1970an pem-—
bangunan ekornomi tidalk hanys dilihat dari tingkat pertum—
buhan, tetapidi Jjuga dikaitkan dengan pemerataan  (studi
Adelman dan Morris). Sedang pada akhir dekade 1970-an
konsepsi pembangunan esekonomi dipandang sebagal prouses mul-
tidimensional, vag menyvangkut bukan hanya masalah material
tetapi juga masalah spiritual manusia {studi Tadoro).
Lihkat 1lebih lanijut Prapto Yuwono :  FPembangunan Ekonomil,
Konsepsinya Dalam Fembangunan,K Indonesia, dalam 0Gultom,
R.M.8., 1993, Etika, Konstitusi dan Pembangunan Berdasar—
kan Pancasila, Satvawacana University Fress, Salatiga,
hal. 124-124.

i7. Mangkoescebroto, Buritno, 1799Z,Ekonomi Fublik, Edisi ke I,
Badan Fenerbit Fakultas Ekonomi UGHM, Yogyakarta, hal. 235-
264,




pajak akan berpengaruh terhadp konsumsi barang, pengeluaran
konsumsi dan tabungan, motivasi untuk menzbung, pemilihan
bentuk tabungan, penawaran tenaga kepja dll. Pembebanan pajak
Juga akan berpengsruh terhadap investasi, karena pajak tersse-
but akan mengurangi investasi yang dilaksanakan. Investasi
merupakn tindakan ysang mengandung resiko, sebab investasi
mungkin memberikan keuntungan sebagaimansn vyang diharapkan,
tetapi Jjuga mungkin menghadapi kegagalan berupa kerugian.
Beban membayar pajak penghasilan akan menyebabkan orang enggan
untuk melakukan investasi apabila pajak térsebut mengakibatkan
turunnya hasil investasi. Tentu saja akan timbul kondisi seba-
liknys apabila pembebanan pajak diperkecil. Hal yang terakhir
ini akan mengakibat penghasilan bersih investor menjadi 1lebih
besar, sehingga semakin merangsang untuk menanamkan modal.

Sekalipun insentif paJjak bukan merupakan satu-satunys
faktor vyang mempengarnhi pilihan iﬁvestor untuk menanamkan
modal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan perpajakan
akan mempengaruhi pilihan investor untuk menanamkan modal atan
tidak. Dengan Mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain vang
mempengaruhi penanamsn modal tidak berubah (cateris paribus),
maka kebijakasn pemerintah dalam bidang perpajakan yang
bersifat memberikan insentif - misalnya dengan memberikan
fasilitas ¢ax examption, accelerated depreciatioen, initial
loss, dll - akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan
modal.

Dengan bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan pada

bagian terdahuln, thesis ini akan memfokuskan pada permasala-
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han bagaimana fungsi regulasi pajak penghasilan sebagai ins-
trumen untuk mendorong penanaman modal. Permasalahan vang ber-
sifat umum tersebut dapst diperineci menjadi permasalahan-
permasslahan yang lebih konkrit sebagai berikut
8. Bagaimana fungsi regulasi pajak penghasilan setelah
reformasi perpajakan II (1894) dalam bidang penanaman
modal, baik untuk PMA maupun PMDN ?
b. Bagaimana perbandingan fungsi regulasi pajak pengha-
silan setelah reformasi perpajakan II (tahun 19984)
dengan periode-periode sebelumnya (sebelum dan
sesudah reformasi perpajakan I) ?
d. Bagaimana implementasi fungsi regulasi pajak pengha-
silan dan pengaruhnya terhsdsp penanaman modal baik

untuk PMA maupun PMDN ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai suata karya ilmiah, thesis ini mempunayi tujuan

i vang pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut

| 1. Untuk melakukan indentifikasi kebijakan pemerintah
dalam bidang perpajakan (khususnya pada pajzk pengha-
silan) yang dipergunakan sebagai instrumen untuk
mendorong penanaman modal.

2. Untuk melihat konsistensi kebijakan perpajakan (khu-

susnya pajak penghasilan) untuk mendorong penanaman




modal, baik untuk PMA maupun PMDN
3. Untuk melihat implementasi fungsi regulasi pajak
penghasilan dan .pengaruhnya terhadap pananaman modal

baik untuk PMA maupun PMDN.

D. Manfaat Penelitian

Hanfaat penelitian, pada dasarnya dapat dipilah menjadi
dua bagian, yaitu manfaat yang bersifat umum dan manfaat yang
bersifat khusus.

Manfaat umum dari penulisan thesis ini diharapkan aksan
dapat memberikan sumbangan perkembangan khasanah hukum pajak
dan Jjugs khasanah huokum investasi.

Sedang manfaat khusus dari thesis ini adalah

1. Temuan penelitian dalam thesis ini dapat dipergunakan
sebagal titik tolak untuk melakukan penjelajahan
lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau yang
masih berkaitan dengan topik thesis ini.

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah
sebagal bahan untuk menyusun kebijakan perpajakan,
khususnya pajak penghasilan agar, dapat dipergunakan
sebagai instrumen yvang tepat untuk mendorong penana-
man modal.

E. Tinjauan Pustaka

Sampai sekarang tidak ada pengertian pajak yang sifatnya
universal. Dari sudut pandang vyang berbeda, masing-masing

sarjana yang melakukan pengkajian terhadap pajak memberikan

1s6




batasan pengertian sendiri-sendiri. Namun demikian, kalau
ditelaah pada substansinya masing-masing, maksa batasan penger-—

tian tersebut mempunysi kesamsan unsur, yaitu

1. pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat
ke sektor publik.

2. sifat pungutan pajak adalah wajib (compulsory)}, vang
apabila tidak ditaati dapat dipaksakan.

3. atas pembayaran pajak tersebut, kepada wajib pajak
tidak diberikan kontraprestasi(tegenprestatie) vang
secara langsung dapat ditunjuk.

Pada dasarnya batasan pengertian pajak tersebut di atas
merupakan batasan pengertian yang memberikan penekanan pada
fungsi ekonomis pajak. Untuk melengkapi pemahaman tentang apa
pajak itu, menarik untuk diketengahkan pengertian pajak vang
dikemukakan oleh Rochmat Soemitrol® , yang melihat pajak dari

sudut hukum. Batasan pengertian vang diberikan sebagai ber-

ikut

Pajak =adzlah perikatan yang timbul karena undang-undang
yvang mewajibkan seseorang (dalam pengertian baik natuvur-
lijke perscon maunpun recht persoon) yang memenuhi syarat
syarat yang ditentukan oleh undang-undang (tatbestand)
untuk membayar sejumlsh uang kepada kas negara yang dapat
dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara lang-
sung dapat ditunjuk, yang digunskan untuk membiayai
pengeluaran-pendeluaran negara (rutin dan pembangunan)
dan vang dipergunakan sebagai alat (untuk mendorong atan

18. Scemitro, Rochmat., 1992, Pengantar Singkat Hukum Fajak, PT.

Eresco, Bandung, hal. 132.
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menghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan
negdara.,

Yang menarik dari definisi yang dikemukakan oleh Rochmat
Soemitro ini adalah, ia mencoba untuk mengkontruksikan hubu-
ngan hukum antara negara sebagai fihak yang berhak atas peme-
nuhan prestasi (Kreditur) dengan wajib pajak vangd mempunayi
kewajiban untuk melaksanakan prestasi (debitur) dalam bentuk
perikatan. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dasar timbulnya
hubungan hukum antara negara (kreditur) dengan wajib pajak
(debitur) adalah undang-undang. Kalau diperinci lebih lanjut,

sumber hubungan hukum yang berasal dari UU itu sendiri dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu UU tanpa diikuti oleh perbuatan'

orang dan dari UU yang diikuti dengan perbuatan oranglg.
Batasan pengertian pajak yang menitik beratkan pada
pendekatan dari segi hukum ini mempunyai konsekwensi bahwa pa-
jak pemungutannya harus didasarkan pada Undang-undang. EKon-
sekwensi yang demikian ini tidak semata-mata timbul dari oleh
karena passl 23 ayat (2) UUD 45 memberikan pengaturan : “Sega-
la pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.
Mamun mempunyai dasar.filosofis yang lebih jauh, yaitu sebagi
dasar legitimasi peralihan kekayasan dari sektor privat ke

sektor publikzo. Logika pemikiran yvang demikian ini sebenarnya

19. Scemitro, Rochmat, 1991, Asa dan Dasar Ferpajakan II, FT.

L -
e

Eresco, BRamdung, hal. 2-3.

2G. Legitimasi peralibhan kekayasan ini mempunyal dasar asumsi
bahwa UU adalah produk dari wakil rakyst (DFR) sebagsi
penielmaan rakyat dalam demokrasi perwakilan. Dengan demi-
kian, adanya persetujuan DFR memunculkan anggapan hukum
bahwa rakyat telah memberikan persstujuan terhadap pemu-
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juga diterima secara universal, dalam arti tidak hanya berlaku
di Indonesia saja, tetapi juga berlaku dinegara lain. Misal-

nya, di Amerika Serikat logika pemikiran yang demikian ini

tercermin dalam adagium Taxation without Represntation is

Robbery, demikian juga di Inggris tercermin dalam adagium Neo

Taxation without Representation.

Bagi pemerintah, pajak mempunyai posisi yang strategis.
Alasannya sadalah, pajak merupakan salah satu instrumen utama
kebijakan fiskal pemerintah. Instrumen utama lain dalam
kebijakan fiskal pemerintah adalah pengeluaran pemerintsh
(government expenditure) dan pinjaman (loans)21.

Sebagail salah satu instrumen kebijakan fiskal, politik
hukum perpajakan akan memberikan arah kondisi masyarakat vyang
ingin dicapail. Politik hukum perpajakan yang implementasinya
tertuang kedalam kebijakan publik skan menimbulksn dampak yang
luas. Misalnya, Guritno Hangkoesbrotdz2 mengemukakan' analisis-
nya bahwa bahwa pembebanan pajak penghasilan akan mempengaruhi

pola konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk konsumsi dan untuk

tabungan, pilihan untuk menabungéinvestasi, penyedigaan tenagsa

asContinued. « .

rngutan pajak terssbut. Asum=i hukwm ini tentu sajs  tidak
mempermasalahkan derajat keterwakilan rakyat dalam lembaga
DFR itu sendiri. Lihat Lebik jauh @ Socemitro, Rochmat,
1?87, Asas dan Dasar Perpajakan I, FT Eresco. Randung,
hal. 8-1a.

Z21. Mivasto, 1795, Segi-Segi Keadilan Kebijaksansan Fiskal Da-
lam pembangunan Nasional, Makalah Disajikan Dalam Seminar
Nasional Fenegakan Hulkum Fajak dan Keadilan Pembagian Be-
bar Fajak, FH. Hukum UNMDIF, Semarang.

22. Manghkoescebroto, Guritno, 1983, Op. Cit. hal. 235-264.




kerja, dll.

Karena luasnya dampak perpajakan, maka pembebanan pajék
harus mencerminkan keadilan. Bahwa prinsip pembebanan pajak
harus adil sebenarnya telah diterima secara universal. Yang
menjadi permasalahan adalah bagaimana mengukur keadilan itu
sendiri. Untuk mengukur keadilan dalam pembebanan pajak,

MillerZ3 mengemukakan

The tLwo most important and widely accepted criteria for

fairness are horizontal and vertical eguity.

a. Horisontal equity consist the rule that disctates that
laws should be blind to the way in whiech income is
earned. FEgqual income should be taxed equally.

b, Vertical equity deals with unequal shoul be treated
unequally, meaning that somehow those who make lots
of income should not be taxed in the same manner as
those who make very little income. The two most
populer theories consistent with vertical equity are
that taxes shoul be base on
1} each individuals ability to pay,

2) each individuals benefits received from  goverment
services, '

Cara untuk mengukur keadilan dalam pembebansn pajak

tersebut juga disetujui oleh sarjana lain, misalnya Miyast024

dan juda Musgrave an Musgravezs.
Fembebanan pajak secars adil tersebut juga harus dilihat

dari dua hal, yatu keadilan dalam hubungan antara pemerintah

sebagai pemungut pajak dengan wajib pajsk dan keadilan dilihat

2%. Miller, Foger Le Roy, 1988.Economics Today, The Macro View,
Harper and Row Fublishers, Mew York, p. 136-137.

24. Miyastso, 1995, Op. Cit.

)
i

Musgrave, Richard A. and Musgrave FPeggy EB., 1971, Keuangan
NMegara Dalam Teori dan Praktek, &lih EBahasa ocleh Alfonsus
Sirait, Erlamngga, Jakarta, hal. 232-239.
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dari alokasi beban pajak berbagai golongan masyarakatzs. Kea-
dilan dalam hubungan antara pemerintah dan wajib pajak
mensyaratkan dilakukannya penegakan hukum secara konsisten dan
berkesinambungan. Sedang penegakan kesdilan dilihat dari
alokasi beban pajak mensyaratkan agar beban pajak vang harus
ditanggung oleh wajib pajak tidak melebihi kemampuannya untuk
membayar (excess burden).

Teori yang melakukan pengkajian terhadsp pembebanazn pajak
adalah teori incident pajak (tax incidence tbeory)27. Teori
ini melihat bahwa beban pajak tidak hanya terbatas secara le-
gal formal séja, tetapi mengkaji pembebanan pajak pada tingkat
vang lebih substantif. Misalnya, pajak penghasilan atas badsan,
walaupun pajak dikenakan terhadap laba badan yang menjadi
wajib pajak, tetapi sebenarnya bukan perserocan sendiri vang
secara substantif akan menjadi penanggung beban pajak, karena
badan ini hanyalah bentuk usaha. Beban pajak ini mungkin dapat
diderita oleh pemilik badan usaha itu (pemilik modal), mungkin
Juga diderita oleh konsumen apabila pembebanan pajak tersebut
mengakibatkan kenaikan hasil produksi sebesar pajak vang
dibebankan. Pajak penghasilan dapat juga menjadi beban dari
pemilik faktor-fakto?r produksi pajak tersebut menyebabkan
penerimaan bersih (net earning) para pemilik faktor produksi

menurunza .

26. Mivasto, 1995, Op. Cit.
27 . Manghkoesosbroto, GBurritne, 12993, Op. Cit. hal. 1922.

28. Loc. Cit.




Dengan pembebanan pajak secara adil, diharapkan pembe-
banan pajak kepada masyarakat tersebut akan bersifat netral.
Namun demikian, karena psajsk dapat juga mempunyai fungsi
regulasi maka prinsip keadilan dalam pembebanan pajak tersebut
terkadang sengaja disimpsngi untuk memberikan rangsangan
(stimulus) merekayasa kondisi tertentu dalam masyarakat.
Misalnya untuk memdorong agar orang vang memiliki modal mau
menanamkan modalnya ke sektor-sektor produksi tertentu, peme-
rintah memberikan pembebanan pajak penghasilan atas pengha-
silan yang diperoleh dari penanaman modal tersebut. demikian
juga wuntuk meningkatkan daya saing hasil produksi (khususnya
untuk perdagangan ditingkat internasional), pemerintah membe-
baskan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam kaitannya dengan penanaman modal, sumber modal
vang akan diinvestasikan tersebut dapat berasal dari peme-
rintah (public invesment) maupun berasal dari dans masysarakat
(privat invesment). Seberapa besar porsi public investment
apabila dibandingan dengan privat Investment, model vyang
dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dapat menjadi alternatif
vang dinilai paling 1azim29. Rostow dan Musgrave menghubungkan
porsi pemerintah untuk menanamkan modal dengan tahap perkem-
bangan ekonomil, vang dapat dibagi menjadi tashap awal, tahap
menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekono-
mi, porsi investasi publik terhadap total investasi, besar.

Alasannya adalah pada tahap ini pemerintah harus menyediakan

29. Mangkoescebroto, Buritno, 1993, Op. Cit. hal. 170-171.
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sarana dan prasarana. Pada tahap menengah, porsi investasi pu-
blik masih besar, namun porsi investasi privat juga cenderung
semakin besar. Pada tahap ini investasi pemerintah lebih dia-
rahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju tinggal
landas dan untuk menjadi penyeimbang dampak negatif investasi
privat. Pada tahap lanjut, dana yang dapat dipergunakan untuk
investasi pemerintah akan dialihkan dari penyedisan sarana dan
prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan sosial.
Dengan demikian porsi investasi publik semakin lama akan
semakin kecil sedang porsi investasi privat semakin lama akan
semakin besar.

Untuk memperbesar porsi in#estasi privat, pemerintsh
mempunyai kewajiban untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi
penanaman modal. Karena faktor yang mempengaruhi minat inves-
tasi untuk menanamkan modal tidak bersifat tunggal, maka
penciptaan iklim yang kondusif untuk menanamkan modal haruslﬁh
meliputi penatsan faktor-faktor tersebut secaras simultan. Dari
gsekian banyak faktor yang mempengaruhi minat investor untuk
menanamkan modal, J. Panglaykim30 memilah faktor tersebut
menjadi duz kelompok; vang pertama yaltu faktor komplementer
vang meliputi faktor alam, faktor-faktor keunggulan (compara-
tive adventage) dan faktor kebijakan negara. Sedang faktor
vang kedua adalah faktor freferensi, yang meliputi faktor

letak geografis, kesamsan budaya, kesamaan bshasa, idiologi dan

30, Pangklaykim, J., 1994, Investasi Langsung Jepang di Kawasan
Asean, Pengalaman Indonesia, Andi Offset dan Maruzen Asia,
Yogyakarta dan Singapura, hal. 29.
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kesamaan historis. untuk menanamkan modal vyang sifatnva
instance dapat dilakukan oleh pemerintah adalah faktor kebi-
jakan negara, sebab faktor yang lain lebih bersifat warisan
alam (nature heritage), atau kalau misalnya faktor itu dapat
dikembangkan tetapi memakan waktn yang lama. Salah satn faktor
kebijakan negara vang akan menjadi titik berat kajian dalam
thesis ini adalah kebijakan perpajak_(khusuénya pajak peng-
hasilan).

Hasil penelitian Japan External Trade Organization
(Jetro)31 terhadap minat penanaman modal di Indonesis, menem-
patkan faktor insentif menduduki peringkat yang lebih rendah
dibanding dengan faktor potensi pasar lokal, upah kerja tenaga
kerja vyang murah dan stabilitas politik dan moneter. Faktor
insentif, selama ini lebih banyak mempergunaksn instrumen ke-
bijakan fiskal, khususnya dibidang perpajakan. Dengan melihat
hasil penelitian Jetro tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa
di Indonesia insentif pajak sebenarnya masih sangat potensial
untuk ditingkatkan guna menérik minat 1investor menanamkan
modal di Indonesia.

Kebijakan pemerintah untnk "menurunkan” peneriméan pajak
pada ftax reform II diiakukan dengan nmelakukan pemotongan tarif
pajak penghasilan, éémbebanan pajak penghasilan untuk bidang
usaha tertentu dan untuk daerah tertentu. Secara makro kebija-

kan ini diharapkan akan dapat meningkatkan Pertumbuhan ekconomi

2. Lihat lebinh lanjut @ Saputro, Edy Furwanto, Mengkaji Inves-—
tasi Nasional Palam Tahun 1296, dalam Suara Fembaharuan, O
Jurmi 1996,




melalui peningkatan tabungan dan penanaman modal. Dornbusch
dan Fisher32 melakukan studi pengaruh pemberian insentif pajak
untuk menentukan perilaku ekonomi. Apa yang dikembangkan oleh
Dornbusch dan Fisher itu kemudian dikenal déngan nama supply-
side economics. Ahli ekonomi lain yang melakukan pengkajian
terhapat supply-side economies dengan menitik beratkan arti
penting pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan meningkatkan tabungan dan investasi adalah Martin
Feldstein dari Harvard University dan Michael Boskin dari
Stanford Uni%ersityss. Yang Menjadi permasalahan adalah
seberapa Jjauh pengaruh pemctongan pajak terhadap pertumbuhan
ekonomi. Thesis ini tidak mengarahkan kajiannya untuk menjawab
permasalahan tersebut, tetapi akan menitik beratkan pada
kajian yuridis terhadap fungsi regulasi pajak (khususnya pajak
penghasilan) dalam struktur perpajakan Indonesia.

Dengan demikian, kebijzkan pajak penghasilan dalam bi-
dang penaman modal dapat dianalisis dalam fungsi hukum sebagai
instrumen untuk melakukan rekayass sosial (fool of social

engineering) dalam bagan sebagai berikut

2. Dornbusch, Rudiger and Fischer, Stanley, 1985, Macroecono—
mics, Third Edition, Tien Wah Freses Fte. Ltd. 3Singapore,
p. 73574,

I35, Loac. Cit.
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Hasukan |———3| Pengubahan 3| Keluaran
Kond?si ek- Produk hukum Peningkatan
onomi pada PPh. yvang mem- investasi ps-
saat tertentu berikan insen- da PHMDN dan

tif PMA

Atau kalau insentif dalam PPh. tersebut dipandang sebagai
stimualus dan tindakan berinvestasi dipandang sebagai respon,

maka bagan tersebut di stas dapat diurai lebih lanjut dalam

bagan sebagai berikut

Stumulus Respon Investor/
Faktor Insentif Dari masyarakat

Pajak Penghasilan
Tindzkasn Berinvestasi

-
b

Terjadi pertumbuhan
Ekonomi

Pendapatan Pajak Meningksat

Ciri vyang berbeda antara fungsi regulasi pada masa
reformasi. perpajaﬁg/II dibanding dengan fungsi regulasi pada
sebelumnys untuk mendorong penanaman modal adalah pemberian
penekanan pada bidang usaha tertentu dan untuk daerah tertentu
(distribusi alokasi investasi). Dasar hukum untuk memberikan

fasilitas perpajakn ini adalah pasal 31A UU no. 10 tahun 1884
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vang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerin-
tah (PP) No. 45 tahun 1996. Keputusan diberi tidaknyg fazmili-
tas pajak berada ditangan Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas
Perpajakan Usaha Industri Tertentu yang Tim ini dibentuk

berdasarkan Kepres No. 54 tahun 1998.

Dengan Mempergunakan teori Hans Kelsen tentang hierarki

peraturan hukum (stuffenbauw theory)34, fungsi regulasi pajak

penghasilan untuk mendorong penanaman modal dapat digambarkan

dalam disgram sebagail berikut

-

%4 . Rahardio, Satjipto, 1979, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.



Pancasila

l

UUD "45

(khususnya pasal 22 ayat 2)

UY no. 10 tahun 1894
Tentang Pajak Penghasilan

e T4

~F [
Penurunan Tarif PPH
(pasal 17)

PP No. 4 th. 1995
KME No.258/KMK.04/85

SE Dit.Jend Pajak
SE No.33/PJ.4/95

| — Fy .t

Metode Penyusutan
Pasal 11 dan 11A

PP No. 34 tahun 1994

!

EMK.No82/KMK.04/85

SE Dit. Jénd Pajak
SE No.44/PJ.4/85

Fasilitas Bid Ttt.
dan/atau Daerah Ttt.

v

PP No. 34/1884
PP No. 75/1984

|

Keppres No. 81/;996
Jo. Keppres No. 54/1986

Revaluasi Aset
Pasal 4 ayat 1

KMK No., B37/KMK.04/94
Jo. No. 248/KMK.04/895

SE Dit.Jen. Pajak HNo.
32/PJ.4/1995

Penghindaéﬁn Pajak
Ganda

PP No. 6,/1994
PP No. 7 tahun 1994
PP No. 58/1884

L
Eompensasi Kerugian

{Pasal 6 ayat 2)




F. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dan memberi
penjelasan bagdaimsna ketentuan hukum pajak menampakkan fungsi
regulasi wuntuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penaman
modal Indonesia. Dengan demikian, insentif pajak akan menjadi
stimulus yang (diharapksn) direépon oleh investor oleh inves-

tor dengan tindakan berinvestasi. Dengan meminjam istilah K

36

Merton pranata-pranata hukum pajak tersebut diciptakan

dengan harapan akan memperlihatkan fungsi manifesnya, vyaitun
berupa peningkatan penanaman modal, baik melalui PMA maupun
PMDN. Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dari penelitian
ini, berikut ini akan dikemukakan beberapa hal mengenai pende-

katan yang digunakan, metode pengumpulan data, sumber data dan

metode analisis data.
1. Pendekatan

RKonsep hukum akan berpengsruh terhadap model-model kajian

I6. Robert K Mesrton melihst fungsi deri pranata atau institusi
tertentu itu dapat dibedakan menjadi fungsi manifes, yaitu
furgei yamg diharapkan (intended} dan fungsi latent, vaitu
fungsi vyang tidak diharapkan (unintended). Lihat lebih
jauh 3 Ritzer, George, 1992, Sosioclogi Ilmu Fengetahuan
Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimadan, Rajawali Press,
Jakarta, hal. 26-27.
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hukum. Metode adalah fungsi dari konsep hukumS’/. Dalam pene-
litian ini, hukum pajak selain dipandang sebagai bentuk aturan
(rule} juga dikonseptualisasikan sebagai institusi sosial yang
riil dan fungsional dalam kehidupan masyarakat, khususnys da-
lam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilsku vang
mengarah pada tindakan berinvestasi. Konsep hukum sebagaimans
tersebut diatas merupakan bentuk konsep vang bersifat
nomologikss, vaitu hukum tidak hanya dilihat sebsgai bentuk
rule melainkan sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan
sehari-hari. Untuk itu metode pendekatan yang dipandang tepat
dalam penelitian ini adalah normatif untuk mencapai tujusan pe-
nelitian pertama dan kedua. Sedang pendekatan sociolegal =zkan

dipergunsakan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga.
2. Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan nntuk dianalisis pada dasarnya
meliputi jenis data primer dan data sekunder. Data primer sda-
lah data yvang diperocleh penulis langsung dari sumbernya. Se-

dang data sekunder 'adalah data yang telah dikampulkan dan

%7. Bandinmgkan dengan pendapat: Sutandyo Wignyosubroto dalam
Hadisuprapto, Faulus, 1993 : HMetode Normatif Dalam
Penelitian Hukum, Makalah Fenataran Metodologi Fenelitian
Ilmu—Ilmu Sosial Dengan Fencgkanan Bidamg  Hukum, Lembada
Fenelitian Unsoed, FPurwokerto.

i
73]
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disistimatisir oleh fihak lainsg, vang kemudian dipergunakan
dalam penelitian ini. Oleh karenanya, metode pengumpulan data
vang sesual dengan Jjenis data yang diperlukan dalam penelitian
ini adalsh wawancara, yang meliputi wawancars tersetruktur dan
wawancsarsa mendalam40, dan penelaahan dokumen4l,

Penelaahan dokumen dalam penelitian ini akan meliputi
pengkajian peraturan dan dokumen lain yang mempuﬁyai hubungan
dengan hal-hal sebagai berikut

a. ketentuan-ketentuan tentang pemberian fasilitas perpa-

jakan untuk bidang usaha tertentu dan didaerah terten-
tu, |

b. penurunan tarif pajak,

¢. penilaian kemball aktiva perusahaan (revaluasi aszet),

d. Kempensasi kerugian,

e. Penghindaran pajak ganda,

f. Penvusutan atas harta perusahaan.

Sesuail dengan tujuan penelitian yang pertama, data yang
diperlukan dan akan dianalisis adalah data sekunder dan data
primer, dengan titik-berat pada data sekunder. bata sekunder
ini diperoleh melalui telaah dokumen yang menjadi fokus kajian

dalam thesis ini. Sedang data primer akan dipercoleh melalui

I?. Btewart, David W., 1984, Secondary Research, Information
Sources and Methods, Sage Fublications, Newbury Fark,
Londom, p. 11-12. ‘

40. Moleong, Lewxy J.x 1994, Metodologi Penelitian kKualitatif,
FRemaja Rosdakarya, Bandung, hal. 1356-139. ‘

41. Ibid. hal. 163
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wawancara dari Kantor Wilayah Pajak Jawa Tengah - Daersh Isti-

mewa Yogyakarta, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat dan

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah.

Sesual dengan tujuan penelitian kedua, data yvang diper-
lukan adalah data sekunder yang menjadi fokus dalam penulisan
thesis 1ini dengan memperpanjang jangkas waktu vyang menjadi
obyek kajian, yang meliputi periode sebelum reformasi perpa-
Jakan I (tahun 1867-1983), setelah reformasi perpajakan per-
tama (tahun 1884-1884) dan setelah reformasi perpajakan II
(tahun 1995-1887/988).

Seduai dengan tujuan penelitisn yang ketigaz, data peneli-
tian yang diperlukan adalah data primer yang diperocleh melalui
wawancara, baik wawancara terstruktur maupun wawancara menda-
lam terhadap sumber informasi yang telah ditetapkan, yaitu
Kanwil Pajak Jawa Tengan - DIY, EKantor Pelavanan Pajak

Semarang Barat, dan BEPMD Jawa Tengah.

3. Petode Analisis Data

Dalam metode anslisis, data primer dan data sekunder
vang terkumpul akan dianalisis sesual dengan sifat dari tujuan
penelitian yang telah dirumuskan pada bagian terdahulu.

Untuk mencapai tujuan penelitian pertama dan kedua, akan
dipergunakan metode analisis sinkronic dan diakronic dengan
saling melengkapi. Sinkronic adalah metode analisis hukum yang

dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan hukunm
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vang berlakn dalam periode ysng sama. Sedang diakronic adalah
metode analisis hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama tetapi
berbeda massa berlakunya42. Dari analisis sinkronik dan
diakronik tersebut diarahkan untuk memperoleh fungsi-fungsi
vang sifatnya equivalen (to find functional eguivalent}, untuk
menemukan intl bersama (common core) dan untuk memanfaatksn
hal-hal yang dianggap sebagai kesamaan (fto utilize presumption
of similarity)43,

Dengan bertitik tolak pada metode analisis tersebut, ke-
tentuan hukum pajak penghasilan yang oleh pemerintah dipergu-
nakan sebagai instrumen untuk mendorong penanaman modal akan
dibandingkan menurut periocdisasi yang telah ditetapkan oleh
penulis. Dengan berangkat dari UU No. 10 tahun 1994, akan
dilakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan
vang ada dibawahnya dan sejauh ada relevansinya Jjuga akan
dibandingkan dengan UU lain yang berkaitan dengan penanaman
modal. Agdar apa yang ingin dicapal dalam analisis ini terwu-
jud, UU No. 10 tahun 1994 beserta dengan peraturan pelaksana-~
annya Jjuga akan dibandingkan dengan peraturan vang mengatur
hal yang sama yang beflaku pada periode 18687-1983 dan periode
1984-1884.

Sedang untuk mencapal tujuan penelitian yang ketiga akan

42, Blom, H.w. and de Folter R.J., 1786, Methode an Objiect in
de Rechtswetenschappen, WHrEXJIF Tieenk Willink, Zwolle.

4%. Ibid. p. 67
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dipergunakan metode analisis domain dan analisis taksonomis?S.
Yang akan diteliti adalah arah kebijakan perpajakan dan
implementasi fungsi regulasi sebagai instrumen dalam penanamén
modalf Dari sini terlihat bahwa domein yvang akan dianalisis
adalah domein kebijakan perpajakan, yang akan dianalisis menu-
rut apa yang seharusnya (das sollen) dan kemudian dikaitkan
dengan pengamatan spa yang senyatanya (das sein}. Dari anali-
gis domein ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang bersi-
fat menyeluruh tentang pokok permasalahan vyang diteli-
ti44,da1am hal ini adalah arah kebijakan perpajakan. Hasil
analisis domein ini kemudian akan dipergunakan sebagai titik
tolak untuk melakukan melakukan penelashan yang 1lebih rinei
dan méndalam lagl dengan memfokuskan pada domein fungsi, yaitu
fungsi pajak sebagal instrumen untuk mendorong penanamsn mo-
dal. Untuk yang terakhir ini dipergunakan analisis taksono-
mis®®. Baru sesudah itu akan dicari korelasi antara fungsi
regulasi dengan peningkatan penanaman modal.

Hasil analisis terhadap permasalahan dalam thesis ini
pada akhirnya akan diformulasikan kedalam saran, yang diharap-
kan dspat memberikan loloh balik (feedback) dalam rangksa

penyusunan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan, khususnya

dalam kaitannya dengan penanaman modal.

43, Faisal, Sanafiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar
dan Aplikasi, Yayasan fAsih Asabh Asuh, Malang, hal. 21-98.

44, Ibid. hal. 71

4%. Ibid. hal. 98
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G. Sistematika Thesis

Thesis ini disusun kedalasm 4 (empat) bab yang menggambar-
kan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi
fokus thesis. Masing-masing bab terdiri dari sub bab, sebagal
bagian dari pokok pikiran bab.

Bab I vang berjudul Pendahuluan, berusaha untuk memberi-
kan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka
berfikir yang akan dipergunaksn untuk mengkaji permasalahan
vang menjadi fokus thesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan
ini disusun kedalam urutan sub bab sebagai berikut : Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Tinjawan Pustaka, Metode Penelitian dan Sisti-
matika Thesis.

Bab II yang berjudul Tinjauan Pustaka, berusaha untuk
memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajiﬁn
teoritis vyang akan dipergunakan untuk menganalisis dats vyang
diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup aspek
perpajakan dan aspek pensnaman modalnya. Penggambsaran secara
lebih mendetail dari-tinjauan pustaka dibagi kedalam sub bab
sebagai berikut : Pajak dan Hukum Pajak, Kebijakan Pajak
Sebagai Instrumen Rekayasa Sosial, Kebijakan Penanaman Modal
di Indonesia dan Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Penanaman
Modal.

Bab III vang berjudul Hasil Penelitian dan Analisis,
berusaha untuk melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap

data-data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Titik



tolak analisis adalah melihat data secara empiris dari kseca
mata kajian pustaka yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.
Sub bab yang akan dipaparkan pada Bab III ini meliputi
Fungsi Regulasi Pajak Penghasilan Dalam Bidang Penanaman Modal
Balk Untuk PMA Maupun PMDN Setelah Reformasi Perpajakan I3I
(19943, Perbandingan Fungsi Regulasi Pajak Penghasilan Setelah
Reformasi Perpajakan II (1994) dengan Sebelum Reformasi Per-
pajakan I (1984) dan Sesudah Reformasi Perpajakan I (1884),
dan Eebijakan Perpajskan, Implementasi dan Pengaruhnyas Terha-
dap Penanaman Modal Baik Untuk PMA maupun PMDN.

Bab IV yang berJjudul Kesimpulan dan Saran, berusshs untuk
merumuskan secara singkat dan pada terhadap analisis
vermasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain
itu, pada bagian ini jugs akan diajukan saran praktis terhadap
permasalahan vang dikaji. Sub bab ini akan meliputi : EResim-

pulan dan Saran.




BAB II
TIRJAUAN PUSTAKA

A. Pajak dsn Hukum Pajak

Pajak

Pada bab pendahuluan telah dikemukakan karakteristik dari
pungutan yang dapat dikategorikan sebsagai pajak. Dengan men-
cermati karakteristik tersebut, pajsk dapat didefinisikasn se-
bagai peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik,
yang pemungutannysa didasarkan pada undang-undang (UU), sehing-
ga pelaksanaannya mempunyai dasar legal formal untuk dipaksa-
kan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegenprestatie) dari
adanya pembayaran tersebut.

Peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik
dalam bentuk pajak tersebut menimbulkan permasalahsan yaﬁg
sifatnya filisofis tentang dasar kewenangan negara untuk mem-
bebani pajak kepada masyarakat. Permasalahan tersebut kemudian
melahirkan berbagal teocri yang berusaha untuk memberikan jawa-
ban @apa sebenarnya yang dapat dijadikan dasar pembenasr pemu-
ngutan pajak. Berbagai teori vang menurut penulis dianggap
penting antara 1lain teori kepentingan modern, teori wajib

bavar pajak modern dan teori gaya piku148.

&4, Selain berbagai teori tersebut, sebenarnys masih ada  bebe-

rapa teorri pembenar pemungutan pajak yvang lain, misalnya
teori asuransi, teori perjanjiian, teori kedadlatan negara,
teori azas gaya beli, teori kepentingan. Nanun demikian

karena alasan bahwa berbagai teori tersebut banyak mengan—
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Teori kepentingan modern sebenarnya merupakan hasil

pengdembangan dari teori kepentingan yang memberikan penekanan

bahwa timbangan dasar pajak yang dibayarksn harus ditentukan

sesual dengan besar kecilnya kepentingan yang diperoleh dari

pekerjsan negara. Menurut teori kepentingan modern, individu

memperoleh kenikmatan dari negara karena itu negara pun berhak

memungut pajak. Yang kaya harus membayar lebih banyak dari si

miskin, karena si kava lebih banyak merasaskan kenikmatan dari

pade si miskin47. Kelemahan teori ini terletak pada penekanan

sifat tukar menukar antara kepentingan dengan uvang dan konsep

kenikmatan itu sendiri wvang terlalu luas untuk kenmudizan

dijadikan dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayar.

Teori Wsjib Bayar Pajak Mutlak dikembangkan oleh W.J.

Polak, Cort van der Linden dan W.H. van den Berg. Teori ini

timbul gebsagal reaksi terhsadap teori-teori pajak sebelumnysa

vang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan

rakyatnya. Teori vang berpangkal dari ajaran organik kenega-

raan ini melihat bahwa negarsa mempunyai hak mutlak atau hak

tersendiri (zelfstandig) atas harta kekayaan rakyat. Negara

tidak mengambil aps-yang suka diserahkan oleh rakyat untuk
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kepentingannys, melainkan atas hak sendiri dari negara™=%. .pmd

«erContinued. ..

47 .

48.

dung kelemahan yang sifatnya esensial, maka teori tersebut
tidak dibahbas secara lebih mendalam. Lihat lebih jauh
Brotodihardjo, Santoso, 1725, Pengantar Ilmu Hukum Pajak,,
Eresco, Handung, hal. 30-35. Ali, Chidir, 129Z,Hukum Pajak
Elementer, Eresco, EBandung, hal. 97-118.

Ali, Chidir, Op. Cit. hal. 109-110.

Ibid. hxl. 111.




Kalau kemudian ditelusur pangkal pendirian teori ini dari
ajaran organik kenegaraan, dapat dijelaskan sebagai berikut?®

"Individu-individu tidaklah mungkin berdiri sendiri, tanpa
ada masyarakat tidaklah mungkin akan ada individu. HNegara
selaku organisasi daril masyarakat yang mempunyail tugas untuk
menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan memperhatikan
syarat-syarat keadilan berhak mengambil tindaskan-tindakan ter-
tentu, termasuk tindakan menetapkan pajak dari individu yang
ada didalam wilayah kekuasaan negara."” Dengan demikian sifat
negaralah vang menciptakan hak mutlak negara untuk memungut
pajak.

Teori gaya pikul (draagkracht theorie)}) ini dikembangkan
oleh Cohen Stuart dan de Langen. Menurut teori ini, suatu
kesamsan vang hanya dapat dicapai oleh semua wajib pajak Jjika
setiap wajib pajak membayar sesuai dengan gaya pikulnyasg.
Yang dimaksud dengan gaya pikul adalah kekuatan seseorang un-
tuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh
penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang
mutlak untuk kehidupan primer bagi diri wajib pajak beserta
dengan kelgggéanya5l.'

Rarena wujud konkrit pajak sdalah mengalihkan kekayaan

(dalam arti sempit kekayaan tersebut adalah uang), maka

pembayaran pajak tersebut akan mengakibatkan berkurangnya

4%. Ibid. hal 112.
S0. Ibid. hal. 113.

51. Scemitro, Reochmat, 1987, Op. Cit. hal. 30.
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kekayaan mereka yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak
(Wajib Pajak). Dengan demikian, pembayaran pajak akan mengaki-
batkan seseorang kehilangan kesempatsn untuk dapsat membelan-
Jakan uwang sebesar pajak yang dibayarkan. Dari sudut pandang
ekonomi, pembayaran pajak ini akan berakibat pada berkurangnya
penghasilan yang dapat dibelanjakan (disposable income)51.
Terlepas dari rasa nasionalisme dan mungkin Juga sifat
karitatif vyang dimiliki oleh wajib pajak, sifat dasar umum
vang melekat adalah adanya kecenderungan keenggsnan untuk
membayar pajak. Ké%gganan untuk membavar pajak inil pada akhir-
nya akan melahirkan terjadinya perlawanan pajak5z. Perlawanan
rajak pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua macam,
vaitu perlawanan aktif dan perlawanan pajak pasif. Perlawanan
pajak aktif dapat dilakonkan oleh wajib pajak dengan cara
penghindaran diri dari kewajiban untuk membayar pajak,
pengelakan/penyelundupan pajak, danlmelalaikan pajak. Sedang
perlawanan pasif dilakukan dengan caras menghambat atau
mempersukar pemungutan pajak dan vang erat hubungannya dengan
struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan moral dan
intelektual penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu

sendiri.

51. Dormbush—Fischer memberikan definisi disposable (personal)
incame is the amount of heoussholds availasble to spend or
save., Sedang disposables (personal) income dipercleh dari
paEngLrang &r pernghasilan  dengan  pembayaran  pajak dan
perbayaran bulkan pajsk vang harus dikeluarkan oleh, orang
tersebut. Lihat, Dornbusch, Rudiger and Fischer, GStanley,
Qpe. cit. hal. 41-4%2,

r

2. Santoso Brotodihardio, 199%, Op. Cit. hal. 13-18.
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Salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya perlawanan
pajak adalah pengorbanan (saerifice) yang telah dikeluarkan
oleh wajib pajak, tidak diimbangi dengan keuntungan (benefit)
vang secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak; Pada
hal, pengorbanan tanpa mendapatkan keuntungsn vyang bersifat
langsung ini merupakan ciri yang melekat pada pajak, yang
membedakan dari bentuk pungutan yang lain. Sifat khas pajak
ini membawa konskwensi bahwa pelaksanaan pemungutan pajak
harus dilaksanakan dengan hati-hati. Misalnya, seberapa besar
dan bagaimana beban pajak pajak itu ditentukan, dari segi
hukum harus Jugas dianalisis pada aras produok hukum vang
seperti apa pembebanan tersebut harus ditetapksn, bagaimana
struktur pajak agar baik, dill.

Kalau dikaitkan dengan tujuan pemungutan pajak dan akibat
pemungutan pajak terhadap wajib pajak, maka pajak harus
mempnnyal struktur vang "baik”. Dengan bertitik tolak dari
pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang 1lain,
Musgrave and Husgrav953 berpendapat bahwa struktur pajak vyang
“baik" harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut

1. Penerimaan /rendapatan harus ditentukan dengan tepat.

2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus

dikenakan pembszyaran pajak sesunal dengan kemampuannya.

3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanyﬁ pada

titik mana pajak tersebnt harus dibebankan, tetapi

53. Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy B., Op. Cit. hal.
230-231. Lihat Jjuga, Rochmat Scemitro, 1987, Azas dan
Dasar Perpajakan 1, Eresco, Bandung, hal. 15-1B.
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oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.

4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminumkan
terhadap keputusan perekoncomian, dalam hubungannvya
dengan pasar yvang efisien.

5. SBtruktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijaksan
fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan
ekonomi.

6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar
dan tegas serta dapat difahami oleh wajib pajak.

7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah

mangkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Struktur pajak akan berkorelasi positif terhadap pembeba-
nan pajak. Artinya, struktur pajak yang baik akan mengakibat-
kan pembebanan pajak secara adil pula, demikian juga sebalik-
nya. Sedang pemnbebanan pajak sebagai suatu konsep, dapat
dilihat dari undang-undang dan pembebanan secara ekonomi®%.
Keduanyva tidak sama. Meskipun undang-undang merupakan suatu
refleksi (yvang mungkin tidak sempurna) dari preferensi pemberi
suara (voter), namun begitu diundangkan undang-undang tersebut
akan mengikat secara hukum. Dari rumusan undang-undang dapat
diketahui siapa vang harus menanggung beban pajek. HNamun
demikian kalau konsep pembebanan hanya dipertimbangkan dari
undang-undang saja, dapat timbul masalah. Oleh karenanya

konsep pembebanan juga harus dilihat dari cara pendekatan yang




lain berdasarkan pertimbangan

1. kita harus menyadari bahwa pada akhirnya setiap beban

pajak harus ditanggung oleh orang perseorangan,

2. distribusi beban akhir dapat berbeda dari kewajiban

vang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Konsep pembebanan pajak yvang dilihat secara substantif sampai
pada penanggung beban akhir disebut pembebanan secara ekononmi.
Dalam merumuskan undang-undang, konsep penmbebanan secara
ekonomi ini harus benar-benar diperhitungkan agar terefleksi
dalam pasal undang-undang vang bersifat mengikat. Remungkinan
pengalihan pajak yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran
penanggung beban pajak akzn berazkibat padsa terjadinya
kelebihan beban pajak (excess burden) pada satu fihak.
Sehingga, akan menimbulkan ketidak adilan5®,

Selain struktur pajak yang baik akan berkorelasi positif
terhadap pembebanan pajak, Jjuga akan berkorelasi pada
efisiensi. Pembebanan pajak dan pemungutan pajak membutuhkan
personalia dan peralatan. Aktivitas yang dilakukan dalam
kerangka pembebanan dan pemungutan pajak merupakan Jjasa publik

(public services) yvang sangat menentukan “"berhasil” tidaknya

‘pemungutan pajak. Oleh karenanya, Jjasa publik ini harus

55. Pada bab I (Pendahuluan) telah dibicarakan dua pendekatan
yang dapat dipergunakan untuk mengukur keadilan dsalam
pemungutan pajak yaitu benefit prineciple dan ability to
pay principle. Benefit principle mempunyai kelemahan
kzrena seluruh pendapatan pajak diasumsikan dipergunakan
untuk membiayai Jjasa-jasa publik sehingga mengabaikan
fungsi transfer dan tujuan redistributif. Sedang ability
to pay principle terlalu menekankan fungsi transfer pajak
vang bersifat redistributif tetapi mengdabaikan penyediaan
jasa-jasa publik. Ibid. hal 234-237.




dilakukan dengan efisien. Jika dilihat dari sini dapat diambil
rumusan vyang sifatnya umum bahwa semakin kecil perbandingan
antara biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak dengan
hasil pengumpulan pajak, akan semakin efisien. Sebaliknya,
apabila perbandingannya semakin kecil maka pemungutan pajak
tersebut semakin tidak efisien. Adam Smith membahas aspek
efisiensi pemungutan pajak ini dengan terminologi economics of
collection®’ dalam the four canons of Adam Samith. Inefisiensi
dalam pemungutan pajak tidak saja akan berakibat buruk terha-
dap anggaran negars, tetapi juga skan berakibat buruk terhsdap
wajib pajak karena akan mengakibatkan distorsi~-distorsi dari

perilaku-perilaku ekonomi wajib pajak.

Hukum Pajak

Untuk dapat memahami hukum pajak, penulis harus bertitik
tolak dari apa yang dimaksud dengan hukum itu. Secara siste-
matis, Lili Rasjid158 mengemukakan arti vang dipergunakan oleh
kata "hukum” yaitu sebagai

1., hukum adslah sustu hubungan diantars suatu persona dan

suatu hal.

2, Hukum adalsh undang-undang atau disebut Juga suatu

kompleks perundang-undangan.

3. Hukum =adalah suatu ilmu yang memberikan pengetahuan

57. Rochmat Soemitro, 1987, Dp. Cit. hal. 18-2B.

%8, Lili Rasjidi, 198%, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu 7,
CVY. Remadjia Karvya, Bandung, hal. 77-78.
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tentang hukum, pengetahuan tentang perundang-undangan
dan pengetahuan tentang hubungan antara persona dan
suatu hal.

Dengan bertitik tolak dari salah s=atu arti “hukam”
sebagal undang-undang atau suatu kompleksitas perundang-
undangansg, maka penulis dapat melihat apas vang diﬁaksud
dengan hukum pajak itu. Atas dasar pengeertian tersebut, ada
berbagal definisi hukum pajak yvang dapat dikemukakan untuk
mengungkap substansi, keluasan dan tugasnya. Pada dasarnya
perbedaan definisi terjadi karena adanya perbedaan daslam memn-
berikan penekanan pada salah saty aspek substansinya. Dua
contoh definisi dibawah ini akan dijadikan titik tolak untuk
mernahami berbagai aspek yang ada pada hukum pajak.

Sophar Lumbantcoruan memberikan definisi : “hukum pajak
sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara

“80. Dalam

pemerintah dan wajib pajak dibidéng perpajakan
peraturan tersebut diastur antara lain ketentnan-ketentuan
mengenail subyek pajak, obyek pajak, timbulnya kewajiban pajak,
cara pemungutannya, cara penagihannya.

81

Sedang Santoso Bfotodihardjo vang mempersamakan hukum

rajak dengan hukum fiskal, memberikan definisi

7. Dalam arti vang demikian kompleksitas perundang-undarngan
diberikan pengertian sebagail produk hokum dalam arti luas,
Yang meseliputi  Undang-Undang, reraturan Femerintab,
reputusan Fresiden, Eeputusan Menteri, demikian juga
Keeputusan Direktorat Jenderal.

A0, Sephar Lumbantoruan, 1990, Op. Cit. hal. 209,

41, R Santoso Brotodihardico, 1925, Pengantar Ilmu Hukum Pajak,
Eresco, Bandung., hsl. 1.
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Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan
vang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekaya-
an seseorang dan menyerahkannya kembsali kepada masvarakat
dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian
dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum
antara nedara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum)
vang berkewajiban membayar pajak.

Dua definisi hukum pajak tersebut di atas, pada dasarnya
mempunyai titik tolak pengertian yang sama, yaitu dengan hukunm
pajak dimaksudkan agar peralihan kekayasan dari sektor privat
ke sektor publik memiliki dasar legalitas dan bagaimans
hubungan antara mereka yang ada di sektor privat dan di sektor
publik tersebut seharusnys dilskukan. Perbedaann kedua
definisi tersebut terletak pada dimasukkan pembidangan hukum
pajak, yvang secara tegas dimasukkan sebagai bagian dari hokum
publik (definisi Santoso Brotodihardjoe), sedang definisi
Sophar Lumban Toruan menekankan pada sifat hubungannya.

Oleh karena hukum (termasuk didalamnya hukum pajak)
merupakan kristalisasi dari peristiwa, keadaasn dan perbuatan-
perbuasatan yang ada di masyarskat, yang ada kaitannya dengan
pengenaan pajak, maka tugas hukum pajak adslah menelaah
keadaan-keadaan dalam.masyvarakat yang dapat dihubungkan dengan
pengenaan pajak, merumuskan dalam peraturan-peraturan hukun
dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum itu. Namun demikian
hukum juga bukan hanya sekedar kristalisasi dari peristiwa,
keadaan dan perbuatan-perbuatan vang ada dalam masyarakat,
tetapi juga dapat memberikan visi kedepan dari suatu idealisme
yang dicita-citakan. Dalam artian yang terakhir ini, hukum

pajak Jjuga dapst menjadi instrumen pengambil kebijakan untuk
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merekayasa masyarakat untuk menuju kearah tertentu.

Dilihat dari substansinya, hukum pajak dapat dibedakan
menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukunm
pajak material adalah produk hukum yang membuat norma-norms
vyang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan
peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa
vang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dll. Atau
dalam rumusan yang lain Santoso Brotodihardjo merumuskan hukum
pajak material sebagail norma yang mengatur tentang timbulnya,
besarnya dan hapusnya hutang pajak dan pulsa hubﬁngan hukum
antara pemerintah dan wajib pajaksz. Dalam sistem perpajakan
Indonesia, vang dapat dikategorikan sebsgai hukum pajak
material antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)}.

Sedang vyang dimaksud dengan hukum pajak formal adalah
peraturan-peraturan mengenal cara untuk ménjelmakan hukum
pajak material menjadi suatu kenyataan. Dengan demikian hukum
pajak formal ini memuat cara-cara peenyelenggaraan mengenail
- penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap
penvelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan
sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban fihak
ketiga dan pula prosedur dalam penungutannya. Yang dapat
dikategorikan hukum pajak formal adalah Ketentuan Umum dan

Tatacara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Tentang Badan

62. Santoso Brotodihardjo, 1995, Op. Cit. hal 43-44.




Penyelesaian Sengketa Perpajakan (BPSP).

Dalam kaitannya dengan contoh hukum pajak materisl dan
hukum pajak formal tersebut diatas perlu diberikan catatan,
bahwa dalam contoh tersebut hanya dilihat titik berat isi
undang-undangnya, yaitu apakah lebih banyak mengatur aspek
formalnya atau aspek materialnya. Namun demikian kalsu dila-
kukan penjelajahan secara lebih mendalam pada setiap undang-
undang perpajakan terdapat aspek formal maupun aspek material-
nya. Dengan demikian pembedaan hukum pajak formal dan hukum
pajak material hanya lebih melihat hukum pajak secara dikoto-
mis saja.

Sebagai suatu sistem, produk perundang-undangan (dalam
arti luas) memiliki tingkatan ataun hierarkhi. Tingkatan produk
perundang-undangan itu pada dasarnya ditentukan oleh kedudukan
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menghasilkannya. Lem-
baga yvang tingkatannya lebih tinggi, akan menghasilkan prodﬁk
perundang~-undangan yang tingkatannya lebih tinggi pula diban-
ding dengan produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh
lembaga vang 1lebih rendah. Bagi Indonesia, tingkatan aatau
hierarkhi produk perundang-undangan itu telah ditetapkan
melalui Tap MPR No. XX tahun 1968. Sedang kalau ditelusur
dasar teori vyang mengilhami hierarkhi tersebut adalah

pemikiran dan pandangan Hans Kelsen82 tentang hierarchy of the

2, Hans ¥Felsen merumuskan tingkatan peraturan sebagal produb
hukum dalam urutan sebagail berikuat @ Constitution, GBeneral
Morms Enactesd on the Basis of the Constitution o
Statutses or Customary lLaw, Subkstitutive and Rdiesctive
aw, Detzrmination of the Law—applying Organs by General
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norm yang dirumuskannya dalam teori jenjang hukum (Std?eHQWuu

theorie). Sedang sarjana lain yang melakukan pengkajian ter-
hadap Jjenjang norma hukum adalah Hans Nawiaky, vanz kemudian
teorinya dirumuskan dalam teori Jenjang Norma Hukum (die
Theorie vom Stufenordung der Reohsnormen)65.

Kalau teori jenjang tersebut diperbandingksan dengan tata
urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan

MPR No.XX tahun 1988, maka zkan diperoleh bagan sebagai
berikut

«.-Continued...

Morms, Ordinances. Lihat Lebih Lamjut Kelsen, Hans, 19&1,
Gengral Theory Of Law and State,Translated by Anders
Wedberg, Russell and Russell, New York, p. 123-13G.

&6%. Soepraptoc, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu FPerundang-
Undangan, Dasar—Dasar dan Pembentukannya, Fanisius, Yogya-—
Larta.
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Sedang Jjiks tata urutan perundang-undangan tersebut
dipergunakan untuk mengkaji produk perundang-undangan dibidang
perpajakan, maka dapat disusun kedalam tingkatan sebagai ber-
ikut

Pancasila

k2

Pasal 23 ayat 2 UUD 45

L 4
Peraturan Setingkat UU
(UU No. 8,9,10,11,12, tahun 1984)

N

Peraturan Pemerintah (dalam bidang perpzjakan)
N R

Keputusan Presiden RI (dalam bidang perpajakan)

N
Peraturan Menteri Keuasngan (dalam bidang perpajaksan)

Kepu%usan Yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak

Tata urutan produk perundang-undangan tersebut membawa
konskwensi berlakunys dua azas hukun. Yang pertama adalah lex
superior derogat lege Iinferiori (hukum vyang 1lebih tinggi
mengalahkan hukum yang lebih rendah). Azas ini akan berlaku
manakala antara produk hukum yang lebih tinggi mempunyai isi
(contents) yang sifatnya saling bertentangan. Tentang hubungan
antara produk hukam vang bersifat superior dengan vang

inferior, Hans Kelsenss mengatakan sebagai berikut
......... Since a legal norm is valid because it is crea-
ted in a way determined by another legal norms, the lat-
ter is the reason of validity if the former. The relation
““““““““““““““““““““ Bee Hhe Sans coe fop

66. Ibid. p. 123-124.
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between the norm regulating the creation of another nornm
and this other norm maybe presented as a relationship of
super- and sub-ordination, ......, The norm determining
the creation of another norm is superior, the norm crea-
ted according to this regulation, the inferior nornm.

Azas hukum tersebut menghasilkan dasar sinkronisasi produk hu-
kam vyang sifatnya vertikal,‘artinya bahwa sebagai suatu sis-
tem, produk huokum tersebut tidak memunculkan pertentangan pada
substansinya. Namun demikian, kalaw masih terdaspat perten-
tangan maka antara produk hukum yang lebuh tinggi (superior)
dengan produk hukum yang lebih rendah (inferior)}, produk hukum
vang lebih rendah (inferior) akan menjadi batal demi hukum
(void).

Azas hukum yang keduz adalah Jlex posterior derogat lege
. priori (produk hukum yang baru mengalahkan produk hukum vyang
lama). Henry Canmpbell Black®? memberikan pengertian terhadap
azas 1ini sebagai berikut : "4 latter statute takes away the
effect of prior one, but the latter statute must either
expressly repeal, or be manifestly repugnant to the either
ene.” Azas ini mengikat terhadap produk hukum yvang mempunysai
tingkatan vang samsa tetapi_waktu milai pemberlakuannya yang
berbeda. Dengan demikian, sejauh suatu produk hokum dengan
tingkstan vang samz mengatur suatu obyvek yang sama tetapi
saling bertentangan, maka yang akan diberlakukan adalah produk
hnkum yang terbaru. Sementara itu produk hukum yang lama

menjadi tidak berlaku demi hukum (wvoid).

67. Black;- Henry Campbell, 1968, Black's Law Disctionary,
Revised Fourth Edition, West Publishing Co., p. 10357.
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Azas hukum yang kedua tersebut melahirkan pringip kepas-
tian terhadap produk hukum secara horisontal. Artinya dengan
memberlakukan azas tersebut, akan terpelihara prinsip Kkepas-
tian hukum untuk menentukan produk hukum mans yang secara
empiris akan diberlakukan dalam masyarakat pada suatu saat
tertentu.

Dengan bertitik tolak pada dua azas hukum yang melahirkan
prinsip sinkronisasi secara vertikal maupun secara horisontal,
pada akhirnya akan dapat dilakukan snalisis produk hukunm
(sesuai dengan fokus kajian thesis ini adalah hukum pajak

penghasilan) dengan metode sinkronik dan diaskronik.




B. Hukum Sebagai Instrumen Rekayasa Sosial

Pada saat Indonesia memasuki Orde Baru, upaya untuk
mengembangkan pembangunan adalah dilakukan melalui proses
modernisasi. Ditilik dari teori pembangunan, dua teori besar
(grant theory) sebagai teori dasar, yaitu teori modernisasi
(modernisation theory) dan teori ketergantungan (dependency

theory)87.

Teori modernisasi yang mulai berkembang pada dekade 1850-
an dan 1860-an mengatakan bahwa agar negara-negara terbelakang
(dan Jjuga negara-negara sedang berkembang) dapat mengejar
ketertinggalannya terhadap negara maju, maka negara-negara
tersebut harus melakukan modernisasi dalam berbagai bidang

kehidupan sebagaimana yang sekarang telah terjadi di negara

&7. Teori modernisasi berkembang muwlai tahun 1950zan dan tahun
12&40an. Teori ini berakar dari pemikiran dua sosiolog ter-
nama, yaituw Emile Durkheim yvang berpendapat bahwa terdapat
dua tipe dasar masyarakalt, yaitu masvarakat medern dan
masyarakat tradisionil. Ferbedaan mendasarnya terlestak
pada tinmgkat kohesivitas masyvarakat vanmg ada didalamnya.
Sosinlog lzin adalah Max Weber., Sosilocg yvang terakhivr  ini
menganalisis faktor penyvebab timbulnya industrialisasi.
Balah satu unsur vang penting adalah adanya organisasi
vang rasional pada hkesatuan bisnis umtuk menetapkan  keun-—
tungan secara terus menerus dan melakukan akumulasi modal.
Bedang teori ketergantungan {(teori inl sering juga disesbut
teorl keterbelakangan/underdevelopment) muncul coleh  kare-—
na teori modernisasi dianggap mempunval kelemahan karena
kurang didukung bubkti dan analisis vang kuat. Teori vyang
miilali berkembang pada akhir dekade 1960an  sampal  dekade
1980&n ini berakar dari pemikiran teori Karl Marx tentang
bapitalisme dan konflik kelas. Lihat lebih lanjut Webster,
Findrew . Introduction to the Sosiology of Development. o.
48-92. bLihat juga, Simen, Rita J. (sditor), 1980, Research
in Law and Sociology, JAl Fress Inc. Greenwich,
Connecticut, p. 1329-172.
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Yang sudah maju (negara industri)ss. Modernisasi tersebut

antara lain harus dilakukan dalam bidang hukum. Dalam hubu-

ngannya pembangunan ekonomi, politik, dan sosial, modernisasi

hukum dipandang memegang peranan yang sangat penting. Penganut
teori modern ini berpandangansg :"legal reform has a major

role to play in the economic and political development of the

LDCs, and the direction of the reform should be such as to
beertow on the 1DCs legal systems that are fundamentally
similar to those found in the western world. " Menurut doktrin
legal diffusionist hukum vang modern merupakan suatn prasyarst
fungsional dari industrialisasi.

Teori modernisasi ini mendapat kritikan, karens dianggap

memiliki kelemahan vyang sifatnya esensial, misalnya Becks-

trom’S melihat modernisasi hukum dinegara ketiga banyak menga-—

lami kegagalan karens faktor tingkat pendidikan yang rendsah,
hakim yang tidak dapat memzhami Hukum yang modern, dli.
Karektiristik khusus yang ada pada negara ketiga kemudian
melahirkan pemikiran untuk mencari model pengembangan
pembangunan baru, dan hasilnya kemudian terumuskan dalam teori

keterbelakangan atan teori ketergantungan.

&8. SBimson, Rita J. and Spitzer, Steven, editor, 1980, Research
in Law and Sociolagy, & Fesearch arnual, JAI  FPress  Inc.
Greenwich, Connecticut, p.l129-130,

4%, Konsepsi reformasi vang dilakukan dergan cara mentransfer

ke dunia ketiga terbadap gagasan dan kelembagaan vang
telah berkembang di barat dengan harapan akan menghasillkan
ronvargensi  pembangunan ekonomi, sosial dan politik,

melahirkan “legal Cdiffusionism”. Loc. Dit.

0. Lac. Cit.
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Teori ketergantungan atau keterbelakangan memiliki akar
historis yang sangat kuat dan, vyang pokok, preposisi teoritis
pendekatannya dibuat secara induktif dsri analisis berbagsai
keadaan historis yang konkret’l. Pada intinya teori ketergan-
tundan atau keterbelakangan ini mengatakan bsahwa kemiskinan
dapat diterangkan sebagai produk dari struktur ekonomi dan
struktur sosial dan bukan dari nilai budaya’Z. Oleh karenanya
untuk melakukan pembangunan negara ketiga tidak harus berusaha
melaknkan modernisasi dengan cara meniru apa vang ada dan
telah dilakukan oleh negara barat.

Kalau teori modernisasi dan‘teori ketergantungan atau
keterbelakangan merupakan teori besar (grant theory) yvang se-
benarnya tidak dapat secara langsung diterapkan, maka doktrin
legal diffusionist merupakan salah satu bentuk breakdown dari
grant theory tersebut. Doktrin legal diffusionist melihat
bahwa perubazhan hukum dapat dipergunzkan untuk mendoroﬁg
perubahan ekonoml, sosial dan politik yang ada. Apa yang telah
dilakukan oleh Iegal diffusionism ini sebenarnya merupakan
bentuk untuk melakukan perubahan dengan mempergunakan istrumen
hukum. Atau dengan kata lain perubshan hukum dilakukan dalam
kerangka rekayasa sosial (social engineering).

Dalam susatn sistem hukum, hukum bekerja melzlui dua aspek

vang menjadi fungsi hukum, yaitu hukum sebagai sarana untuk

71. Clements, kKevin FP., 1997, Teori Pembangunan, dari Kiri ke
Kanan, ditsrismahkan oleh Endi Haryono, Pustakz Pelajar,
Yogyakarta, hal. &60.

72. Webster, Andrew, 1784, Introduction to the Socioclogy of De-—
velopment, p. 71.




melakukan kontrol sosial dan hukum sebagai sarana rekavasa
sosial (social engineering)’S.

Dalam fungsinya sebagai sarana untuk melakukan kontrol
sosial, hukum "sepertinya” lebih bersifat statis, vaitu seke-
dar memecahkan masalah-masalah yang diperhadapkan kepadanys
secara konkrit. Pola penyelesaian terhadap masalah vang
diperhadapkan pada hukum adalah sesuai dengan norma-norma yang
telah disepakati atau yang telah ada dalam masyarakat.
Perilaku menyimpang, hendak dikembalikan pada norma yang telah
ada. Dalam hal yang demikian hukum dipergunakan untuk meenga-
tur hubungan-hubungan sosial vang ada dalam masyarakatTé.
Sifat statis dari hukum sebagai sarana kontrol sosial salah
satunya disebabkan hukum sekedar dipergunakan untuk memperta-
hankan hubungan-hubungan serta kaedah-kaedah yang ada padsa
masa sekarang. Dengan demikian, kontrol atau pengawasan sosial
itu dilakukan dengan mempergunakan ﬁolok nkur yang telah ada
dalam masyarakat. Dalam arti sempit, tolok ukurnya adalah hu-

kum tetapi dalam arti luas tolok ukur kontrol sosial dapsat

’

-

. FPendapat ini dikemukakan oleh Roscou Found. Mamun demikian
sehenarnya ada bebeerapa pendapat lain tentang fungsi
hukum vang pembedaannya  tidak sama dengan apsn yang
dikemukakan oleh Roscou Pound, misalnya C.F.G. Scenaryati
Hartono. Sosnarvati melibat fungsi  hukum  adalah hukum
sebagail pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum ssbagai
garana peEmhangunarn , nukum sebagai SRrana penegakan
beadilan dan hubum sebagal sarana pendidikan masyarakat.
Lbihat lIsbib lanjut Abdurrahman, 1987, Tebaranm Pikiran
Tentang Studi Hukum dan Masyarakat Multi Media Fress,
Jakarta, nal.38-39 dan Lili Rasiidi, 1771, Filsafat Hukum,
Gpakah Hukum itu ?, Remsja Rosdakarvys, Bandung, hal. 202-
208,

74. Satjipto Rahardioc., 1979 Hukum dan FPerubahan Sosial,
Alumni Bandurmg, hal. 125-124.
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dimasukkan moral, keepatutan, dan hukum (baik yang tertulis
maupun yvang tidak tertuliéﬁ Ajaran yang dapat dikatakan sesuai
dengan fungsi hukum yang demikian adalah mazab sejarah, dimana
mazab ini melihat hukum sebagai hasil dari kristalisasi peris-
tiwa vang ada didalanm masyarakat. Pendapat vang demikian ini
sebenarnya beerangkat dari thesis von Savigny yang mengatakan
bahwa das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem
volke (hukum itu tidak dibuat, teetapi tumbuh dan berkeembang
bersama masyarakat).

Hukum sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial
(social engineering) sudah merupakan salah satu ciri yang
menonjol pada hukum modern75. Hukum yang modern ini sifatnya
sangat instrumental, oleh karena mempunyai andaian bahwa kehi-
dupan sosial itu dapat diﬁentuk oleh suatu kemauan tertentu.
Hukum tidak hanya sekedar merekam kembali pola-pola tingksah
laku vyang terdapat dalam masyarakat, melainkan diusahakan
untuk menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang
dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadszan yang
baru. Pengertian dari hukum sebagai sarana untuk melakukan
perubahan sosial adalah penggunaan hukum secara sadar untuk
mencapal suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana vang
dicita~citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan vyang

diinginkan. Dalam pandangan Daniel S. Lev, sccial engineering

7a. Fengertian hubkum modern sebenarnya tidak dapat didefinisi-
kam secaira tepat, melainkan hanya sekedar untuk membedaban
dengan  hukum tradisionil vang mempunyai penekanan  untuk
mempertahankan tertib masyarakat dan merekam kemiali pola-
pala tingkah laku vang terdapat dalam masyarakat. (Satjip-—
to Rahardio,l1?9i, leoc. Cit, 193-205)3,

g




lebih terarah pada.upaya untuk menciptakan suatu masyarakat
sesuai dengan yang diinginkan oleh pembentuk hukum. Ada baha-
va vyang dikawatirkan oleh Lev, karena social engineering ini
telah mempersempit ruang partisipasi masyarakat untuk ikuot
serta menentukan perubsahan masyarakat vang dinginkan78.
Terhadap penggunaan hukum sebagai instrumen untuk mela-

kukan ‘rekayasa sosial, Daniel §. Lev memberikan komentarnyva

sebagai berikut

....... a tool of social engineering itu mempunyai dua
arti. Kadang-kadang dipakai dalam arti yang baik sekali,
padahal ada bahaya yang bukan main disitu. Membicarakan
hukum sebagal tool of social engineering, itu berarti
memberikan kekuasaan yang amat penuh pada pemerintah.....
Sedang istilah tersebut juga mempunyai dua arti, pertama
sebagail suatu prosedur, suatu cara untuk merubah masya-
rakat dan vang kedua, yang teramat penting adalah secara
material yaitu macam masyarakat seperti apa yang dike-
hendaki ? ............. BSaya sendiri agak keberatan
kepada konsep & teool of social engineering ..... Konsep
itu dipakai sebanyak mungkin untuk mengadakan perubahan
dalam masyarakat, memberikan bentuk-bentuk (tertentu)
vang ternyata tidak selalu baik untuk orang-orang didalam
masyarakat77.

Sekalipun terdapat kritik yang dikemukakan terhadap peran
hukum untwk perubahan sosial dan keberatan terhadap konsep
hukum as a tool of sécial engineering, ada beberapa sarjana

vang masih meyakini bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai

76. Lihat lebih jauh pandangan Daniel 8. Lev terhadap fungsi
bukum sebagai a toel of social enginesring dalam Rajaguk—
guk, Erman, 1987, Hukum dan Masvarakat, Bimna Aksara, Jda-—
karta, hal. 72-80.

77. Daniel 5. Lev dalam wawancara dengan Erman Rajagukguk se—
bagaimana dimuat dalam majalah Fokus, 31 Desembesr 1982,
Libat lebih la;jut Erman Rajagukguk, 1983, Hukum dan
Masyarakat, Bina &ksarza, Jakarta, hal. 72-80,.



garana untuk melakukan perubshan sosial. Misalnya, Satjipto
Rahardjo berpendapat terhadap ide hukum sebagai rekayasa

sosial sebagai berikut

Menurut pendapat saya, hukum tetap bisa dipakai sebagsai
instrumen vyang dipakai secara sadar untuk nencapai
tujuan-tujuan tertentu. Hanya dalam menilai proses pen-
capaian tujuan itu kita tidak boleh berfikir seperti
ilmu-ilma =alam. Yang jelas prosesnya akan berlangsung
cukup panjang dan efek yvang ditimbulkannya bisa merupakan
efek vyang sifatnya beerantai. Dalam keadaan vyang demi-
kian, maka hukum bisa digolongkan sebagai kedalam faktor
penggerak mula-mula, yaitu memberiksn dorongan secara
sistematik’S.

Sejalan dengan pendapat Satjipto tentang peranan hukum
dalam perubahan sosial yang dinginkan adalah apa vyang dike-
mukakan oleh Arnold M. Rose’9 vang mengatakan bahwa kalau
ingin melihat peranan hukum dalam perubahan sosial, maka hal
itu hendaknya dilihat dalam kemampuannya untuk melakukan suatu
initial push. Dalam artian yang demikian, hukum dipandang 1le-
bih mampu memberikan dampak perubahan yang lebih cepat "diban-
dingkan dengan opini publik atau berbagai bentuk institusi
sosial yang lain.

Dari apaz yang dikemukakan oleh Arnold M. Rose tersebut
mengindikasikan bahwa perubahan sosial (sebagaimana vang
diinginkan oleh pembentuk hukum) dipengaruhi oleh multifaktor.

Sementara 1ituw, perubahan yang ditimbulkan oleh hukum pada

78, Satjipto Rahardioc, 1921, Cz=. Cit. hal. 209,

79. Ihid. hal. 135




dasarnya 1lebih terjadi secara berangsur-angsur (incremen-
tal)so.

Bagi mereka vang berpandangan bahwa hukun dapat dipergunakan
sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial, langkah vyang
diambil harus dilakukan secara sistematis, yaitu dimulai dari
identifikasi permasalahan sampai pemecahannya, vaitu

1. mengenal permasalahan yang dihadapi secars baik-baik,
termasuk didalamnya pengenali masyarakat vang hendak
menjadi sasaran penggarapan tersebut,

2. memzhami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, ha%ﬁni
penting apabila rekayasa =osial ity hendak diterapkan
dalam masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan yang
mnajemuk, seperti : tradisionil dan modern.

3. membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mans vang lavyak
untuk dapat dilaksznakan,

4. mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-
efeknya.

Dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh

terhadap proses pengaturan menurut pola rekayass sosisl dan
aspek-aspek yang berhubungan éengan hal itu, SeidmanB? meng-

gambarkannyva dalam baéan sebagal berikut

80. Loc. Cit.

m
!

@l. Diagram tersebut digambarkan cleh Robert E. Seidman <
bagaimana dikutib oleh Satjiptoc Rahardio. Ibid. 157.
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Kekuatan-
kekunatan
Pengaruh

\/

Pembuat
Undang-
undang

Pelaksana Pemegang

Peran

Kekusatan- Rekuatan
kekuatan kekuatan
Pengaruh Pengaruh

e

Kalau bagan tersebut kemudian dikembangkan untuk meng-
gambarkazn fungsi rekayasa sosial pada produk hukum dalam bi-

dang Pajak Penghasilan (FPPh) adalah sebagai berikut



Masukan 3 Pengubahan 2 Keluaran

Masukannya berup=a

1. Bangsa Indonesia dalam proses pembangunan memerlukan
modal sebagai salah satu faktor produksi.

2. Kebutuhan modal tersebut (secars keseluruhan) tidak
dapat dipenuhi oleh pemerintah melalui publie saving.

3. Untuk itu pemerintah perlu mendorong sektor privat
(baik domestik maupun asing) agar mau menanamkan modal
di Indonesia,

4. Upaya mendorongd sektor.privat untuk menanamkan modal
dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim agar
motivasi utama menanamkan modal, yaitu memperocleh
keuntundan sebesar-besarnya lebih dimungkinkan untuk

dapat direalisir.

Pengubahannya berupa

1. Pembentunkan UU PMA ( UU No. 1 tahun 1867) dan UU PMDN
(U0 No. 6 tahun 1888).

2. Berbagai ketentuan tentang fasilitas Pajak (penghasi-
lan) yang mungkin dipercleh diperbaharui dengan UU No.
11 tahun 1870 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1
tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Selain itu
Juga dikeluarkan UU Ne. 12 tahun 1870 tentang Tambahan
dan Perubahan UU Bo. 6 tahun 1868 tentang Penanaman

Modal Dalam Negeri.




3. Pada periode setelah reformasi perpajakan (tax reform)
II, dilakukan penambahan dan perubahan UU No. 7 tahun

1883 tentang Pajak Penghasilan sebagaimans telah

ditambah dan diubah dengan UU No. 7 tahun 1891, dengan

UU No. 10 tahun 1984,

Keluarannya berupa
1. Terjadinya peningkatan penanaman modal dari sektor
privat baik untuk PMA maupun PMDN.
2. Terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi yang menjadi

faktor utama untuk menggeraskan roda pembangunan

Indonesia.

Kalau dilakukan penjelajshan terhadap isi ketentuan UU
vang mengatur tentang pajak penghasilan, maks isi didalamnya
lebih banyak merupakan pemberian afah dan penjabaran lebih
lanjut dari politik hukum82 vang menjadl dasar ditetapkannya
UU tersebut. Sedang pemberian arah dan penjabaran tersebut

masih merupakan garis besar saja. Dengan demikian keberhasilan

82. Fada wumumnya politik hubkum yang menjadi dasar dikeluar-—
kannya suatu UU dapat dilihat pada komsideran suatu  UU.
Dalam kaitannya derngan itu, UU No. 1 tahun 1967 ssbagai-
mana ditambah dan dirubah demngan UU Ne. L1 tabun 1970 dan
LY No. 6 tahun 1968 sesbagaimana ditamban dan diubah dengan
Ul NMo. 12 tahun 1270 mempunyai kessjajaran dalam pelitik
hukumnya, yaitu " ...... garis besar politik perpajakan
dalam menghadapi pembangunan meliputi @ peningkatan  tabu—
ngan pemerintah melalul peningkatan pensrimaan, merangsang
tabungan masyarakat, mendorong investasi  dan produk—
El secssrvana.. babwa gunz meningkatkan pembangunan  di
Indonesia perlu segera diciptakan suatu fiskal vang baik
bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi psnanam modal.

&4




rekayasa sosialnya sangat tergantung dari peraturan-peraturan

vang menjabarkannya, khususnya peraturan pelaksanaan vyang
tingkatannya lebih rendah dari UU tersebut.

Menurut penulis, ketentuan-ketentuan yang mengatur Pajak
Penghagilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang penanaman
modal dapat dimasukkan ke dalam kategori penggunaan hukun
sebagai rekayasa sosial. Alasannya sdalah ketentuan-ketentuan
tersebut menghendaki adanya perubshan yang mendasar dalam
kegiatan-kegiatan perekonomian Indonesia yang pada pertengahan
dekade 1860-an bersifat stagnan. Kehidupan ekononi yang
bergairah dengan ditandal terjadinya gelombang penanaman modal
diharapkan akan memacu kesejahteraan rakya; Indonesia. Dampak
pertumbuhan ekonomi tersebut skan mengakibatkan terjadinya

perubahan sosial.
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C. Kebijakan Pensnaman Modal Indonesia

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisshkan dari situasi
politik. Setelah merdeka, Indonesia tidak dapat mengembangkan
ekonominya oleh karena keadaan politik vang tidak stabil.
Keadaan yang demikian ini berlanjut sampai dengan tahun 1966.
Saat memasuki orde baru, pembangunan ekonomi didasarkan pada
stabilitas politik, 1liberalisasi ekonomi dan masuknya arus
modal asingBB.

Tahun 1987 merupakan titik balik kebijaksn penanamsn mo-
dal di Indonesia (khususnya yang menyangkut penanaman modal
asing). Periode sebelum tahun 1987, pembangunan Indonesia di-
lakukan dengan dasar berdiri diatas kaki sendiri (berdikari).
Tetapi sejak tahun 1987 Indonesia menerapkan kebijakan ‘"pintu
terbuka” dengan ditandai pemberlakuan UU No. 1 tahun 19857
tentang Penanaman Modal Asing (PHA).-

Dua faktor vyang mendasari perubahan kebijakan pemerintah
untuk membuka diri dalam bidang penanaman modal®4 adalah

1. Modal asing lama yang menumpuk, yang diwarisi oleh pe-

merintah baru: Menurut catatan, jumlah modal asing la-
ma yang merupakan hutang pemerintah Indonesia selurah-
nya_berjumlah US $ 2,4 milyar (tahun 19868).

2. Renyataan bahwa Indonesia tak mungkin membelanjai

83. Sadyadharma, Hendaru, 1992, Korean and Taiwanese Companies
Investment in Indonesia, a Comparative Pattern in  Invest-—

e

ment, Yonseili University, Beocul-foresx, o. 235.

84. Ihalauw, John J.0.I., 1972, Dampak Sosiologis Penanaman
Modal Asing, BFK BGunung Mulia, Yogyakarta.
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dirinya sendiri dan oleh karena itu harus mengundang
penggunaan modal asing baru untuk kepentingan-kepenti-
ngan rehabilitasi ekonomi serta merintis dasar-dasar
bagil pembangunan Indonesia selanjutnya.

Perubahan kebijakan dalam penanaman modal Indonesia
tersebut juga diikuti dengan "kampanye” mengundang modal asing
untuk datang ke Indonesia, misal sepertl aps vang dikemukakan
oleh Prof. $ad1i®? dalam salah satn rapat di Bangkok sebagai

berikut

When we started out attracting foreign investment in 1867
everything and everybody was welcome. We did not dare to
refuse; we did not even dare to ask For bonafidity of
credentials. We Needed a list of names and dollar Ffigu-
res. The first mining company virtually wrote Its own
ticket. Since we had no conception abaocut mining con-
tract, we accepted the draft written by the company as
basis for negotiations and only commonsense and the
desire to bag the first contraet were our guideline, He

still do not regret doing 5083.

Upavya menarik investor untuk menanamkan modal kemudian
Juga diikuti dengan pemberlakuan UU NHo. B8 tahun 18968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemberiakuan UU yang

terakhir ini dilatar-belakangi oleh tuntutan investor dalam

825, Fidato tersebut ditutif olesh majalan Far East Trade and
Development, VYol 26 No. 35 May 1871 dalam artikel Indonesia
tightens and invesment contract with Wesiern Eurpope. lihat
lebhib lanjut dobn J.0.I1. Ihalauw, 1972, Op. Cit. hal 7.

86. Dalam bagian kampanye Sadli tersebut tersirat betapa kita
berada pada posisi yang sifatnya sub-ordinatif, terutama
didalam penetuzan investor dan dalam bernegosiasi. Dengan
demikian secara substantif bertentangan dengan kebijakan
vang semuls ditetapkan coleh regim orde baru yang menempat-
kan modal asing sebagal pelengkap dalam mengembangkan
ekonomi Indonesis.
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negeri yang merasa lebih dianak-tirikan dibandingkan dengan

investor asing, karena bagi investor asing yang penanaman

modalnya diatur dalam UU No. 1 tahun 1987 disediakan berbagai
fasilitas yang secara ekonomis akan memberikan keuntungan
secara langsung bagi investor, sedang bagi investor 1lokal
tidak demikian.

Politik hukum dari kedua UU pensnaman modal tersebut,

sebenarnya tidak jauh berbeda. Hal itu antara lain dikatakan :

........ bahwa kekuatan ekonomi potensiil vyang dengan
karunia Tuhan Yang Maha Esa banyak terdapat diseluruh wi-
layah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan keku-
atan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh kare-
na ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. ...........
bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk
memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasio-
nal, ...........

Dengan demikian menjadi jelas bahwa lahirnya dua UU penanaﬁan
modal tersebut adalah untuk mendorong percepatan penanaman
modzal. Untuk itu, tindakan pemerintah selain melakukan persia-
pan yang sifatnya menciptakan iklim usaha yang kondusif, Jjuga
menyediakan fasilitas insentif. Insentif yang diberikan kepada
investor aksan berkorelasi positif dengan peningkatan penanaman

moda187.

&47. Pendapat vang demikian didasarkan pada hasil psngamatan
Bank Dunia {(World Eanbk), khusus terhadap perkembangan  pe—
nanaman modal di negara-negara Asia Tenggaira. Kesimpulan
Larsebut dikatan 2 ..v.... The Government has few direct
poalicy instruments to «ffect private secitor. Hut the prin—
cipal lesson FromEast Asian and other countries is  that
policies that cinsistently improve the incentives and cli-




Dengan adanya dua peraturan yang menjadi dasar orientasi
penanaman modal di Indonesia (yaitu UU No. 1 tahun 1887 dan UU
No. 6 tahun 1968), menarik untuk membandingkan pengertian
modal yang diatur didalamnya. Dalam UU PHMA ini, pengertian
nodal88 diberikan arti secara luas, yaitu

1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagi-
an dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan perse-—
tujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusaha-
an Indonesia,

2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan
baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasuk-
kan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-
alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa
Indonesia,

3. bagian dari hasil perusahaan vang berdasarkan UU ini
diperkenankan ditransfer, tétapi dipergunakan untuk
membiayai perusahaan Indonesia,

Dalam UU No. B8 tahun 19868, yang dimaksudkan dengan modal ada-
lah "Bagilan dari kekavaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-
hak dan benda-benda; baik vang dimiliki oleh negara maupun
swasta nasional dan swasta asing yang berdomisili di Indone-~

sia, vang disisihkan/disedisksn guna menjalankan suatu usaha

sasLontinued. ..

mates  for priveie investment in internsticnally competi-
tive activitiss provide & pomsriul stimulus to more  and
better investmsnt. Lihat lebih lanjut Indonesia, Sustai-—
ning Development, The World Hank, Washington, D.O., 1994,
p. LO2-1073,

82. Fasal 2 UU No. 1 tahun 1967 tentang FMA,
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sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan
pasal 2 UU No. 1 tahun 1987 tentang PMA.S89

Letak perbedaan pengertian modal dari kedua UU tersebut
adalah pada sumber dari mana modal tersebut diperoleﬁ. Sedang
persamaannya terletak pada perumusan modal dalam pengertian
vang luas, vang meliputi uang, barang berujud, dan barang
tidak berujud yang dipergunakan untuk menjalankan usaha di
Indonesiago.

Dalam perkembangannya, berbagai UU Penanaman Modal (PMA
dan PMDN) beserta dengan peraturan pelaksanaannya telah diubah
dan ditambah dengan peraturan lain sesuai dengan perkembangan
ekonomi Indonesia dan untuk mengakomodir bsrbagai perkembangan
vang terjadi dalam masyarakat. Setelah berjalan 30 (tiga
puluh) tahun, kebijakan dasar penanaman modal masih tetap
didasarkan pada UU No. 1 tahun 1867 untuk PMA dan UU HNo. 8
tahun 1968 untuk PMDN. .Jika dilihat dari aspek legalnya, sela-
ma Jangka waktu 30 tahun tersebut, memang diadakan perubahan-
perubahan, tetapi perubahan tersebut lebih bersifat suplemen
(pelengkap) dari kebijakan dasar penanaman modal tersebut.
Namun demikian, secara substantif, kebijakan penanaman modal
telah mengalami pergeseran yang sangat mendasar. MNunculnyva
89. Pasxl 1 UY dMo. & tahum 1948
0. Oleh Lkarena petrbedaan antara modal azing dan modal dalam

negeri sangat tipis, ada beberapa sarjana vang bherpendspat
pahwa pengaturan tentsng penanaman modal untuk masa  vang
akan datang cukup apabila diatur dalam satu UU saja, valtu
U Pernanaman Modal. Dengan demikian pesmikivam ini  hendak

menahilangkan duslisme pengaturan penanaman  moadal  yvang
selama ini berlaku di Indonesia.
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tekanan liberalisasi dgri dunia internasional, telah mengaki-
batkan PMA tidak lagi sekedar unsur pelengkap dalam proses
pembangunan di Indonesia, tetapi telah menjadi faktor vang
dominan.
Khusus untuk PMA, terjadi perubahan arah pada saat UU No.
1 tahun 1887 diberlakukan Jjika dibandingkan setelah uu
tersebut berjalan 'hampir 30 tahun, yaitu kalau PMA dahulu
diarahkan ke model joint venture enterprises dan bidang usaha
vang terbuka bagi PMA tidak terlalu banyak, tetapi sekarang -
khususnya dengan diberlakukannya PP No. 2 tahun 1996 ~ PMA
dimungkinkan memiliki modal 100 % di Indonesia, demikian Juga
bidang usaha yang terbuka bagi PMA juzZa semakin diperluas.
Dengan diberlakukannya dua UU penansman modal (PMA dan
PMDN )}, maka sampail sekarang penansman modal di Indonesia dapat
dikelompokkan menjadi 3, vaitu |
1. PMA vang tunduk pada UU No. 1 tahun 1987 beserta de-
ngan peraturan pelaksanaan lainnya.
2. PMDN yang tunduk pada UU No. 6 tahun 1867 beserta de-
n2an peraturan pelaksanaan lainnya.
3. Penanaman modal yang tidak dapat dikategorikan dengan
PMA atau PMDN.
Kalau dilihat dari latar belaksng diberlakukannya UU No. 1
tahun 1987 dan UU No. 8 tahun 1968, terlihat bahwa pembedaan
antara PMA dan PMDN massih memiliki relevansi. Namun pada per-
kembangan vang akan datang, pembedaan tersebut sebenarnya
sudah tidak relevan lagi. Alasannya adalah latar belakang pem-

bedaan tersebut berkaitan dengan pemberian fasilitas dan

'v.__i
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ketentuan dan prosedur penanaman modal baik pada PMA maupun
pada PMDN. Hamun dalam perkembangannya, khususnya karena kebﬁ—
tuhan modal untuk menunjang pembangunan Indonesia, pembedaan
tersebut sudah tidak bersifat substansial lagi. Selain dari
itu, liberalisasi arus modal akan membawa pada suatu kondisi
yang sulit untuk membedakan PMA dan PMDN¥. Oleh karenanya, da-
lam jangka panjang Indonesia perlu memikirkan untuk melakukan
perubahaﬁ pengaturan PHA dan PMDN menjadi satu UU vyang
mengatur tentang penanaman modal. Peraturan yang baru tersebut
Juga diharapkan dapat mengakomodir pergeseran-pergeseran
asumsi vyang sifatnya mendasar, misalnya dengan wmelakukan
harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan dalam World Trade
Organisation (WTO).

Untuk melakukan pengkajian terhadap motivasi melakukan
penanaman modal, ada berbagai teori yang membicarakan hal ini,
diantaranya adalah teori lokasi (location theory) dan téori
pemilihan sumber (eclectic theory).

Teori lokasi dikembangkan oleh Neil Hood and Stephen

Young dan John H. Dunninggl.

Teori ini menjelaskan bahﬁa suatu
perusahaan memilih satu lokasi tertentu dalam berinventasi.
Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara khusus
lokasi tersebut "penuh" dengan factor yang menarik untuk ber-
investasi. Faktor-faktor yvang dipertimbsngkan tersebut terdiri

dari aspek hambatan perdagangan (trade barriers), upah buruh

vang murah (low labour cost)}), ketersediasan bahan baku (avai-

F7i. Lihat Foocs KMities Andari, 1995, Op. Cit. hal. 1314,
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1ibility of row material), skals pasar (market size)}, pertum-
buhan .(growth) dan kebijakan pemerintah (host goverment
policies)}. Dunning lebih memerinci lagi faktor yang mendasari
pemilihan lokasi berinvestasi, misalnya intervensi pemerintah,
pengawasan terhadap impor, hambatan tarif, tarif pajak, fasi-
litas dan perangsang pajak, iklim herusahsz, stabilitas
politik, d11.

Sedang teori pemilihan sumber (eclectic theory) dikem-

bangkan oleh Yoon Dae Euh dan Sang H. Mingz. Mereka mengkate
gorikan tiga alasan yang mendasari orang berinventasi, wyaitu

1. pencarian pasar (market seekers), yang terdiri dari
potensi pertumbuhan pasar lokal, ekspor ke negara
ketiga, kemampuan pasar lokal bertahan terhadap pane-
trasi perusahaan dari negara ketigs, quota dan
pembatasan-pembatasan impor dari pemerintah;

2. alasan mencari efisiensi produk, yaitu dengan memper-
gunakan upah tenaga kerja yang murah,

3. alasan untuk mencari bahan mentah, vaitu untuk menja-
min terhadap kebutuhan akan sumber alam yang diperlu-
kan dalam proses produksi.

Dengan melihat lIocation theory dan eclectie theory, dapat
dilihat perbedaan titik berat faktor-faktor yang dilihat. Pada
teori lokasi yang dipertimbangkan meliéuti baik dari faktor
ekonomi, faktor kebijakan pemerintah maupun faktor politik.

Sedang teori pemilihan sumber semata-mata hanya mempertimbang-

72. Ibid. hal 17-18.
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kan faktor ekonomi saja. Dalam kenvataannyva faktor vyang men-
perngaruhl minat investor menanamkan modal bersifat lebih

kompleks. Sementara itu Japan External Trade Organisation

(Jetro) mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi 5

{lima} kelompok, vaitu

1. potensi pasar lokal,

2. situasi ketenags kerjaan, yaitu berkenaan dengan upsh

buruh yvang murah,

3. hkondisi stabilitas politik wvang sehat dan mantap,

4. dukungan insentif vang diberikan oleh pemerintah,

5. ketersediaan infrastruktur.

Sekalipun dua teori tersebut dibangun untuk menjelaskan
motivasi berinvestasi dinegara aéing, namun demikian kalau
ditelaah 1lebih dalam lagi alasan-alasan tersebut tidak hanva
diperlukan oleh investor asing tetapi Jjuga bagi investor
lokal. Dengan demikian, teori tersebut pada dasarnya dapat
diberlakukan Jjuga untuk menganalisis motivasi berinvestasi
bagi (dalam konteks Indonesia) PMA maupun PHDN.

Setelah Indonesiz wmenerapkan kebijakan pintu terbuka
dalam PMA dan melakukan penataan terhadap PMDN, penanaman
modal menunjukkan perkembangan vyang sandat baik. Data
perkembangan penanaman modalgs, adalah sebagai berikut : untuk
PMDN sejak tshun 1968 sampai dengan bulan Agustus 1997 jumlah

modal yvang diinvestasikan adalah Rp. 564.571,7 mi}ayar, dengan

9%, Lihat lebih lanjut : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia,
Yol.XXX Neo. 11, November 1997, Bank Indonesia, Jakarta,
hal. 148.




total proyek sebanyak 10.778 puah. Ralau diperinci jumlah mo-
dal yang diinvestasikan di pulau Jawa, diperoleh angka sebesar
Rp. 331.459,8 milyar dengan total proyek sebanyak 7.127 buah.
Sisanya ditatanamkan diluar pulau jawa. Sedang untuk PMA
diperoleh data sebagai berikut : sejak tahun 1987 sampai
dengan bulan Agustus 1897 telah ditamkan modal sebesar
192.029,8 juta dolar AS. Jumlah tersebut terbagi kedalam 5.313
buah proyek. Sedang kalau diperinci lokasi investasi antara
Jawa dan luar Jawa, dipercleh angka sebagal berikut : untuk
pulau Jawa telah diinvestasikan modal sebesar 121.034,4 juta
dolar AS, yang terbagi kedalam 4.094 buah provek, sedang
sisanya diinvestasikan diluar pulau Jawa.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa alokasi inves-
tasi untuk PMDN di pulau Jawa mencapai 58.71% dari total PMDN
di Indonesia, sedang jumlah proyek investasi vang dilakukan
mencapal 656,13% dari total proyel PMDN. Sedang untuk PMA, vang
dinvestasikan di pulau Jawa mencapai 63.03% dengan jumlsah
proyek PMA mencapai 77,068%. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa konsentrasi PMDN baik dilihat dari dana vyang diinves-
tasikan maupun dari -jumlah proyeknya terjadi dipulan Jawa.
Bahkan untuk PMA, baik dilihat dari dana yang diinvestasikan
maupun dari jumlah proyeknya, konsentrasi di pulau Jawa jauh
lebih tingzi apabila dibandingkan dengan PMDN.

Kalau dilihat dari rata-rata investasi dans untuk setiap
rroyvek, diperoleh kesimpulan sebagal berikut : Untuk PMDN pada
tingkat nasional, rata-rata dana yang diinvestasikan untuk

setiap provek adalah Rp. 53,3818 milyar. Jumlah ini 1letih
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tinggi dibanding dengan rata-rats dana vang diinvestasiksn
untuk proyek di pulau Jawa, yang mencapai RP. 46,3078 milvar.
Sedang untuk PMA memiliki kecenderungan yang sama, yaitn rata-
rata dana vyang diinvestasikan di pulau Jawa berada dibawah
rata-rata nasional. Angkanyaz adalah sebagai beriknt :  rata-
rata PMA secara nasional adalah US ¢ 29.5838 juta, dan untuk

pulau Jawa adalah US ¢ 35.1434 juta
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D. Pengaruh Pajak Terhadap Penanaman Modal

Menurut The Shorter Oxford English Dictionary®?, vang di-
maksud dengan menanam modsl (invest) as to employ money in the
purchase of anything Ffrom which Iinterest or profit is
expected. Kepentingan dari orang‘menanamkan modal adalah memn-
peroleh keuntungan. Atas dasar pertimbangan tersebut, investor
akan berussha untuk mempergunakan setiap peluanzg yang ada
untuk meningkatkan keuntungan dan setelah itu berusaha untuk
tetap mempertahankan keuntungan vang telah diperolehnya. Dili-
hat dari aspek ini, pembebanan Pajak Penghasilan bersifat
kontraktif, Artinya, pengenaan pajak (penghasilan) bagi
perusahasan atan pengusaha akan melahirkan konflik kepsntingan
arrtars perusaha-an atau pengusaha disatu gisi dengan
pemerintah disisi vang lain. Pajak Penghasilan merupakan
pungutan yang dilakukan oleh pemerintzh ¢(dslam hal ini fiscus)
terhadap penghasilan yang dipercleh oleh perusahaan dan/atau
pengusaha sebagai seftap wajib pajak. Atan dengan kata lain,
penghasilan merupakan obyek dari pengenaan Pajak Penghasilan.

'Pengertian authentik dari penghasilan sdalah setiap tam-
bahan kemampuan ekonomis yang diterima atsu diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indo-
nesia, vyang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuok menambah

kekaysan Wajib Pajsk yang bersangkutan densgan namas dan dalam

4. Essingsr, Janss and Lowe,

—

I The Handbook of In—
vestment Management, FT. Fitman Fu
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bentuk apapungs. Pengertian penghasilan tersebut pada dasarnya
menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam arti Iluas
(broad tax principle)}. Demikian juga dalam rumusan penghasilan
dilakukan pelepasan terhadap azas sumber. Azas ini dering
disebut Jjuga dengan wolrd wide income principle. Dengan
prinsip ini, penghasilan yang menjadi obyek pajak tidak 1lagi
dipisahkan dari mana sumbernya. Terhadap semua itu, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, menjadi
obyek pengenaan Pajak Penghasilan.

Dipandang dari sudut investor, pembebanan pajak akan
mengakibatkan secara riil keuntungan yang dapat dinikmatinya
(disposible income) menjadi lebih kecil dibandingkan dengan
keuntungan usaha vyang sesungguhnya. Besarnys keuntungan
sebenarnya adalah sebesar earning before interest and fax
(EBIT) tetapi mereka hanya dapat menikmati sebesar earning
after interest and tax (EAIT).

Oleh karena adanya prinsip setiap pembebanan pajak akan
mengakibatkan berkurangnya keuntungan investor, maka ﬁrinsip
pembebanan pajak akan menghambat minat investor untuk
mensnamkan modal. Sebaliknya, setisp tindakan untuk memperke-
cil atau bahkan menghilangkan pemungutan pajak akgn berakibat
memberikan rangsangan untuk menanamkan modal. Prinsip yang
demikizn ini akan mempunyai tingkat hubungan yang sifatnya

signifikan apabila didasarkan pada asumsi bahwa Faktor-faktor

g%. Pasal 4 ayat 1 Ui No. 1 tahun 1884 tentang Pajak Penghasi-
lan.
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bersifat tetap. Misalnya, tingkat pendapatan masyarakat tetap,
tingkat pertumbuhan ekonomi sama, tingkat upah buruh sama,
tingkat resiko politik sama (political risk), d11.

Dari apa yang telah diuraikan ini dapat diambil kesim-
pulan bahwa antara pembebanan pajak dengan minat investor un-

tuk berinvestasi, terdapat hubungan yang sifatnya fungsional.

Sifat hubungan fungsional tersebut paling tidak dsaspat kita-:

lihat dari kepentingan negara, kepentingan investor, dan
kepentingan rakyat. Dalam jangka pendek, negara mempunyai
kepentingan untuk mendorong (dengan mempergunakan instrumen
pajak melalui fungsi regulasinya) agar perekonomian suatu
negara tumbuh. Dengan bertitik tolak dari pertumbuhan ekononi,
maka kepentingan negara dalam jangka panjang, yaitu untuk
menjamin peningkatan penerimaan negara secars berkesinambungan
(fungsi budgeter). Dari sisi kepentingan rakyat, mereka akan
diuntungkan karens tersedia lapangan kerja  yang akan
memberikan kemampuan rakyst untuk meningkatkan daya beli dan
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam
skala mgkro, kesejahterasn rakyat yang tinggi akan memberikan
dampak positif pada berbagai bidang keehidupan manusia yang
lain. Sedang kepentingan investor adalah untuk memperoleh
keuntungan secara maksimal.

Hubungsn fungsional tersebut, kadang kala menimbulkan

benturan-benturan kepentingan. Misalnya antara negara dengan

investor. Pada dasarnya masing-masing fihak ini mempunyai-

kepentingan yang berlawanan, utamanya terhadap aktivitss

penanaman modal dan berlangsungnya kegiatan ekonomi.
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Kepentingan yang berlawanan ini akhirnya melahirkan konflikgs}

Pengaruh pemungutan pajak terhadap kehidupan ekonomi,

termasuk didalamnya tindakan investor untuk berinvestasi telah

menjadi pusat kajian beberapa sarjana. Diantaranya adalah : -

1.

A.T. Peacock dan J. Wiseman

Sarjana ini sebenarnya mengembangkan teori perkemba-

ngan pengeluaran pemerintsh. Namun demikian, dalam

teorinya tersebut mereka sampai pada kesimpulan adanye -
hubungan fungsional pembebanan pajak dan minat

berinvestasi.

Dalam teorinya tersebut, Peacock-Wiseman97 mengemukakan
: "Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pagjak -
semakin meningkat, walaupun tarif pajak tidak berubah;

dan meningkatnya penerimasn pajak menyebabkan pengelu-

aran pemerintah juga semakin meningkat. -Oleh karena

itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP (Gross

National Product) menyebabkan penerimaan pemerintah

menjadi semakin besar. Apabila kesadaan normal tersebut

terganggu, misalnya karena adanya perang, maka peme-
rintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membia—

vai perang. Karena itu penerimasn pemerintah dari

pajak Jjuga (harus) meningkat, dan pemerintah mening-

katkan penerimaannya tersebut dengdan cara manaikkan

Himawan, Charles, 1980, The Foreign Investment Process 3in
Indonesia, Gunung Agung, Singapore, p. 259.

Mangkoesoebroto, Guritno, 19893, Ekonomi Publik, Edisi ke 3,
BPFE Yogvakarta, Yogyakarta, hal. 173-176. '
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tarif pajak sehingda dana swasta untuk investasi dan
konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek
pengalih (displacement effect).”

Dari apa yang dikemukakan oleh Peacock-Wiseman, dapat

pula kita 1lihat sebaliknya, yaitu dengan mengambil

kesimpulan bahwa penurunan tarif pajak atau pembebasan

pengenaan pajak akan mengakibatkan dana swasta untuk

investasi dan untuk konsumsi akan menjadi semakin

besar. Efek pengalih (displacement effect)-nya, dapat

kita lihat dalam hubungan sebagai berikut : pembebanan

pajak merupakan penyedotan98 dana swasta, dana yang
disedot tersebut akan mengakibatkan sektor publik

dapat membiayai berbagai kegiatan ekonomi. Dengan cara

ini sebenarnya terjadi pengalihan berbagai kegiatan

ekonomi dari sektor swasta ke sektor publik. Demikian

Juga sebaliknya, memperkecil penyedotan dana sektor

swasta berarti membiarkan dana (yang tidak tersedot

tersebut) tetap berada disektor swasta, hal ini skan

mengakibatkan sektor swasta  berkesempatan untuk

melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya melalui

investasi

98. Salah satu teori pembenar pemungutan psjak adalah Teori
Daya Beli. Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai
pomps vyang menyedot daya beli dari rumah tangga dalam
masyarakat untuk rumah tangga nedara, vang kemudian me-
nyalurkan kembali Lkepads masyaraksat melaluil saluran lain
dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk
membawanya kearah tertentu. Lihat lebih jauh : Brotodihar-
djo, Santoso, 1995, Op. Cit. hal 35-386,
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2. Dornbusch dan Fischer

Dua sarjana ini mengembangkan teori supply-side
economics. Mereka memperkirakan bahwa pemotongan pajak
akan mem-percegat kenaikan pertumbuhan, dan oleh
karenanya maQ-éu memberikan hasil yang 1lebih tinggi
apabila dibanfaingkan dengan penerimaan pajak bagi
pemerintahl00 Titik berat dari pandangan mereka
adalah : "Supply-side economics lay heavy stress on
the incentive effects of taxation in determining the
behavior of the economy.101-

Teori ini melahirkan dua kelompok vyang memberikan
pandangan pada “suply side" yang berbeda. Pandangan
yang 1lebih dominan dikemukakan oleh Martin Feldstein
dari Harvard University dan Michael Boskin dari
Stanford Universily. Kelompok ini memberikan penekansan
pada arti penting dari pemberian insentif perpajakan
untuk mendorong pertumbuhan, dengan mempengaruhi
tabungan dan penanaman modal. Dari hasil penelitiannya
terhadap Jjurnal ilmiah wuantuk beberapa tahun dan
pengaruhnya dalam profesi ekonomi, diperoleh hasil
bahwa hanya sedikit dari shli ekononi vangd percaya
bahwa insentif tiduk penting. Kelompok lainnya adalah

mereka berada dipinggiran yang radiksl. Kelompok vyang

Dornbusch, Rudiger and Fischer, Stanley, 1984, Macro Eco-
nomics, McGraw-Hill International Eook Company, Auckland
etc. p. 373,

Cit.
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terakhir inilah yang memperoleh publikasi secara
meluas. Radikalisme dari kelompok ini terlihat dari
pandangan mereka yang melebih-lebihkan pengaruh dari
pemotongan pajak terhadap tabungan, investasi dan
penyediaan tenaga Kkerja. Selain itu Jjugs pengaruh
pemotongan pajak terhadap penerimaan pemerintah dari
sektor pajak.

Setelash mengkaji hubungan antara pajak dengan penanaman
modal, penulis perlu juga untuk mengkaji hubungan antara hukum
pajak dengan penanaman modal.

Pada bagian terdahulu telsh dilihat apa yang dimaksud
dengan hukum pajak itu. Sebagai suatu produk hukum, hukum
pajak mengatur berbagai aspek tentang hubungan antara wajib
pajak dan fiscus dalam hubungannya dengan pengalihan harta
(dalam arti sempit adalah uang) dari sektor privat ke sektor
publik. Salah satu hal yang diatur dalam hukum pajak adalah
seberapa besar beban yang harus dipikul oleh wajib pajak dalam
pembayaran pajak (tax incedence). Perbedaan kepentingsn antara
fiscus dengan wajib pajak akan melahirkan sifat hubungan yang
bertolak belakang. Dari aspek pembebanan pajak, naik turunya
beban pajak dapat diperfgunakan sebagai instrumen untuk
mendorong atau menghambat tujuan-tujuan tertentu yang telah
ditetapkan.

Doktrin legal deffusionist melihat bahwa tindakan untuk

memodernisasikan hukum merupakan prasyarat vyang sifatnya
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fungsional untuk terjadinyva industrialisasil02, Dengan
memberikan serangkaian pengharapan yang sifatnya (relatif)
permanen, diharapkan bahwa hukum yang modern dapsat mengalihkan
penanaman modal dari spekulasi jangka pendek kedalam investasi
Jangks panjang vyang produktif103. Dengan demikian penganut
legal diffusion melihat bahwa hukum mempunyal hubungan vyang
sifatnya fungsional dengan kehidupan ekonomi (baca : penanaman
modal). Pendirian yang demikian ini kalau kemudian dilihat
dari sisi ysng 1lain, dapat dikatakan bahwa hukunm dapat
dijadikan istrumen untuk mendorong atau menghambat laju
pertumbuhan penanaman modal. Permasalahannya adalah bagaimana
kebijakan perpajakan yang dituangkan kedalam prodnk hnknm tepr-
sebut dapat mendorong penanaman modal ? Satjipto Rahardj0104
lebih melihat bahws hukum akan menjadi penggerak mula-mula,
yaitu memberikan dorongan terjadinya perubahan secars
sistematik. Oleh karena itu untuk dapat secara empirik melihat
perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk produk
hukum, memerlukan waktu yang panjang. Sejalan dengan pemikiran
Satjipto Rahsrdjo adslah Arnold H. Rose1°5, vang berpendapat
bahwa perubahan keadaan (tindakan berinvestasi, misalnya) yang
disebabkan oleh karena adanya produk hukum harus dilihat

kemampuan hukum itu untuk memberikan initial push ke arah

102, Supra hal.
103. Simon, Rita J. and Spitzer, Steven, 1980, Op. Cit. p. 13
104, Supra hal. 58.

105. SBupra hal. 58.
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perubahan yang dikehendaki.

Apabila pengaruh hukum ini kemudian dipersempit kedalam fungsi
hukum pajak untuk mendorong penanaman modal, maka sejak semula
harus disadari bahwa insentif pajak bukanlah faktor tunggal.
Oleh karenanya, naik turunnya investasi tidak semata-mata
dipengaruhi oleh ada tidaknya insentif pajak. Namun demikian
ketentuan hukum pajak penghasilan yang memberikan insentif
untuk mendorong penanaman modal dapat diletakksan sebagai
faktor penggerak mula-mula (istilah Satjipto Rahardjo) atau
sebagal initial push (istilah Arnold M. Rose) ke arah

peningkatan penanaman modal.




BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini akan disajikan hasil penelitian dan analisis

terhadap data yang menjadi fokus penulisan thesis. Garis bessr

penyajian data dan analisis data daspat dipilah menjadi tiga
kelompok, yaitu kebijakan pemerintah dalam perpajakan (khu-
susnya PPh) sebagai instrumen untuk mendorong penanaman modal,
kosistensi kebijakan perpajakan (khususnya PPh) baik secars
vértikal maupun secara horisontal, dan implementasi kebijakan
perpajakan dan pengaruhnya terhadsp pensnaman modsl.

Atas dasar ketiga fokus tersebut, bagian berikont ini akan

diuraikan berturut-turut sesusi dengan sistematika tersebut.

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Perpajakan (Khususnya
PPh) Sebagai Instrumen Untuk Mendorong Penanaman Modal

1. Reformasi Perpajakan II (1994-Sekarang) dan Perbandi-
ngan Dengan Periode-Periode Sebelumnya

Memasuki Pembangunan Jangka Psnjang (PJP) II, Indonesisa
diperhadapkan pada taﬁtangan—tantaugan sebagai berikut106

&. Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan perubahan

demografis masyarakat askanmmenuntut tersedianya lapa-

ngan kerjs sekitar 2,5 juta per tahun. Untuk menampung

106. Lihat : Nota Keuangan Tahun 1994/1993, Eank Indonesia, Ja-

karta, hal. 21-22.
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angkatan kerja sebesar itu, pertumbuhan sektor indus-
tri perlu diperluas dan karena itu proses transformasi
struktural perekonomian Indonesis dari perekonomian
agraris menuju perekonomian yang berstruktur industri
perln dipercepat,

Perubahan struktural perekonomian menuju perekonomian
yang bertumpu pada industri akan menyebabkan perubahan
pola kependudukan, khususnya urbsnisasi. Urbanisasi
pada akhirnya skan menimbulkan tekanan-tekanan pada
permintaan fasilitas dan prasarana kehidupan vang
lebih baik di pusat-pusat industri dan perkotaan,
Semakin menipisnya sumber-sumber daya alami yvang sssat
ini sangat berperan dalam memberikan sumbangan bagi
dana pembangunan dan merupakan andalan ekspor Indone-
sia dipasaran dunia. Oleh karena itu proses industri-
alisasi yang diharapkan akan meningkatkan nilai tam-—
bah, perlu diusahakan untuk bertumpu pada sumber-
sumber daya alami ysng dapat diperbsharui.
Perubashan-perubahan perekonomian dunia, dimana bebera-
pa negara dirsmalkan akan mengalami tingkat pertumbu-
han ekonomi yvang cukup pesat seperti Cina, beberaps
negara Asia Tenggara dan Eropa. Pertumbuhan yang tidak
seimbang itu akan melahirkan perssingan baru dalam
memperebutkan modal di pasar internasional. Pertumbu-
han ekonomi dunia menuntut investasi yang meningkat
pula, sehingda ketersedizan modal investasi akan

diperebutkan dengan kompetisi yang lebih ketat.



e. Kemajuan-kemajuan vang telah dicapai sebagai hasil
pembangunan harus tetap dijaga terhadap dampak sam-
pingan dari pembangunan itu sendiri dalam bentuk keru-
sakan lingkungan dan kerusakan sosial. Untuk memeliha-
ra pertumbuhan yang berkesinambungan, pelestarian
sumber daya alam perlu mendapat perhatian,

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia harus ber-
usaha untuk tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan yang
tinggi dengasn memberikan perekanan pada pemeratsan hasil pem-
bangunan. Ini berarti dibutuhkan modal vang besar untuk meng-
gerakkan roda perekonomian. Sementara itu untuk memenuhi
kebutuhan modal, Indonesisa (seperti juga negara berkembang
vang lain), dihadapkan pada permasalahan yang sifatnys
struktural, yaitu terdapat kesenjangan antara tabungan dengan
investasi yaitu fenomena kelangkasan dana pembangunan yang
bersumber dari dalam negeri gunsa membiayai investasi yang
diperlukanl07,

Reformasi perpajakan tahun 1994 merupakan salah satu tin-
dakan antisifatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Reforma-
si perpajakan tahun 1994 dilakukan dengan antara lain memun-
culkan fungsi regulasi untuk mendorong peningkatan penanaman
modal. Dengan demikian, keberfihakan UU pajak yang baru (1994)
kepada investor merupakan salah satu cara memacy investasi
untuk memenuhi kebutuhén modal, yang tidak mungkin dspat

dicukupi dari investasi publik saja.

107. Lihat : Nota Keuangan Tahun 19953/1996, Bank Indonesia,
Jakarta, hal. 4-5.
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Politik hukum dari reformssi perpajakan 1994, khususnysa
untuk PPh, dapat dilihat pada dasar pertimbangan yang diper-

gunakan, wvaitu

a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghsa-
silkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasio-
nal, khususnya dibidang perekonomian, termasuk berba-~
gai bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usahsa
vang belum tertampung dalam UU No. 7 tshun 1983 ten-
tang Pajak Penghasilan sebagaimans telsh diubah dengan
YU No. 7 tashun 1991,

b. bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembs-
| ngan perekonomian seperti tersebut di atas dapat ber-
jalan sesusi dengan kebijakan pembangdunan yang bertum-
pu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan
oleh GBHN, dan seiring dengan itu diciptakan kepastian
hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi
bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan
usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-
langkah penyesuaian yang memadahi terhadap UU No. 7
; tahun 1883 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana
5 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991,

Upaya mendorong investasi dengan memunculkan fungsi re-
gulasi PPh tersebut dapat diperjelas melalui penjelasan UU No.
18 tahun 1894 pada bagian arah dan tujuan penyempurnaan,

sebagai berikut

¢. menjunjung kebijaksanaan pemerin;tah dalam rangks me-
ningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan
investasi di seluruh wilayah Indonesia.

f. menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmum
pengdetahuan dan teknologi, pelestsrian ek051stem, sSum-
ber daya alam dan lingkungan hidup,
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Pada bagian lain dari penjelasan umum UU No. 10 tahun
1994, dapat disimpulkan bahwa wajud konkrit dorongan penanaman
modal dilakukan dalam hal-hal sebagal berikut : perlakuan
biaya ter-tentu, pemberian fasilitas rerpajakan kepada WP yang
melakukan penanaman modal dibidang tertentn dan/atau di daerah
tertentu, ketentuan kompensasi kerugian, ketentuan tentang
penyusutaﬁ, penurunan tarif pajak, dl1.

Berikut akan dikaji 1lebih lanjut dengan melakukan
identifikasi peraturan yang mengatur fungsi regulasi PPh.
untuk mendorong penanaman modal setelah reformasi perpa-jakan

pada tahun 1994.
a. Ketentuan Tarif PPh.

Ketentuan tentang tarif PPh, diatur dalam pasal 17 UU No.
10 tahun 1994. Dibandingkan dengan besarnya tarif PPh. se-
bagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 7 tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991, pasal 17
UU No. 10 tahun 1894 mengenakan tarif vang lebih rendah.

Dalam pasal 17 UU No. 10 tahun 1994 diatur tarif sebagai
berikut

Tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi
Wajib Pajak dalam negeri adalah sebagai berikut
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Tabel 1 : Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kens Pajak Tarif
Sampai dengan Rp. 25.000.000, - 10%
Biatas Rp. 25.000.000,- sampail de-
ngan Rp. 50,000.000, - 15%
Diatas Rp. 50.000.000, - 30%

Penurunan tarif PPh. sebesar 5 % untuk setiap lapisan
dibanding dengan tarif sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh Rate of Return
on Investmentlo6 vang lebih tinggi. Pada dasarnya, investor
akan semakin termotivasi untuk melakukan investasi apabils
tingkat pengembalian keuntungan terhadap modal vang
ditanamkan semakin tinggi.

Untuk meningkatkan Rate of Return on Investment (ROI)
salah satunya adalah dengan menurunkan tarif pajak yang harus
dibayar oleh perusahaan sebagai WP badan demikian jugda
investor sebagai WP orang perseorangan. Dengan demikian
penurunan tarif PPh. ini secara otomatis akan menurunkan bebsan
prajak (tax burden) yang harus ditanggung oleh WP.

Penurunan tarif pajak dalam UU No. 10 tahun 19894 selain

didasarkan pada pertimbangan kondisi didalam negeri, tetapi

106. Rate orf Return on Investment adalah kemampuan dari modal
yang diinvestasikan dalam keselw uhan aktiva untuk meng-
hasilkan keuntungan neto. Lihat : Riyante, EBambang, 1978,
Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yayasan Fenerbit Ga-—
diah Mada, Yogyakarta, hal. 270.
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juga didasarkan pada pertimbangsan semsakin ketatnya tingkat
persaingan untuk memperoleh modal secara global. Sebagai
negara tujuan investasi, dibandingkan dengan beberapa negara
di Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Thailand dan Philipina,
Indonesia dinilai hanya lebih menarik pada sisi sumber alam
dan tingkat upah tenaga kerja saja. Sedang kalau dilihat dari
struktur PPh. dapat disimpulkan bahwa Indonesis juga tidak
terlalu menarikli07, oleh karenanya kebijakan perpajakan yang
dinilai 1lebih berfihak kepada investor, diharapkan akan
menambsh daya tarik investor untuk menanamkan modal.

Penurunan tarif pajak untuk PPh. merupakan insentif pajak
yang sifatnya otomatis, maksudnya penurunan tarif ini akan
secara otomatis dirssakan sebagai keuntungan yang diperoleh
WP. Semua WP akan menikmati keuntungan begitu ketentuan ini
diberlakukan.

Sekalipun terjadi penurunan tarif pajak, sifat tarif yang
masih tetap dipertahankan dalam sampai saat ini adalah tarif

prodresif. Jenis tarif yang demikian ini mempunyai keuntungan,

107. Struktur Pajak - sebelum diubah derngan UUJ No. 10 +tahun
1994, Indonesia dipandang tidak terlalu kompetitif. Dari
tabel berikut, dapat dibandingkan struktur pajak dengan
beberapa negara di Asia Tenggara :

Tax Structure Indo. Maly. Fhilp. Thaild.
Corporate Tax max I5% A5% A= A IS
Withlholding Devident 2EUS20% - 28% 20%
Capital Gain Max IT4 - 357 40%

Lihat : Andadari, Roos Kities, Op. €it. hal. 78.
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karena dapat dipergunakan untuk mengurangi kesenjangsan

didalam masyarakat (fungsi redistributif).
b. Koepensasi Kerugian

‘Dasar hukum kompensasi kerugian adalah passl 6 ayat (2)

UU No. 10 tahun 1994. Dalam pasal tersebut diatur sebagai
berikut

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagsimana
dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian
tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai
tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5
(lima) tshun.

Ketentuan ini hendak melihat keberlangsungan usaha dalam
jangka waktu yang lebih panjang dari 1 (satu) tahun agar beban
pajak vang ditanggung oleh wajib pajak dapat lebih
mencerminkan keadilan yang sifatnya substansisal. Dengan
demikian WP dimungkinksn untuk melakukan kompensasi kerugian
dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun
berikutnya.

Sebagai bentuk fasilitas, kompensasi kerugian tersebut
dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama dari jangka
waktu yang ditentukan dalam passl 6 ayat (2) UU No. 10 ﬁahun
1994 tersebut. Ketentuan yang memungkinkan kompensasi kerugian
vang lebih lama tersebﬁt adalah : PP No. 34 +tshun 1994,
Dalam peraturan ini kompensasi kerugian dapat dilakukan

terhadap keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun berikutnya
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sampail dengan paling lama 10 tahun. Namun demikian, fasilitas
ini hanya dapat diberikan terhadap usaha dibidang tertentu dan
didaerah tertentull8, Sedang khusus untuk bidang usahsa
pertambangan dan perkebunan tanaman keras yang berada dilusr
didaerah vyang ditentukan tersebut, kompensasi kerugian dapat

diberikan sampai dengan paling lama 8 tahun.
c. Metode Penyusutan

Penyusutan dapat dilakukan terhadap harta yang dimiliki
atau dipergunakan oleh perusahaan untuk memelihara, menagih
dan/atau memperoleh penghasilan dengan suatu masa manfaat yang
lebih dari satu tahun. Menurut Lumbantoruanlog, vang dimaksud
dengan penyusutan adalah pembebasan biaya dalam kaitan untuk
menghasilkan (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan)
vang mempunysai masa manfaat lebih dari satu tahun. ZKarena
merupakan biava, maka penyusutan pada akhirnya akan
memperkecil penghasilan kena pajak (tax shield).

Dalam UU No. 10 tahun 1994, penyusutan diatur dalam pasal
11 untuk harta berujud dan pasal 11A untuk harta tidak
berujud. Penyusutan untuk yang terakhir ini dikenal dengan
istilah amortisasi. Menurut passal-pasal tersebut, padsa

dasarnya ads dua metode yvang dapat dipilih oleh WP untuk

108. Perumusan tentang daerah tertentuw dan bidang usaha
tertentu menurut PP No. 34 didelegasikan pada Menteri
Keuangan, namun demikian sampai sekarang pengaturan untuk
hal ini bhelum pernah dikeluarkan.

109. Sophar Lumbantoruan, 1990, Op. Cit. hal. 449-4350,
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melakukan penyusutan, yaitu

1) metode garis lurus (straight line method), dan

2) saldo menurun (double declining balance).
WP dapat memilih untuk mempergunakan salsh satu metode
penyusutan tersebut, asal dipergunakan secara konsisten dan
untpk seluruh harta yang dimiliki oleh perusahsan.

Menurut ketentuan pasal 11 ayat (8) uantuk menghitung
penyusutan, masa manfast dan tarif penyusutan harta beruijud

ditetapkan sebagai berikut

Tabel 2 : Tarif Penyusutan

Kelompok Masa Mannfaat] Tarif Penyusutan Me-
Harta Berujud nurut
SLH DDB
I. Bukan Bangu
nan
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun B,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
I1. Bangunan
Permanen 20 tahun 5%
Tdk Permanen 10 tahun - 10%

Catatan :

SLM : Straight Line Method (Metode Garis Lurus)

DDB : Double Declining Balance (Menurut Nilai Buku)
Sedang untuk menghitung amortisasi menurut ketentuan pasal 114

ayat (2) ditetapkan sebagai berikut
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Tabel 3 : Tarif Amortisasi

Eelompok Harta Masa Manfsat |Tarif Penyusutan Menu-
Tidak Berujud rut
SLM DDB
EKelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Eelompok 4 20 tahun 5% 10%
Catatan

SLH.: Straight Line Method (Metode Garis Lurus)

DDB : Double Declining Balance (Menurut Nilai Buku)

Dalam pasal 11 ayat (11) ditemukan prinsip atribusi pengaturan
untuk mengelompokan harta berujud sesusai dengan masa manfaat
kedalam EKeputusan Menteri Reuangan. Namun yang terasa agak
janggal adalah pengaturan pasal 11A, meskipun substansi yang
diaturnya hsmpir sama, tetapi tidak ditemukan prinsip atribusi
pengaturan pengelompokan harta tidak berujud melalui Eeputusan
Menteri Keuangan.

Sebagal peraturan pelaksanaan dari pasal 11 ayat (11)
adalah Keputusan Menteri Keuangan No.RI No. 82/KMK.04/1995
tentang Jenis-Jenis Harta Berujud Yang Termasuk Dalam Kelompok
Masa Manfaat Untuk EKeperluan Penyusutan. Dalam Keputussn
tersebut, distur lebih lanjut tentang pengelompokan harta yang
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan/atau memelihara

penghasilan dengan memasukkan unsur masa manfaat dan Jenis
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usaha.

Surat Edsasran Dirjen Pajak No. SE-44/PJ.4/1885 perihal
penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
harts yang dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995,
memberikan pengaturan yang lebih terperinci tentang tehnis
penyusutan dan smortisasi pada awal tshun pajak 1885,

Dengan diberikannysa pemungkinan untuk memilih metode
penyusutan, WP akan lebih diuntungkan dalsm hal-hal sebagai
berikut109

a. WP mempunyai keleluasaan untuk dapat menyesuaikan

pemilihan metode penyusutan terhadap laporan keuangan
vang dipergunaksn untuk kepentingan perusahsan dengan
laporan keuangan yang dipergunakan untuk kepentingan
perpajakan. Dengan demikian WP tidak selalu harus
melakukan koreksi fiskal pada saat menyusun laporan
kenangan yang akan dijasdikan dasar untuk menghitung
hutang pajak karena.

b. Memberikan pilihan yang terbsik bagi WP untuk membuat

aliran keuangan (cash flow) yang lebih menguntungkan,
karena penyusutan dipandang dari sudut ini merupakan

sumber dana bagi perusahsan.

d. Perlakuan Terhadap Aktiva

109. Hasil wawancara dengan Kasi FFh. Badan KPP Semarang RBarat
dan Kepala Bagian FFh. Karnwil Ditjien Fajak Jawa Tengah -
DIvY.
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Menurut ketentuan pasal 19 UU No. 10 tahun 1894,
perusahaan dimungkinkan untuk melakuksn penilaian kembali sset
vang dipergunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghssilan. Pasal 18 ayat (1) diatur sebagai

berikut

"Menteri Keuangan berwewenang untuk menetapkan peraturan
tentang penilaiasn kembali ativa dan faktor penyesuaian
apabila terjadi ketidak sesuaian antarsa unsur-unsur biays
dengan penghasilan karensa perkembangan harga.”

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengeliminir adanya pembebanan
pajak vyang tidak wajar oleh karena adanya perkembangan hargs
vang mencolok atau perubahan perubahan kebijakan moneter.
RKewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan adalah untuk
menentukan peraturan tentang penilasian kembali aktiva tetap
(revalunasi) serta indeksasi biaya dan penghasilan.

Sedang dalam pasal 19 ayat (2) UU Ne. 18 tshun 1994

diatur sebagai berikut

“Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diterapkan pajak tersendiri dengan ke-
putusan HMenteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif
pajak tertinggi sebagaimans diatur dalam pasal 17 ayat
(1x.”

Sebagal peraturan pelaksansan dari pasal 19 UU No. 10 ta-
hun 1984, dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KHMK.
04/1886 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

Dalam keputusan Menteri Keuangan ini diatur bahwa harta tetap
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vang dapat dilakukan penilaian kembali adalahl : sktiva
berujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan
bangunan kelompok 2, 3, dan 4, vang

1) telah dimiliki 1lebih dari 5(lima) tahun dan masih

dipergunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan, dan

2) tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.

Sedang dalzam pelaksanaannya, penilaian kembali tidak dapst
dilakukan secara parsial (sebagian) tetapi harus dilakukan
terhadap semua harta perusahaan.

Menurut pasal 4 ayat (1) huruf m UU No. 10 tahun 1994,
selisih 1lebih karena penilaian kembali aktiva (revalnasi
aktiva) merupakan obyek PPh. Namun demikian perlakuan PPh-nya
terhadap penilaian kembali aktiva ini dimungkinkan untuk
diatur secara khusus. Dengan melskukan penafsiran secara
akontrario, ketentuan tersebut juga harus difshami bahwa
selisih kurang, dalam hal terjadi hasil penilaian kembali
aktiva ternyata lebih keecil dibandingkan nilai buku aktiva,
merupakan kerugian perusahaan yang dapat mengurangi PKP.
Menurut Menurut EKeputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK .04/
1986 tarif PPh. atas selisih penilaian kembali aktiva tersebut
adalah sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan pelaksaan lebih lanjut terhadap revaluasi aset
adalah melslui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ.42/1998

perihal Tatacara Pelakszanaan Penilaian Kembali Ativa

1. Lihat pasal 2 KMK No. SO7/KMK.04/1996
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Perusshaan. Dalam SE tersebut ditegaskan beberaspa hal sebagai

beriknt
1)

2)

3

4)

3)

Berdasarkan pasal 19 UU No. 10 tahun 1994, Menteri
Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan pengenaan
PPh dengan tarif khusus atas selisih atsu laba yang
ditimbulkan karena perusahaan melakukan revaluasi atau
penilaian kembali aktiva tetapnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
507/KMK.04/1996 WP badan dalam negeri dapat melakukan
revaluasi aktiva tetap dengan masa pajak sebelun
revaluasi.

Aktivs tetap perusahaan yang dapat dinilai kembali
adalah semua sktiva berujud yang berada di Indonesia
vang telah dimiliki lebih dari 5 tahun, dan masih
dipergunakan serta dimaksudkan tidak untuk dijual
kecuali terhadap aktiva bukan bangunan kelompok 1
(vaitu vyang sama manfaatnya 4 tahun) tidak dapat
dilakukan penilaian kembali.

Revaluasi Aktiva tetap dilakukan berdasarkan hargs
pasar wajar #ang ditetapkan oleh lembaga penilai yang
diakui pemerintah. Apabila nilai pasar yang ditetapkan
oleh lembaga penilai tersebut ternyata kemudian tidak
wajar, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilsai
pasar wajar.

Selisih revaluasi aktiva tetap adalah merupakan
penghasilan. Selisih revaluasi aktiva tetap

diperhitungkan terlebih dahulu dengan kompensasi rugil
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8)

7>

8)

9

fiskal yvang masih dapat dikompensasikan dan

selanjutnya kelebihan atas selisih tersebut dikenakan

PPh. sebesar 10% yang bersifat final.

Nilai pasar wajar dari revaluasi merupakan dasar bsaru

penghitungan penyusutan atas aktiva vang bersangkutan

sesual dengan masa manfaat aktiva tersebut, sesuai

dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam

pasal 11 UU No. 10 tahun 1994 yang dimulai kebali

sejak tahun penilaian kembsli aktiva tersebut.

Apabila aktiva yang telah direvaluasi dialihkan kepada

fihak lain sebelum jangka waktu

a) 5 tahun sejak revaluasi untuk aktiva berupa tanah
dan/atau bangunan; atau

b) 3 tahun untuk aktiva lainnya;

maka atas selisih penilaian kembsli tersebut yang

telah dikenakan PPh dengan tarif 10% final dikenakan

tambahan PPh sebesar 15% yang bersifat final.

Wajib Pajak yang melakukan revaluasi éktiva tetap

wajib menyampaikan pemberitahuan dengan dilsmpirkan

S5P final paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak

berakhir kepada kepala KPP.

Kepala KPP wajib memberikan keputusan sebulan setelah

diterimanya pemberitshuan WP vang bersangkutsan.

Apabila kepala KPP tidak memberikan keputusan, maka

pemberitahuan revaluasi aktiva tetap dianggap

diterima.

Dengan diaturnyva revaluasi aset secara khusus pada refor-
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masi perpajakan tahun 1994 memberikan keuntungan kepada
perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut
1) Secara komersial, revaluasi aset dapat dipergunakan
sebasgai sarana untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
Dengan cara ini perusahsaan vang menderita kerugian
dapat berubah menjadi untung, dan tentu saja akan
meningkatkan kredibilitas perusahaan. Namun demikian
membaiknya kinerja perusahasn karens dilakukannya
penilaian kembsli aktivsa (revaluasi) tidaklah bersifat
substansial.
2Z) Secara fiskal, penilaian kembali aktiva perusahsan
akan mengakibatkan terjadinya penghematan PPh. vyang
harus dibayar oleh perusahaan. Hal yang demikian ini
dapat terjadi oleh karena adanya perbedaan tarif. Jika
perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva, PPh
yang terutang dihitung berdasarkan tarif 10% (bersifat
final), sedang kalau selisih lebih aktiva diperoleh
tidak dengan melakukan penilaian kembali aktiva WP
dikenakan PPh. yang tarif efektifnya dapat mencsapai

30% (tarif tertinggi untuk PPh.).

e. Penghindaran Pajak Ganda

Distorsi perpajakan terhadap dunia usaha yang dapat
dikategorikan menonjol adalah munculnya pajask ganda. Secara
internasional, disinyalir adanya dua pajak vyang sifatnya

berganda, yaitu
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a. Dalam arti subyektif, apabils Seseorang dikenakan
pajak yang sifatnya Sama, atas sasaran (obyek) vang
sama (misalnya : pendapatan, kekaysaan, warisan), oleh
dua negara atau lebih.

b. Dalam arti obyektif, apabila sasarsn {obyek) yvang samsa
(vang berada didalam dua atau lebih negara) dikenakan
pajak oleh negara-negara tersebut, tanpa memperhatiksan
pribadi wajib pajak.

Pada hakikatnya, pajak berganda terutams merupakan akibat
langsung dari realisasi kedaulatan nasional; dari situlah hak
untuk memungut pajak merupasksn salah satu ciri vang khss,
Didalam memungut pajak, biasanya suastu negara mempergunakan
azas tertentu. Hanakala azas yang dipergunakan sama, misalnya
azas world wide income, maka transfer penghasilan dari satu
negara ke negara lain akan menjadi obyek baik dinegars sumber
penghasilan maupun dinegara penerima penghasilan.

Bagi dunia usaha,'pajak ganda ini sifatnya distorsif.
Oleh karenanya akan bersifat diinsentif. Dalam bidang 1lalu
lintas modal internasional, kalsu distorsi ini tidak
dihilangkan akan mengakibatkan aliran modal dari negara maju
ke negara berkembang menjadi terhambat. Oleh karenanya muncul
upaya-upaya untuk menghilangkan distorsi dengan membusat
rerjanjian penghindaran pajsk berganda. Bentuk perjanjisn

tersebut dapat bersifat bilateral maupun multilateral.

Berbagai perjanjian bilateral yang dibuat melalui Kepres

telah diberlakukan setelah Indonesia melakukan reformasi
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perpajakan pada tahun 1994 sdalsh

a) Keppres No. 55 tahun 19894 tentang Pengesshan Persetn-

b)

c)

d)

e)

)

Juan antara Pemerintah Republik Indonesis dengan
Pemerintah Kerajaan Norwegia Mengensai Peningkatan dan
Perlindungan Atas Penansman Modal.

Keppres No. 58 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Between The Government of Republic Indonesia and The
Government of The Kingdom Of The Netherlands on Promo-
tion and Protection of Investment, Beserta Protokol-
nya.

Keppres No. 60 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetu-
juan antara Pemerintah Republik Indonesisa dengan
Pemerintah Itali mendenai Peningkstan dan Perlindungan
Penanaman Modsal,

Keppres No. 61 tshun 1994 tentang Pengesahan Persetu-
juan Antara Pemerintah Republik Indonesis dengan
Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Peningkatan
dan Perlindungan Pensnaman Hodal.

Keppres No. § tahun 1985 tentang Pengesshan Persetu-
juan antara -Pemerintah Republik Indonesisa dengan
Pemerintah Republik Rakyat Cina Mengenai Peningkatan
dan Perlindungan atas Penanaman Hodal beserta
Protokolnya.

Keppres No, 22 tahun 1886 tentang Pengesshan Agreement
Between The Government of The Republic of Indonesia
and The Government of The Republic of Suriname

Concerning The Promotion dan Protection on Investment,
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g) Reppres No. 83 tahun 1998 tentaﬁg Pengesahan Persetu-
juan antara Pemerintah Republik Indonesis dengan
Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Peningka-
tan dan Perlindungan Penanamsn Modal.

i) Keppres No. 66 tahun 19968 tentang Pengesahan Persetu-
juan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerin-
tah Ukraina Mengenai Peningkatan dan Perlindungan
Penanaman Modal.

J) Reppres No. 82 tahun 1998 tentang Pengesahan Agreement
Between the Government of Republic of Indonesia and
the Government of the Republic of Finland for the
Promotion and Protection of Investment.

k) Keppres No. 83 tahun 1996 tentang Pengesahan Persetu-
juan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerin-
tah Republik Uzbekkistan mengenai Peningkatan dan
Perlindungan Penanaman Modal.

1) Keppres No. 88 tahun 1996 tentsng Pengesahan Protocol
Amending The C(Convention Between The Government of
Republie of Indonesia and The Government of United
States of America for the Avoidance of Double Taxation
and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to

Taxes on Income,

Dengan berbagai perjanjian bilateral yang dibuast terse-

but, sampai saat ini Indonesia telah terikat Perjanjian Peng-




hindaran pajak Bergands dengan 32 negaral.

Menurut SE—03/PJ.101/1996, prosedur untuk mendapat
fasilitas pengurangan pajak pasal 26 sesuai dengan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dilakukan sebagai berikut

a. WP luar negeri menyerahkan asli Surat Keterangan
Domisili yang dikeluarkan oleh Competent Aunthority
atau wakilnya yang sah di negara treaty partner.

b. BSurat Keterangan Domisili tersebut diserahkan kepada

! KPP tempat fihak yang membayar penghasilan terdaftar.

c. Surat Keterangan Domisili tidak diperlukan bagi bank-
bank atau lembaga-lembaga keuangan yang secara tegas
disebut dalam P3B yang bersangkutan. Bagi bank-bank
atau lembags keuangan tersebut langsung diterapkan

ketentuan sesuai dengan P3B yang bersangkutan.

f. Fasilitas Pajak Dibidang dan Daerah Tertentu

Pemberian fasilitas ini diatur dalam pasal 31A UU No. 10

tahun 1884. Secars lengkap, pasal tersebut berbunyi

: Kepada Wajib Pajak vyang melakukan penansman modal
i dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau didaserah tertentn
: dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan
| Peraturan Pemerintah.

! Didalam penjelasannysas, diatur bahwa kemudahan yang diberikan

1. Paftar negara dan besarnya tarif vyang terikat derngan
Ferjanjian Fenghindaran Fajak Berganda (tax treaty) dapat
dilihat dalam lampiran Thesis ini.
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terbatas dalam bentuk
1) penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat;
2) kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidsk boleh
lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
3) pengurangan pajak penghasilan atas deviden sebagaimans
vang dimaksud dalam pasal 28;

Bertitik tolak pada penjelasan pasal 31A UU No. 10 tsahun 1994,
dapat ditafsirkan bahwa bentuk pasilitas pajak tersebut
bersifat limitatif.

Sebagai persturan pelsksanaan, dalam ketentuan pasal 314
menunjuk Peraturan Pemerintah (PP). Dan PP yang diterbitkan
untuk melaksanakan pasal 31A tersebut adalah PP No. 34 tahun
1994 tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal
Dibidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah
Tertentu. Dalam PP ini, bidang-bidang usaha tertentu tersebut
ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Sebagai pedoman dasar,
bidang-bidang usaha tertentu tersebut adalah : "bidang-bidang
usaha disektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas
tinggi dalam skala nasional, khususnya dalam rangka peningka-
tan ekspor termasukbidang usaha perkebunan tanaman keras dan
pertambangan”. OSedang vyang dimaksud dengan daerah tertentu
adalah : "daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis
mempunyal potensi yang layak untuk dikembangkan tetapi keadaan
prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadahi dan sulit untuk
dijangkau oleh transportasi umum".

Fasilitas dibawah ini dapat diberikan secara komulatif

maupun secara alternatif melalui EKeputusan Presiden, yaitu
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a) Penyusutan dan Amortisasi Yang Dipercepat sebagai

berikut
Tabel 4 : Tarif Penyusutan dan Amortisasi
Dipercepat
Masa Man- Tarif Penyusutan
Kelompok Harta fzat Men- dan Amortisasji
Jadi Menurut Metode

I. Bukan bangunan/

Kelompok 1 2 th. 50% 100%

Eelompok 2 4 th, 25% 50%

Kelompok 3 8 th. 12,5% 50%

Relompok 4 10 th. 10% 20%
IT. Bangunan Permanen 10 th. 10%

G. Lurus M, Menurun

harta tak bernjud

o)

) Kompensasi kerugian mulai tahun pajak berikutya

berturut-turut sampai dengan paling lama 10 {sepuluh)
tahun. Fasilitas ini pada dasarnya merupakan penyimpsa-
ngan dari ketentuan umum kompenssasi kerugisn sebagai-
mana diatur dalam pasal B ayat (2) vyang menentukan
bahwa kerugian hanya dapat dikompensasikan dengan
keuntungan yang diperoleh WP dalam jangka waktu 5 th.

Pengurangan PPh. atas sisa laba setelah dikenakan PPh.
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 UU No. 7
tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10
tahun 1884. Besarnya pengurangan pajak adalah

dibebaskannya PPh. yang terutang menurut pasal 28, vang
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seharusnya dikenakan sebesar 20% dari sisa laba

setelah dikurangi PPhllz.

Operasionalisasi fasilitas PPh, ini diatur lebih

lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.:

602/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Perpajakan Atas

Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Psajak dari
Suatu Bentuk Usaha Tetap Yang Ditanamkan Kembali di
Indonesis. Ketentuan ini mengatur lebih lanjut
terhadap penyimpangan pasal 26 UU No. 10 tahun 1994
vyang menetapkan pemungutan pajak sebesar 20%. Dalamn
Eeputusan Menteri Keuangan tersebut diatur bahwa untuk
Bentuk Usaha Tetapll3 vang menanamkan kembali
keuntungan setelah dikurangi PPh. tidak dikenakan ta-
rif PPh. pasal 26 UU No. 10 tahun 1994 dendsan syarat
(1) Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyerta-
an modal dari perusahaan yang didirikan dan berke-—
dudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserts

pendiri, dan

112,

113,

Fuad Bawazier dalam makalah : Fokok-Fokok Masalah Ferpajak-

kan dan Fasar Modal, dalam : Sinergi Perpajakan dan Pasar
Modal, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 146, FPusat Peng-
kajian Fiskal dan Moneter, Jakarta, hal. 8.

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (Fermanent Esta-

blishment)menurut pasal 2 ayat (S) UU No. 10 tahun 1994
adalah bentuk usaha yarng dipergunakan oleh arang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesiz atau berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan pulubh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) buian, atau badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indone-sia, untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia.
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(2) Penanaman kembali dilakukan dalsam tahun pajak ber-
Jalan atau selambat-lambatnys tahun pajak berikut-~
nya dari tahun pajsk diterima atau diperolehnya
penghasilan tersebut, dan

(3) Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembsli
tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2
(dua) tahun sesudah perusahaan tempat pensnaman

dilakukan berproduksi secars komersiil.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.4/1985
persyaratan untuk memperoleh fasilitas pajak tersebut
bersifat komulatif, sehingga apabils salah satu syarat
tersebut tidak terpenuhi, maka PPh. pasal 28 vang
terutang ditagih kembali berikut dengan sanksinva.
Bagi WP BUT vyang berkeinginan untuk memperoleh
fasilitas 1ini haris mengajukan pemberitahuan secara
tertulis kepada kepada Dirjen Pajak c/q KPP sebagsi
lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dipergunakan
untuk melaporkan pajak yvang terutang. Fasilitas ini
merupakan insentif yang selama ini dikenal dengan
istilah investment allowance.

Selain berbagai fasilitas PPh. untuk industri dibidang-
bidang tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu, pemerintah
juga mengeluarkan PP No. 45 tahun 1996, Dasar pertimbangan
dikeluarkannya PP tersebut adalah untuk usaha industri
diberikan dorongan agar dapat lebih cepat berkembang, karena

usaha ini merupakan kunci strategis dalam rangka mewnjudkan




industrialisasi yang sekaligus meningkatkan ketahsnan ekonomi
nasional guna menghadapi perkembangan ekonomi dunia114.

Dalam PP no. 45 tahun 1898, diatur : Pajak penghasilan
vang terutang WP Badan dalam negeri atas penghasilan yang
diterima oleh perusahaan yang baru didirikan untuk wusaha
industri tertentu dapat ditanggung oleh pemerintah untuk
Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh tahun)lls. Pengertian
pajak terutang yang ditanggung oleh pemerintah sebenarnya sams
dengan apa yang selama ini kita kenal sebagai tax holiday.
Sedang untuk lebih mendorong alokasi investasi diluar Jawa dan
Bali, Jjangka waktu berikut tambahannya, dapat diperpanjang
untuk paling lama dua tshun lagills.

Agar pemberian fasilitas PPh. yang terakhir ini dapat
memberikan dampak yang optimal, pemerintah membentuk Tim
Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usahs Industri
117

Tertentu. Tim

(Kepres) No. 54 tahun 1995 jo. Kepres No. 81 tahun 1996 ini

1i4. Lihat lebih lanjut penjelasan umum FF No. 4% tahun 1996.
115. FPasal 1 ayvat (1) PP No. 45 tahun 1996.

1i6. Pasal 1 ayat (4) FF No. 45 tahun 1996.

117. Susunan Keanggotaan Tim Fasilitas Perpajakan adalah

sebagaiberikut :

1. Menteri Koeordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan FPe-
ngawasan Fembangunan sebagai ketua merangkap anggota.
Menteri Koordinator BRidang Produksi dam Distribusi
sebagaili wakil ketua merangkap anggota.

Menteri Sekretaris Negarx sebagai anggota.

Menteri Keuangan sebagai anggota.

Menteri Ferindustrian dan Ferdagangan sebagai anggota.
Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BRadan
Koordinasi FPenanaman Modal sebagai anggota.

k]

[ 4 I AT

111

vang dibentuk berdasarkan EKeputusan Presiden




bertugas untuk

a) meneliti dan mengkaji bidang-bidang wsahs industri
tertentu untuk dipertimbangkan memperoleh fasilitas
perpajakan,

b) mengusulkan kepada Presiden usaha industri tertentu
untuk diberikan fasilitas perpajakan,

¢) mengambil langkah-langkah yang diperluksn untuk terca-

painyva tujuan pemberian fasilitas perpajakan.
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2. Perbandingan Reformasi Perpajakan II Dengan Periode-—
Periode Sebelumnya

Untuk dapat melakukan telash kebijakan pemerintah dalam
bidang perpajakan (khususnya PPh) secara komprehensif, menurut
hemat penulis harus dilakukan kanjian perbandingan antara
kebijakan perpajakan sesudah reformasi perpajakan Ii (tahun
1885 - sekarang) dengan periode sebelumnya reformasi perpaja-
kan, yaitu periode tahun 1987-1884 dan periode reformasi
perpajakan I (1985-1994),

Sebelum melakukan telaah secara substansial terhadap
bidang-bidang yang diatur agar dapat diperbandingkan, penulis
merasa perlu untuk melihat terlebih dahulu politik hukum vang
mendasari lahirnya kebijakan perpajakan pada masing-masing
periode tersebut.

Tahun 1987 (periode sebelum reformasi) merupakan titik
tolak Indonesia membuka diri terhadap masuknya investasi
asing. Periode ini ditandai dengan diberlakukannys UU No. 1
tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing. Pada dasarnyas,
politik hukum kebijakan perpajakan (khususnya PPh)118 dapat
dilihat pada bagian menimbang UU No. 1 tahun 1967 Jo. UU No.
11 tahun 1970, dimana dikatakan : "bahwa guna meningkatkan
pembangunan Indonesia perlu segera diciptakan sustu fiskal

vang baik bagi pengusaha-pendusaha, khususnya bagi penanam

118. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1932, apa vyang sekarang
dikenal dengan Fajak FPenghasilan disebut Fajak Pendapa-
tan. Fada dasarnya istilah penghasilan dan pendapatan me—
rupakan dua istilah yang tidak jauh berbeda, karena nuan—
sa obyek pajaknys sama.
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modal.” Dalam penjelasan umum terhadap UU No. 1 tahun 1887,
dapat dilihat bahws perbaikan ekonomi rakyat harus mendapat
prioritas utama. Oleh karenanya harus diambil langkah-langkah
untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Masalah ekonomi adalah
masalah peningkatan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi
barang dan Jjasa, sementara itu peningkatan produksi dapat
tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi,
penambahan pengetahuan,peningkatan ketrampilan, penambahan
kemampuan berorganisasi dan manajemen. Untuk mencapal semua
itu, maka dengan UU PMA kepada pemodal asing diberikan
fasilitas pembebasan/kelonggaran perpajakan dan fasilitas-
fasilitas lainnvya. |

Sedang dalsam penjelasannya UU No. 11 tshun 1870, arah

kebijakan perpajakan dapat dilihat sebagai berikut

UU No. 1 tahun 1967 selain berisi ketentuan-ketentuan dan
peraturan-peraturan umum tentang Penanaman Modal Asing,
memuat pula ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta
kelonggaran perpsjskan dan fasilitas-fasilitas lain untuk
lebih menarik penanaman modal asing.

Berhubung dengan diadakannya perubshan-perubahan terhadap
Ordonansi Pajak Perserocan 1925 untuk diserasikan dengan
garis besar politik perpajakan negara dalam menghadapi
pembangunan, maka ketentuan-ketentuan tentang pembebasan
serta kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diatur
dalam UU PMA perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan baru dari Ordonansi Pajak Perseroan
1925."

Dengan diberlakukannya UU No. 6 tshun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana diubah dan

ditambah dengan UU No. 12 tahun 1970, maka pemberian fasilitas
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pembebasan/kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain
vyang semula hanya diberikan kepada PMA kemudian diperluas
kepada investor domestik dalam skeme PMDN. Dasar pertimbangan
pemberian fasilitas perpajakan pada UU No., 8 tahun 1968 jo. UV
No. 12 tahun 1970 sama seperti vand menjadi jiwa UU No. 1
tahun 1867 jo. 12 tahun 1970. Bentuk pembebasan/kelonggaran
perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain tidak ada perbedssn.
Sedang yang memberdakannya hanyalah pada subyek yang menerima
fasilitas tersebut, yaitu investor vang menanamkan modal asing
dan investor yang menanamkan modal dalam negeri.

Dengan melihat politik hukum perpajskan dikaitkan dengan
kebijakan penanaman modal, maka dapat ditarik benang mersh
bahwa kebijakan perpajakan telah dipakai sebagai salah satu
instrumen untuk mendorong investor agar mau menanamkan modal
di Indonesia. Pemakaian kebijakan perpajakan sebagai instrumen
untuk mendorong penanaman modal ini didasari bahwa faktor-
faktor lain yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan
modal masih belum mendukung. Oleh karenanya, pemilihan
kebijakan perpajakan ini merupakan langkah "memberikan
pengorbanan” disatu ‘bidang yang diharapkan akan memberikan
keuntungan yang lebih besar dibidang lain. Menurut game theory
farik menarik fungsi budgeter dan fungsi reguler ini dapat
dilihat sebagai langkah untuk meminimalisasi kerugisn dan
mengoptimalkan keuntunganllg.

Berbeda halnys dengan politik hukum yang menjadi dasar

11%. Sastrosoehardjo, Soebardjo, Politik Hukum, Fasca Sarjana
Ilmu Hukum UNDIF, Semarang, tanpa tahun.




dikeluarkannya kebijakan perpajakan pada saat Indonesia
mengeluarkan paket reformasi perpajakan pada tahun 1983,
Kondisi yang sifatnya bertolsak belakang dibandingkan dengan
periode sebelumnva terjadi pada periode ini. ZKondisi vang
melatar belakanginya adalah mulai berakhirnya masa booming
minyak bumi dan gas zalanm (migas). Sampai dengan awal dassg
warsa 80-an, APBN banyak ditopang dari pendapatan sektor migas
tetapi terjadinya fluktuasi harga migas dipasaran dunia
mengakibatkan pemerintah harus meninjau ulang kebijakan
penopang APBN tersebut. Hasilnya adalah ditetapkannya sektor
pajak sebagai penopang utama APBN.

Perubahan orientasi ini kemudian tercermin pada bagian
menimbang pada UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh. yvang merupakan
cerminan politik hukum perpajakan yang selama ini dipergunakan
sebagai instrumen untuk mendorong penanaman modal. Dengan
demikian politik hukum perpajakan terjadi pergeseran dari vang
semula memberikan penekanan yang (cukup) besar pada fungsi
regulasi kemudian pada periode reformasi perpajakan I (tahun
1983) memberikan penekanan yang kuat pada fungsi budgeter. Hal
vang demikian dapat-dilihat pada bagian menimbang UU RNo. 7

tahun 1883 sebagai berikut

b. bahwa sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksa-
naan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku,
tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dsalam
sedi kegotong royvongan manpun dalam menunjang pembia-
vaan pembangunan;

c¢. bahwa sistem perpajakan yang tertuang dalam ketentuan
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peraturan perundang-undangsan perpajakan yang selama
ini berlaku belum sepenuhnya dapat menggerakkan peran
serta semua lapisan subyekpajak dalam meningkatkan pe-
nerimaan negara yang sangat diperlukan guna mewujudkan
kelangsungan dan peningkatan pembangunan dalam rangka
memperkokoh ketahanan nasional;

d. bahwa pajak merupakan salah satnu sumber penerimaan ne-
gara yang harus selalu berkembang dan meningkat sesusi
dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan 1laju
pembangunan nasional;

Politik hukum yang telah dirumuskan pada periode ini
kemudian memberikan arah terhadap produk hukum yang menjadi
peraturan pelaksanaan UU tersebut, khususnya yang berksitan
dengan pokok kajian thesis ini.

Pada bagian berikut ini akan dibahas perbandingan
terhadap substansi produk hukum yang dipergunakan sebagai

istrumen untuk mendorong penanaman modal.

1. Eetentuan Tarif PPh

Pada periode sebelum dilakukannya reformasi perpajakan,
ketentuan tentang tarif pajak diatur dalam Ordonansi Pajak
Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendspatan tahun 1544.
Henyadari bahwa tarif yang diatur dalam kedua Ordonansi ini
tidak terlalu menarik untuk merangsang minat investor untuk
menanamkan modal, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan
vang merubah besarnya tarif Pajak Perserocan dan Pajak
Pendapatan. Dengan perubahan tarif pajak ini pada intinya

pemerintah menurunkan beban pajak yang harus ditanggung oleh
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WP berkisar antara 19% sampai dengan 100% dari besarnya pajak
terutang. Peraturan yang mengsatur perubahan tarif pajsk ini
adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
Eep. 318/Men.Keu/87 tentang Perubahan Tarif Pasal 8 ayat (2)
Ordonansi pajak Pendapatan 1944 dan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 315/Hen .Keu/67 tentang
Perubahan Tarif Pasal 10 ayat (2) Ordonansi Pajask Peserocan
1925.

Dengan adanya peranbahan tersebut, maka tarif pajaknya

adalah sebagai berikut

Tabel § : Tarif Pajak Perserocan 1925

Laba Kena Pajak Pokok Pajak Tarif
Rp. 0,- Re. Q,- 20%
Rp. 250.000,~ Rp. 50.000, - 30%
Rp. 500.000, - Rp. 125.000, - 40%
Rp. 750.000, - Rp. 225.000, - 45%
Rp. 1.000.000, - Rp. 337.500, - 50%
Rp 1.250.000, - Rp. 462 .000, - o3%
Rp. 1.500.000,- Rp. 600.000, - B0%

Tahel 6 : Tarif Pajak Pendapatan 1944

Laba Kena Pajak Pokok Pajak Tarif
Rp. o,- Rp. 0,- 21%
Rp. 80.000, - Rp. 18.500,~ 27%
Rp. 150.000, - Rp. 35.000, - 38%
Rp. 210.000, - Rp. 56.000, - 45%
Rp. 300.000, - Re. §7.000,- 54%
Rp. 483.000, - Rp. 194.000, - BO%

Jika ketentuan tentang besarnya tarif tersebut dibandingkan
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dengan besarnya tarif sebagaimana yvang diatur dalam pasal 17
113 No. 3 tahun 1983, maka diketemukan  dats adanya
kecenderungan tarif psjak pendapatan dan pajak perserocan pada
periode sebelum reformasi sangat tinggi. Namun demikian kalau
dilihat pads beban pajask riil yang harus ditanggung oleh WP
cenderung lebih kecil. Hal ini dapat terjadi oleh karena
adanys perbedaan dasar penerapan tarif pajak. Ralau tarif
pajak menurut pasal 17 UU No. 7 tahun 1983 (vang besarnya 18%,
25%, 35%) dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak yang pads
prinsipnya dapat disejajarkan dengan laba bersih menurut
Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau pendapatan sisa kena pajak
dalam Ordonsnsi Pajak Pendapatan 1944, Sedang tarif Pajak
Pendapatan dikenakan terhadap pokok pajak vang besarnysa
berkisar antara 20,56% sampai dengan 40,17% dari pendapatan
sisa pajak, dan untuk tarif Pajak Perseoan dikenskan terhadap
pokok pajak yang besarnya berkisar antara 20% sampal dengan
40% dsri laba bersih yang diperoleh wajib pajak. Dengan
demikian sndaikata dibandingkan antara tarif sebelum reformasi
dengan setelah reformasi perpajakan I (1983) ketentuan tarif
masih lebih menarik bagi investor pada periode sebelum
reformasi, karena beban pajak riil berkisar antara 5,55%
sampai dengan 24,10% dari pendapatan sisa pajak untuk pajak
pendapatan dan untuk pajak perserosn beban pajak riilnysa
berkisar antars 6% sampai dengan 24% dari ‘laba bersih.
Sementara itu setelah reformasi perpajakan I (1983) tarif

pajask 1riil berkisar 15% sampai dengan 35% dari penghasilan

kena pajak.
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Dari sisi yang lain, kalau beban pajak tersebut kemudian
dibandingkan dengan tarif pajak sesudah reformasi perpajakan
IT (1984), maka dari hkacamata investor tarif pajak sebelum
reformasi masih Jjauh lebih menarik dibanding dengan tarif

setelah dilakukan reformasi.
2. Kompensasi Kerugian

Sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu bahwa
dasar filsafati dari ketentuan kompensasi kerugian dalam
rangka penghitungan pajak adalah untuk mewujudkan prinsip
keadilan bahwa pajak hanya dibebankan terhadap “keuntungan®
vang memang benar-benar diperoleh oleh WP. Jika keuntungan
dikenakan pajak maka adalah adil pula jika kerugian akan
berakibat pengurangan beban pajak. Prinsip ini kemudian
dituangkan kedalam ketentuan bahwa kerugian yang dideritsa oleh
suatu perusahaan dapat dikompensasikan dengan keuntungan yang
diperoleh perusahaan pada masa-masa berikutnya. Prinsip vang
demikisn ini diterapkan baik pada periode sebelum reformasi
perpajakan, setelah -reformasi perpajskan I (1983) dan juga
pada reformasi perpajakan II (1994}, Perbedssnnya terletak
pada vwvariasi Jjangka waktu Lkompensasi kerugian itu dapat
dilakukan.

Pada periode sebelum reformasi perpajskan, kompensasi
kerugian pada dasarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok,
vaitu kompensasi kerugian bukan sebagai fasilitas vang

bersifat khusus, dan kompensasi kerugian sebagail bentuk




fasilitas perpajakan yag bersifat khususlZ0, Kompensasi
Kerugian yang bukan sebagai fasilitas vyang bersifat khusus ini
diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 8 tahun 1970 tentang MPS-
MPO. Pasal ini memberikasn ketentuan bahwa kerugian yang
diderita oleh suatu perusahaan dapat dikompensasikan dengan
keuntungan yang diperolehnya dalam Jangka waktu 4 (empat)
tahun berikutnya. Sedang kompensasi kerugian sebagai Fasilitas
vyang bersifat khusus ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU HNo.
8 tahun 1970. Untuk yang terakhir ini kompensasinya sering
disebut sebagai initisl loss, yaitu kerugian vang diderita
oleh perusahaan selama 6 (enam) tahun pertama sejak berdirinya
perusahaan dapat dikompensasikan dengan keuntungsn perusshaan
dalam jangka wakttu yang tidak terbatas.

Kompensasi kerugian dalam periode setelah reformasi
perpajakan I (1983) tidak melakukan pembedaan antara Kkerugian
pada masa awal berdirinya perusahaan dengsn kerugian-kerugian
diluar masa itu. Dalam pasal 8 ayat (3) UU No. 7 tahun 1983
diatur bahwa kompensasi kerugian dapat dilakukan terhadap
penghasilan yang diperoleh oleh WP dalam jangka waktu 5 tahun.
Pasal Jjuga memberi kewenangan melalui Eeputusan Menteri
Keuangan untuk menentukan WP vang dapat mengkompensasikan
kerugian 1lebih dari 5 (limz) tahun tetapi tidak boleh 1lebih

dari 8 (delapan) tahun. terhitung mulzi tszhun pertamsa sesudah

120. Selain ketentusn tentang kompensasi kerugian ini  diatur
dalam UU No. 2 tahun 1979, juga diatur dalam dalam pasal
1% Ud Mo. 1 tabun 1947 =sbagaimana telah diubah demgan UL
Mo, 11 txhun 1970 dan pasal 12 UJ No. &  fahun 1968
sebagaimana telah diubah dengan W No. 12 tabun 1970,
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kerugian tersebut diderita.

Dengan demikian meskipun ketentuan tentang kompensasi
kerugian secara prinsipiil masih tetap ada baik pada pericde
sebelum reformasi perpajakan, setelah reformasi perpajakan I
(1883) dan setelah reformasi perpajakan II (1994), namun
terdapat perbedaan tentang jangka waktu kompensasi tersebut
dapat dilakukan. Dilihat dari kepentingan investor, pengatu-
ran fasilitas kompensasi kerugian yang paling menguntungkan
terdapat pada periode sebelum reformasi perpajakan. Keuntu-
ngannya adalah adanya kecenderungan bahwa perusahaan pada awal
didirikan belum dapat beroperasi secara optimal dan biasanyva
masih banyak menderita kerugian, sementara itu pada periode
sebelum reformasi perpajakan kerugian ini dapat dikompensasi-
kan dengan keuntungan yang diperoleh kemudian dalsam Jjangka

waktu yang tidak terbatas.

3. Eetentuan Tentang Penyusutan

Penyusutan dapat merupakan bentuk fasilitas bagi investor
apabila penyusutan tersebut diberikan lebih lama dari usia
ekonomis vyang wajar dari suatu barang modal. Untuk melihat
bahwa penyusutan ini sebagai salah satu bentuk manifestasi
fungsi regulasi, harus dilihat pengaturannya pada masing-
masing periode.

Sebelum dilakukannya reformasi perpajakan, penyusutan
vang merupakan bentuk fasilitas diatur dalam pasal 15b.3 UU

Noe. 1 tahun 1887 jo. UU No. 11 tahun 1970 dan pasal 12 avat




(4) huruf ¢ jo. UU No. 12 tahun 1970. Ketentusn tersebut pads
dasarnysa memberikan hak kepada perusahaan untuk dapat
melakukan penyusutan yang dipercepat. Sebagsai peraturan
pelaksanaannya, penyusutan vang dipercepat ini kemudian diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 630/MK/II/10/1970.

| Insentif ini diberikan dengan maksud agar dalam waktu
yang relatif singkat dapat melakukan perluassn usaha atau
melakukan diversifikasi usaha dari dana akumulasi penyusutan.
Dilihat dari beban membayar pajak, penyusutan yang dipercepst
ini akan mengakibatkan penurunan beban pajak karena semakin
besarnya faktor pengurang untuk menentuksn dasar pengenaan
pajak, yaitu laba bersih. Namun demikian, jika benda modal
vang disusutkan ini kemudian dijual atau dilakukan revaluasi
aset, maka WP akan membayar pajak yang selama diperolehnya
fasilitas penyusutan dipercepat pajaknya “seakan" telah
dibebaskan. Menurut penulis, fasilitas penyusutan dipercepat
ini pada dasarnya “hanyalah” bentuk lain dari ‘penundaan
pembayaran pajak.

Apabila dibandingkan dengan periode setelah Indonesia
melakukan reformasi perpajakan I (1983), fasilitas ini telah
dihilangkan. Ketentuan pasal 11 UU No. 7 tahun 1983 tidak
dapat dipandang sebagai bentuk fasilitas lagi, oleh karens
ketentuan penyusutan ini semata-msta didasarkan pada masa
manfaat ekonomis secara wajar dari suatu barang modal. Dengan
demikian reformasi perpajskan I (1983) telah memangkss bentuk
fasilitas yang pernah diberikan kepada investor pada periode

sebelumnya.




Dengan pertimbangan tertentu, bentuk fasilitas penyusutan
dipercepat ini dimungkinkan kembali untuk diperoleh WP setelah
Indonesia masuk pada periode Reformasi Perpajakan II (1994),
dengan dassr pasal 30A UU No. 10 tahun 1984 dan peraturan

pelaksanaannya PP No. 34 tahun 1994.

4. Perlakvan Terhadap Aktiva

Sebelum Indonesia melakukan reformasi perpajakan,
perusahaan dimungkinkan untwok melakukan penilaian kembali
aset-aset yang dimilikinya. Ketentuan yang mengatur penilaian
kembali aset ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan HNo.
Kep. 508/MRK/I1/7/1871. Alasan yang mendasari dikeluarkannya
peraturan tersebut adalah adanya ketidak seimbangan antarsa
nilai buku dengan nilal jual sebagai akibst dari tingginya
tingkat inflasi sebelum tahun 1870-an. Ketidak seimbangan
nilai ini pada akhirnya mengakibatkan perhitungan 1laba kensa
pajak tidak sesual dengan keadaan vyang sebenarnya, sebab
penghapusannya didasarkan pada harga perolehan lama (yang
biasanya masih rendah). Selain itu juga, kalau dikaji dari
tujuan dassar penyusﬁtan adalah untuk melakuksn penggantian
aset vyang telah disusutkan karena pemaksisn, tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, karena fluktuasi harga barang
vang tinggi menyebabkan akumulasi penyusutan sudah tidak dapat
lagi dipergunakan untuk membeli aset pengganti.

Bagi perusahaan yang akan melakukan penilaian kembali

aktiva perusahaannya, ia harus memasukkan "neraca penyesusaisn”
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dalam jangka waktu 2 bulan dan karena alasan-slasan tertentu
yang dapat diterima jangka waktu ini dapat diperpanjang
menjadi 3 bulan, setelah berlakunya keputusan tersebut.
Selisihllebih dari penilaian kembali ini diperlakuksn sebagai
keuntungan perusahaan yang dikenakan pajak dengan tarif 10%.
Dan karena selisih lebih ini akan berakibat pada pembesarsn
modal perusahaan, maka perusahaan diwajibkan untuk membayar
Bea Materal Modal sebesar 5%.

Selain penilaian kembali aktiva perusshaan dimungkinkan
dengan peraturan tersebut, untuk perusahaan yang akan menjual
sahamnya melalui pasar modal (perusahaan go publie), masih
dimungkinkan wuntwk melakukan penilaian kembali aktivanya
meskipun telah melakukan penilaian kembali aktivanya
berdasarkan EKep. No. 508/MK/II/7/1971. Ketentuan ini diatur
dalam Keputusan Menteri EKeuangan No. 1677/MR/11/12/1976
tanggal 28 Desember 1978. Dari ketentuan ini, hal yang
dipandang menguntungkan investor sadalah adanya perlakuan
terhadap selisih lebih antara nilai buku dengan hargs wajar
bukan sebagai keuntungan yang dapat dikenakan pajak
(dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan pasal 5 ayat (1)
keputusan ini}.

Eebijakan penilaian kemball terhadap aktiva perusahaan
pada dasarnya tidak dimungkinkan lagi pada periode reformasi
perpajakan I (1883). Tetapi setelah Indonesia melakukan
reformasi perpajaskan II (1894) penilaian kembali aktiva
perusahaan tersebut dimungkinkan kembali berdasarksn pasal 18

ayat (2) UU No. 10 tashun 1994, dengan peraturan pelaksanaan

[ UPT-PUSTAR-TED



Keputusan Menteri Keuangan No. 5C7/KMK.04/1996 dan Surat

Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ.42/1998.

5. Penghindaran Pajak Gandsa

Adanya berbagai perbedasan azasl21 dalam pemungutan pajak
dan perbedaan terhadap definisi obyek pajak dapat menimbulkan
pajak ganda. Dipandang dari sudut perdagangan investasi secars
internasional, pajak ganda ini merupakan salah satu faktor
vang menjadi penghambat. Untuk itu sejak semuls telah disadari
bahwa adanya pajak ganda internasionsal harus dihindsarkan.

Berbagal upaya untuk menarik modal asing telah dilakukan
Indonesia dengan cara menghindarkan pajak ganda internasional.
Upaya-upaya tersebut antara lain dengan mengadsakan EKonferensi

Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR),

di Jakarta pada tanggal 21-25 Fenruari 1972. Upsaya ini

121. Dalam kaitannya demngan pajak intermnasional, dikenal tiga

macam a=zas pemungutan pajak, yaitu :

&. ATAS domisili, ayitu suattu aszas dimana negara
domisili wajib pajak berwewenang mengenakan pajak atas
senua orang yvang berdomisili di negara itu, yaitu dari
seluruh pendapatannya dimana saja dipercleh (worildwide
income),

b. azas sumber memberikan kewenangan kepada negara dimana
sumber ity terletak untuk mengenakan pajak atas semua
hasil vyang kelusr dari sumber—-sumber vyang ada di
negara itu, terhadap pemilik sumber ituw tak dipandang
dimana pemilik sumber itu bertempat tinggsal,

c. azas kebangsaan vyaitu suatu azas pemungutan  pajak
dimana negara kewarganegaraan wajib pajak berwewenang
merngenakan pajak terhadap semua wWarga hegaranys dimana
saja ia bertempat timggal, dari semua pendapatan vyang
diperolehnya tanpa memandang dari mana hasil itu
dipetroleh.

Likat lebih lanjut Soemitro, Rochmat, 1988, Op. Cit. hal.

268.
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dilakukan oleh karena model penghindaran pajak ganda OECD
(Organisation on Economics Cooperaticn. and Development)
dianggap terlalu menguntungkan negara-negara maju, sementara
itu kepentingan negars berkembang kurang terakomodir.
Ketentuan yang merugikan ini misalnya dapat ditemukan sebagai

berikut 122

Menurut model treaty OECD deviden dapat dipajaki dikedus
negara, yaitu negara dimana badan yang membagi deviden
verkedudukan dan negara dimana pemegang sahsm bertempsat
tinggal, akan tetapi pemungutan pajak oleh negara sumber
dibatasi sampai 5% apabila badan yang menerima deviden
itu merupakan holding vyang memiliki saham sekurang-
kurangnya 25% dari modal yang ditempatkan. Dslam hal-hal
lain, pemungutan pajak dapat dilakukan sampai dengan
maksimom 15%.

Dalam UU No. 8 tahun 1970 tentang Pajak atas Deviden,
Bunga dan Royalti menetapkan besarnya pajak adalah 20% dengan
tanpa membedakan hubungannys dengan negara vang memnbagi
deviden. Hanya saja terhadap badan-badan yang berkedudukan di
Indonesia, vang memiliki saham deelneming deviden vang
diperolehnya dapat dibebaskan dari pengenaan PDBR. Dengan
demikian ketentuan ini merupakan deklarasi sefihak pemerintah
Indonesia vang melakunkan penghindaran pajak ganda
internasional.

Selain berbagai cara yang dilakukan pemerintah tersebut,

pemerintah Jjuga membuat perjanjian penghindaran pajak gandsa

-
-
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dengan berbagai negara, misalnya dendan Belanda, dengan
Jepang, dan Amerika Serikat. Pembuatan perjanjian secara

bilateral ini terus dikembangkan baik pada periode setelah
reformasi perpajakan I maupun pada periode sqételah reformasi
perpajakan II, sehingga sampai saa£ ini pemerintah Indonesis
terikat perjanjian penghindaran pajak ganda dengan tiga puluh

tiga (33) negara.
6. Fasilitas Pajak Tertentu

Apa vang telah dibicarakan pada bagian terdahulu
merupakan bentuk dari penggunaan PPh sebagai instrumen untuk
mendorong penanaman modal. Namun demikian selain bentuk-bentuk
fasilitas tersebut, masih terdapat bentuk-bentuk fasilitas
lain vang memberikan keuntungsn besar bagi investor.
Diantaranya adalah pembebasan pajak perseroan (tax holiday),
pembebasan pajak deviden dan pembebassan pajak terhadap
keuntungan vyang diiventasikan kembali (investment allowance)
baik untuk pensnaman modal dalam negeri maupun untuk penanaman
modal asing.

Pada bagian berikut ini akan dibicarakan tiga bentuk

fasilitas tersebut
a. Pembebasan Pajak Perseroan (tax holiday)

- Ketentuan vang menjadi dasar hukum pemberian fasilitas

ini adalah pasal 15 & (1) UU No. 1 tahun 1887 jo.




pagal UU no. 11 tahun 1970 untuk PMA dan Pasal 13 ayat

(1) UU No. 6 tahun 1968 jo. UU No. 12 tahun 1970 untuk

PMDN . Berbagai peraturan pelaksanaan lain vang

mengatur pemberian fasilitas pembebasan pajak adalah

1) Surat Presidium Kabinet Ampera No. EK/885/67 ter-
tanggal 17 Juli 1967 perihal Pembebasan Pajak,

2) Instruksi Presidium EKabinet No. 38/U/1I8/6/1987
perihal pembebasan batas minimum penanaman modal
dan pembebasan pajak tambahan terhadap joint
venture.

3) PP No. 20 tahun 72 Jo. PP No. 31 tahun 1871,

4) Surat Keputusan Ketua BKPM No. 01/1977 tentang Pe-
nyempurnaan Prosedur Permohonan Fasilitas Penanaman
Modal Dalam Rangka UU No. 1 tahun 1967 jo. UU BHo.
11 tahun 1870 dan UU No. 6 tahun 1868 jo. UU No, 12
tahun 1870.

5) PP No. 2 tahun 1981 tentang Pemberian Tambahsn Re-

longgaran Perpajakan Dalam Rangka PMA dan PMDN.

Fasilitas ini dapat diberikan pada industri-industri
tertentn yang mendapat prioritas dari pemerintah.
Lamanya Jangka waktu pembebasan pajak tersebut adalsh

adalah 2 (dua) tahun dan apabila memenuhi syarat




tertentu dapat diperpanjang 1agilz3.

Pemberian fasilitas pembebasan pajak pada periode
sebelum reformasi perpajakan ini, harus dikeluarkan
dalam bentuk keputussn sebagai berikut

1) Untuk PMA yang melakukan penanaman modal dibidang
pertambangan, pemberian fasilitasnya diputuskan
melalui Peraturan Pemerintah (PP).

2) Untuk PMA yang melakukan penanaman modal dibidang
kehutanan dan perkebunan, pemberian fasilitasnya
diputuskan melalui Keputusan HMenteri Keuangan.

3) Sedang untuk PMA yang melakukan penanaman modal
diluar bidang-bidang tersebut, pemberian fasilitag
diputuskan melalui Keputusan Dirjen Pajak.

Ralau dicermati melalui produk perturan yang dihasil-

Kewenagan untuk memberikan perpajangan pembebasan pajak di-

delegasikan kepada Menteri Keuangan dengan syarat untuk

FMA sebagail bherikut s

a. apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan
menghemat devisa negara secara berarti diberikan tam-—
bahan masa bebas pajak i{satu) tahun,

b. apabila penanaman modal tersebut dilakukan di luar pu-
lavw jawa, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu)

tahun,
. apabila pemnanaman modal tersebut memerlukan modal
besar, karena keperluan membangun prasarana dan/atau

menghadapl resihko yvang lebih besar dari vang sewajar—
nya, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 {(satu) ta-
hun,

d. dalam hal-hal yvang cleh pemerintah diprioritaskan se-
cara khusus diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (sa-
tu) tabun.

Kalaw dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur  FMDN,
syarat-syvarat yvang harus dipernuhi wuntuk mempeioleh per-
pajangan pembebasan pajal sana seperti apa yvang dirumus-—
kan uwntuk PMA. Dengan demikian masa pembebasan pajak mak—
simal yang dapat diberikan baik terhadap FMA maupun  FPMDN
adalah 6 tahun.
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kan dalam upaya mendorong penanaman modal, maka dapat
disimpulkan bahwa political will pemerintah sangat be-
sar. Hal ini terlihat dsri menonjolnya penggunaan ke-
bijakan perpajakan sebagai instrumen untuk mencapai
tujuan tersebut. Sebelum pemerintah melakukan reforma-
si perpajakan, PMA dan PMDN vang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak mencapai 48,50% dari total penanaman
modal. Selain dari itu peraturan yang dikeluarkan
dalam rangka mengoperasionalkan politik hukum dibidang
penanaman modal ini sangat banyak dan berasal dsari
hampir semua sektor pemerintahan.

Apabila kondisi sebelum pemerintah malakukan reformasi

perpajakan ini dikomparasikan dengan periode setelsh

pemerintah melakukan reformasi perpajakan I (1983),
maka akan diperoleh keadaan yang sebaliknya, karensa
fungsi regulasi PPh. (hampir) semua dihapuskan.

b. Pembebasan Pajak Deviden

Dasar hukum pembebasan pajak deviden diatur dalam
pasal 15 a (2) UU No. 1 tahun 1987 jo. UU No. 11 tahun
1870 untuk PHA dan pasal 12 point ke-5 UU No. 6 tahun
1878 jo UU No. 12 tazahun 1970 untuk PMDN. Melalui dasar
hukum tersebut deviden yang dibayarkab kepada pemegang
saham, pajaknya dapat dibebaskan untuk jsngka waktu 2
tahun terhitung sejak sast mulai berproduksi. Jika
memenuhil syarat-syarat tertentu, Jangka waktu
pembebasan tersebut dapat diperpanjang menjadipaling

lama & tahun.
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Bagi perusahaan asing yang menanamkan modal dalam
bentuk joint venture, menurut ketentuan Instruksi
Presidium Kabinet No. 36/U/IN/6/1967 dapat diberikan
tambahan pembebasan pajak perseoran dan pajak deviden
selama satu tahun, dengan ketentuan bahwa Jjumlah
pembebasan pajak perserosn dan pajak deviden tersebut

tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.

¢. Invensment Allowance

Dasar hukum pemberian fasilitas ini adalah pasal 4b
Ordonansi Pajak Perserocan 1825 sebagaimana telah di-
perbaiki dengan UU No. 8 tahun 1970. Dengan adanya pe-
raturan ini, bagi investor yang akan menginvestasikan
kembali bagian keuntunsgan perusahsan, maka pengeluaran
ini dapat dikurangkan 5% dari penghasilan kena pajak
dalam Jjangka waktu berturut-turut selama 4 (empat)
tahun. Dengan demikian perusshaan yang menanamkan kem-
bali keuntungannya sebagal modal, dalam jangka waktu 4
(empat) tahun, dapat dikurangkan dari keuntungan pe-
rusahaan sebesar 20% dari jumlah pengeluaran penanaman

nodal tersebut.




Dari aps yang telah diperbandingkan tersebut di
dapat disusun tabel perbandingan fasilitas PPh.

waktu 30 tahun (tiga periode kebijakan perpajakan)

atas,

dalam kurun

sebagsai
beriknt
Tabel 7 : Perbandingan Fasilitas PPh.
Yang Dimungkinkan Diterima Setiap Periode
Bentuk-Bentuk Periode Periode Periode
Fasilitas I IT IIT
1. Tarif Pajak v v
2. Kompensasi Kerugian
a. biass v v v
b. initial loss v
3. Penyusutan
a. biass v v v
b. dipercepat v v
4. Perlakuan Aktiva v v
5. Penghindaran Pajak
ganda v v v
6. Fasilitas Dibidang
Tertentu
a. pembebasan pajak v v
perseroan
b. pembebasan pajak
deviden v
¢. investment allo-
wance . v v

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada periode
sebelum reformasi perpajakan I (pericde I) ftersedia berbagai
fasilitas PPh. bagi dunia usaha yang cukup besar, sedang pads

periode II sebagian besar fasilitas tersebut dihilangkan

e
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sedang pada periode III berbagai fasilitas vang pernah
diberlakukan pada periode I dengan berbagai modifikasi
diberlakukan kembali. Dari tabel tersebut dapat juga di
disimpulkan kekuatan tarik menarik antara fungsi budgeter dan
fungsi reguler. Pada periode I fungsi reguler sangat besar dan
sebagai akibatnya fungsi budgeter “tertarik” menjadi kurang
dominan. Keadaan padsa pericde IT menjadi sebaliknya, vyaitn
fungsi budgeter menjadi dominan sehingga fungsi reguler
menjadi menyempit. Sedang pada periode III antara fungsi
budgeter dan fungsi reguler dicoba untuk diseimbangkan,
sehingga sekalipun memberikan penekansan padafungsi budgeter
tetapi ruang linghup fungsi reguler untuk memberikan
rangsangan padsa dunia usaha dihidupkan kembali.
Fasilitas-fasilitas PPh. yang diberikan untuk mendukung
dunia wusaha, telah diformulasikasn dalam berbagai bentuk
peraturan. Peraturan-peraturan tersebut dapat diinventarisir

sebagai berikut

1=4
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B. Konsistensi Kebijakan Perpajakan Baik Secara Sinkronik

Maupun Diakronik

Hukum yang'bersubstansikan norma mempunyal dua sisten,
vaitu norma yang statik (nomostatics) dan sistem norms yang
dinamik (nomodinamics). Siatem norma statik adalah suatuy
sistem yang melihat pada "isi" norma, dimana suatu norm2 umum
dapat ditarik menjadi norma-norma khusus atasu norma-norma
khusus dspat ditarik menjadi norma yang umum. Penarikan norma-
norma khusus dari norma umum dalam arti norma umom itu
diperinci menjadi norma-norma yang khusus dari segi isinya.
Sedang sistem norma dinamik adalah suastu sistem norma vang
melihat pada berlskunya suatz norma atan dari cara
pembentukannya dan penghapusannya124.

Dengan melihat pada sistem norma ini, maka analisis
terhadap produk hukum PPh yang mempunyai fungsi regulasi untuk
menorong penanaman modal dapat dilakukan dengan melihat pada
“isi” normanya dan dengan melihat cara pembentukannys/
penghapusannya.

Dengan berpangkél pada pendspat Hans Kelsen dan Hans
Nawiasky bshwa norma hukum dari negara manapun selalu

berlapis-lapis dan berjenjang-

124. boeprapto, Maria Farida Indriati, 1978, Ilmu PFerundang—
tindangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yog-
vakarta, hal. 7-8.
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jenjanglzs, dimana norma yang dibawah berlakn berdasar, dan

bersumber pada norma yang lebih tinggi lsfgi sampai sampai pada
suatu norma yang tertinggi yang disebut norms dasar, maka
implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia dapat

dogambarkan sebagai berikut :

Pancasila ............ e

Aturan dasar Negars .........

Undang-Undang (Formal) ......

Peraturan Pelaksansan dan ...

Peraturan Otonom

125. Menurut Hans Nawiasky, selaih norma bukum itu berlapis-—

lapis dan berjenjang-jenjang juga berkelompok—-kelompok.
Ia mengelompokkan norma bukum menjadi 4 kelompok besar,

vaitu

&#. Kelompok 1 : Stagstsfundamentzlnorm (Norma fundamental
Megara),

b. ¥elompok Il @ SGtaastsgrungesetzr (Aturan Dasar/Fokok Ne-
garal,

c. Felompok 111 @ Formell Geseitz (Undang-Udang "“Formal"),
dan

d. Kelompohk IV : Verordnung & Autanome Satzung (Aturan

Felaksana dan &turan CGtonom).
L.ihat lebih lanjut dalam Soeprapto, Maria Farida Indrati,
19298, Ibid. hal. 27.




Dengan bagan tersebut, produk hukum yvang termasuk pads
kelompok Pajak Penghasilan yang berfungsi untuk mendorong
penanaman modal dapat dianalisis pada setiap periodenyva

sebagai berikut

1. Pada Periode I (Sebelum Reformasi Perpajakan)

Dalam memberlakukan UU No. 1 tahun 18967 dan UU No. 8 tahun
1968, tidak disebutkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Padahal kalau dicermati
“isinya"”, ketentuan pasal 15-17 UU No. 1 tshun 1987 dan
pasal 9-17 UU No. 6 tahun 1968 merupakan ketentuan yang
isinya menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum
sebagaimana dimuat dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1825 dan
Ordonansli Pajask Pendapatan 1844. Kejadiannyza agak berbeda
ketika pemerintah memberlakukan UU No. 11 tahun 1870 dan UU
No. 12 tahun 1870, UU ini secara tegas menyebutkan kedua
ordonansi tersebut. Sementara itu, UY No. 11 dan No, 12
tahun 1970 merupakan penambahan dan perubahan terhadap UU
No. 1 tashun 1987 dan UU No. 6 tahun 1968. Kejanggalan ini
pada dasarnya tidsk menimbulkan implikasi hukum, oleh
karena kedudukan dari masing-masing kelompok produk hukum
tersebnt sama, sehingga andaikata terdapat pengaturan hal
vang sama tetapi isinya bertentangan, dapat diberlakukan
azas hukum lex posterior derogat lege priori.

Kalau produk hukum PPh yang dimaksudkan untuk mewujudkan
fungsi regulasi dicermsati, permasalshan muncul pada dus

surat keputusan vang dikeluarkan oleh Menteri EKeuangan. SK
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Menteri Keunangan No. 315/Men.Keu./B7 dan SK Menteri
Keuangan No. 316/Men.Keu./67. Kedua ketentuan ini mengsatur
perubshan tarif pajak pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925
dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1994, pada hal kalau
dicermati isinya, Ordonansi Pajak Perseroan dan Ordonansi
Pajak Pendapatan tidak memberikan atribusi kepada Menteri
Keuangan untuk dapat merubah ketentusn tarif. Dengan
demikian kedua SK Menteri Keuangan tersebut tidak mempunyai
sandaran legalitas. Demikian juga SK menteri keuangan yang
memberikan fasilitas pengurangan pajak dan pembebssan pajsak
sebagaimana diatur dalasm SK Menteri EKeuangan No. Kep.
508/MK/11/7/1971 dan SK Menteri Keuangan No. 1877/MEK/II/12/
1976 sekalipun didalamnya disebutkan dasar peraturan dari
produk hukum ini adalah UU No. 8 tahun 1870 tetapi dalsm UU
vang terakhir ini tidak memberikan atribusi kepada Henteri
Keuangan untuk memberikan fasilitas pengurangan pajak
dan/atan pembebassan pajak. Jika dilihat hubungan antara UU
dengan SK Menteri keuangan tidak bisa diberikan prinsip
pendelegasian, karena pendelegasian kepada Menteri Keuangan

hanyva bisa diberikan oleh Keputusan Presidenlzs.

Pada Periode II (Setelah Reformasi Perpajakan I1/1983)

Oleh karens pada periode ini fungsi regulasi pajak di ke-

sampingkan, sementara yang dominan adalah fungsi budgeter,

126. Sceprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ibid. hal. 109.
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maka banyak produk hukum yang diberlakukan memberikan
penekanan pada fungsi budgeter, sedang produk hukum yang
memberiksn penekanan psda fungsi reguler sangat sedikit.
Namun demikian terdapat permasalshan hukum yang muncul
sebagai berikut
1. Pemberlakuan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan tidak mencabut UU No. 1 tshun 1967 dan
UU No. 6 tahun 1968, sedang yang dicabut secara
tegas adalah produk hukum yang merubah dan menambsah
UU No. 1 tahun 1867 dan UU No 6 tahun 1988, yaitu
UU No. 11 tahun 1970 dan UU No. 12 tahun 1970.
Padahal kalan dicermati, UU No. 11 tahun 1970 tidak
mencabut UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 12 tidak
mencabut UU No. B8 tahun 1968. Dengan demikian,
pemberlakuan UU No. 7 tahun 1983 yang hanya.
mencabut UU No. 11 tahun 1970 dan UU No. 12 tahun
1970 Jjustru mengakibatkan pasal 15-17 UU No. 198867
dan pasal 8-17 UU No. B tahun 1968 menjadi berlaku
kembali. Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa secara legal formal pada periode II (setelah
reformasi perpajakan I/1983) perusahaan PMA dan
perusahaan PMDN masih dimungkinkan untuk memperoleh
fasilitas pajak sebagaimana distur dalam UU No. 1
tahun 1987 dan UU HO, B tahun 1968.
2. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ.24/1885 yang
mengatur antara lain pemerintah memberikan

pembebasan PPh atas transaksi impor sebagaimana
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diatur dalam pasal 22 UU No. 7 tahun 1983,
merupakan peraturan yang tidak memiliki dasar legal
formal. Sekalipun SE Dirjen Pajak tersebut
didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan, namun
kalau dibaca pada pasal 22 UU No. 8 +tahun 1983
tidak memberikan atribusi kepada Menteri EKeuangan
untuk memberikan pembebasan pajak. Secara lengkap

pasal 22 UU No. 7 tahun 1983 mengatakan

"(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan
tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang
melakukan kegiatan usaha dibidang impor atan
melskukan kegiatan lain yang memperoleh pembayaran
untuk barang dan Jjasa dari Belanjs Negara.

(2) Dasar pemungutan dan besarnya pemungutan dite-
tapkan dengan keputusan Menteri Keuangan berdasar-
kan pertimbangan, bahwa jumlah pemungutan itu men-
dekati jumlah pajak yang terutang atas penghasilan
dari kegiatan usaha yang bersangkutan.”

Dari passl tersebut jelas bahwa atribusi yang dibe-
rikan kepada Menteri Keuangan adalah menetapkan
badan-badan tertentu yang menjadi "wajib pungut”
dan menetapkan dasar pemungutan dan besarnya pungu-
tan pajak. Dengan demikian penetapan pembebasan PPh
impor (pasal 22) ini tidak memiliki dasar legal
formal. Sebagai konskwensi logisnyva, seharusnya
pembebasan PPh atas transaksi impor tersebut tidak

dapat diberiksan.
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3. Pada Periode III (Setelah Reformasi Perpajakan II/

1984)

Pada periode ini, produk hukum yang hendsak diperguna-

kan untuk mewujudkan fungsi regulasi PPh  selain

didasarkan pada titik tolak vang tidak Jjelas, Jjuga

diwarnai oleh produk hukum yvang bersubstansikan pajak,

tetapil didasarkan pada dasar legal (formal) vang tidak

memadahi (insufficience). Hal tersebut dapat dijelas-

kan sebagai berikut

1. Political KWill pemerintah untuk memberikan peran
vang lebih luas pada fungsi regulasi PPh didasarkan
pada pasal 30A UU No. 10 tahun 1994. Sebagai pera-
turan pelaksanaannya, pemerintah memberlakukan PP
No. 34 tahun 1984, nsmun sebelum PP ini diimplemen-
tasikan pemerintah sudah mengeluarkan PP No. 45
tahun 1998. Kedus PP ini mengatur bentuk fasilitsas
perpajakan vyang berbeda, PP vang pertama bentuk
fasilitas yang dimungkinkan adsalash penyusutan vyang
dipercepat, kompensasi kerugian dengan jangka waktu
vang lebih lama dan pengurangan pajak terhadap
keuntungan vyang diperoleh BUT vang ditanamkan
kembali di Indonesia, sedang PP yang kedus mengatur
tentang PPh perusahaan yang ditanggung oleh negara.
Implementasi PP No. 34 tahun 1884 yang sampai seka-
rang tidak pernah dilakukan mengindikasikan bahwa
fasilitas tersebut tidak terlalu menguntungkan bagi

dunia usaha, sedang fasilitas yang diharapkan dapat

143




diperoleh oleh dunia usaha adalah pembebsasan pajak
(tax holiday). Atas dasar pertimbangan tersebut
kemudian pemerintah memberlakukan PP No. 45 tehun
1986. Namun demikian implementasi PP No. 45 tahun
1986 itu sendiri belum banysk, karena sampai saat
ini baru 6 perusahaan yang memperocleh fasilicas
ini. Hal ini antara lain disebabkan kriteria
perﬂsahaaﬁ vang dapat memperoleh fasilitas tidsk
terlalu Jelas, sementsrs itu atribusi kepads
Menteri Keuangan untuk mengatur kriteris perusahaan
vang mendapathkan prioritas pemerintah dan kriteris
daerah terpencil sampgi sekarang belum pernah
dikeluarkan. Sikap Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi yang akan memberikan pertimbangan secara
kasuistis terhadap permohonan ~fasilitas, telah
memperlambat implementasi PP No. 45 tahun 1998 ini.

Inpres No. 2 tahun 1896 jo. Kepres No. 42 tahun

1996 yang memberikan fasilitas pembebasan pajak

(antara lain PPh) terhadap PT Timor Putra National
vang memperoduksi mobil nasional, merupakan produk
hukum vang tidak mempunyai dasar legal ~formal.
Alssannya adalah Inpres No. 2 tahun 1996 dikeluar-
kan pemerintah pads szat fasilitas pembebasan PPh
sebagaimana diatur dalam PP No. 45 tahun 1996 belum
diberlakukan. Dengan demikian, Dasae hukum pembeba-
san PPh terhadap PT TPN bertentangan dengan PP No.

34 tahun 1924 sebagai bentuk peraturan pelaksanaan
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dari pasal 30A UU No. 10 tahun 1994,

3. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif PPh
sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 10 tahun
1994 diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No. 90
tahun 1895 jo. Inpres No. 3 tahun 1996. Pada kedua
Inpres 1ini memberikan beban pungutan sebesar 2%
terhadap WP yang mempunyai penghasilan sisa pajak
lebih besar dari Rp. 100.000.000, -
Inpres No. 90 tahun 1995 jo. Inpres No. 3 tsahun
1996 selain melanggar prinsip bahwa penentuan obyek
pajak (baca : pembebanan pajak) harus didasarkan
pada UU, juga bersifat kontra produktif ditengah
upaya pemerintah memberikan fasilitas pajak untuk
mendorong penanaman modal,

Selain berbagai hal yang telah diuraikan di atas, me-
nurut hasil penelitian penulis produk hukum yang diberlakukan
oleh pemerintah untuk mewujudkan fungsi regulasi dalam rangka
penanaman modal mempunyal dasar legal formal vyang memadahi
(sufficience). EKesimpulan ini didasarkan pada kriteriz bahwa
hukum itu selalu - memiliki dua wajah (das doppelte
rechtsanlitz), yaitu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan
berdasar pada norma yang diatasnya dan ke bawah ia Jjuga
menjadi dasar dan menjadi sumber bagi hukum yang ada

dibawahnya127.

127. Kriteria ini dikemukakan oleh Adolf Merkl, lihat 1lebih
lanjut Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ibid. hal.
25.
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C. Kebijakan Perpajakan, Implementasi dan Pengaruhnysa

Terhadap Penanaman Modal

Kebijakan PPh. dalam dunia usaha dapsat dilihat sebagai
bentuk penggunaan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujusan
tertentu. Secara konkrit, kebijakan PPh. vang dimaksudkan
untuk memacu pertumbuhan penanaman modal dapat dilihat dalam
skema penggunaan hukum sebagai alat perekayass sosial.

Satjipto Rahardj0128 menggambsarkan bekerjanys fungsi

hukum sebagai alat perekayasa sosial dalam bagan sebagai

berikut

Masukan — Pengubahan

Keluaran

-

Dengan bagan tersebut, kemudian akan dilakukan langkah-langkah
sebagail berikut

1. mengenal permasalahan yang dihadapi secara baik-baik,
termasuk didalamnya mengenali masyarakat yang hendak
menjadl sasaran pengdarapan tersebut,

2. memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal
ini penting oleh karena percepatan penanaman modal
vang diharapkan terjadi akan mengarah pada industria-
iasi didalam masyarakat yang sebenarnya masih memiliki
dua sifat mendasar yaitu masyarakat tradisionil dan

masyarakat modern,

128. Supra hal. 39-61
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3. membuat hipotesa-hipotesa dan ﬁemilih mans yvang layak

untuk dapat dilaksanakan,

4. mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-

tifitasnya.

Dengan mempergunakan pola langkah seperti tersebut di
atas, kebijakaﬁ perpajakan yang dipergunakan sebagai istrumen
untuk mendorong penanamsn modal menuju masyarakat industriali-
sasi dapat dianalisis menurut urutan periodesasi yang telah
dibahas pada bagian terdshulu.

Pada periode sebelum reformasi perpajakan, kebijakan per-
pajakan (secara sungguh-sungguh) dipergunakan sebagai instru-
men untuk medorong peningkatan penanaman modal mulai pads
tahun 1967. Titik tolak ini ditandai dengan dikeluarkannya UU
No. 1 tahun 1967 tentang PMA dan kemudian diikuti dengan UU
No. 6 tahun 1968 tentang PMDN. Dengan melihat faktor-faktor
vang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal, yaitu
faktor potensi pasar dalam negderi, faktor upah tenaga kerja
yang murah, faktor stabilitas politik dan moneter, faktor
insentif, dan faktor fasilitas umumlzg, maks padsa periode
pertama 1ini dapat dikatakan penanaman modal di Indonesia
kurang mensrik. Fakt&r pangsa pasar loksl, faktor stabilitas
politik dan moneter, dan faktor fasilitas umum, merupakan
sejumlah faktor yang tidak dapat berubah dengan cepat dari
tidak menarik menjadi menarik. Untuk dapat dikatakan bahwa

pilihan pemerintah untuk mendorong investor agar man

129. Lihat hasil penelitian Jetro dalam Suara Fembaharuan 8
Juni 19724, Supra hal. 24-25.
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menanamkan modal adalah pada faktor insentif dan tenaga kerja
vang murahl3®. Sementara itu dari kedua faktor ini, upah
tenaga kerja sekalipun dapat dibayar murah tetapi tidak
didukung dendan Ketrampilan yang tinggi. Oleh karenanysa
pilihan vyang feasible untuk mendorong penanaman modal adalah
dengan membsrikan insentif pajak yang sangat besar.
Dengan demikian kondisi faktual ini menjadi masukaniSl vang
teridentifikasi untuk dapat meletakkan “hipotesa” dan memilih
apa yvang laysk dilakukan pemérintah untuk mendorong penanaman
modal. Ketentuan pasal 12-15 UU No. 1 tahun 1987 dan pasal 8 -
17 UU No. 6 tahun 1968 yang isinya bersesuaian, dapat
dipandang sebagai faktor pengubah untuk terjadinya penanaman
modal. Dua UU ini sebenarnya baru merupakan titik tolak
pengubah, karena melalui kedua UU ini kemudian dikelusrkan
produk hukum lain yang berfungsi untuk mengoperasionalisasikan
prinsip-prinsip insentif perpajakan pada saat itu.

Keluaran dari adanya proses pengubahan melalui

operasionalisasi produk hukum ini dapat dilihat dari tingkat

1320. Seandainya faktor ketersediaan bahan baku dipisah menjadi
faktor tersendiri, maka kekayaan alam Indonesia menjadi
salah satu faktor yang mendorong investor untuk menapam-—
kan modal.

1Z1. Ads satuw hal vang terabaikan didalam melihat bekerjanya
pernggunaan hukum sebagai alat perekavasa spsial vyaitu
kurang dipertimbangkannya dengan sungguh-sungguh nilai-
nilai wvang ada dalam masyarakat. Hal ini terlihat hahwa
berdasar kondisi masyarakat Indonesia penanaman  modal
vang diarahkan pada industrialisasi saat itu harusnya
diarahkan industrizlisasi yang berbasis pada pertanian -
suatu kebijakan yang kemudian dirumushkan dalam GEHN tahun
197%2. Dalam perkembangannva, setelabh kebijakan tersebut
berjalan beberapa tahun nampak babwa penanaman modal
disgektor pertanian jauh tertinggal dari sektor industri.
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pertumbuhan penanaman modal di Indonesia pada periode sebelum
reformasi perpsjakan ini. Pengaruh kebijakan perpajakan yang
dapat dikategorikan sebagai faktor penggerak mala-mula
(menurut istilah Satjipto Rahardjo) atau sebadai initial push
(menurut istilah Arnold M. Rose) terhadap peningkatan
penanaman modal pada periode ini dapat dilihat melalui dats
sebagai berikut

Tabel 8 : Pertumbuhan PMA dan PMDRN
Tahun 1967-1984

P MDN PMA
Tahun
Jml |{Modal(Juta Rp)| Jml [Modal (ribu $)

1887 - - 23 129.835
1968 87 218.993
1969/70 374 146.063% 122 750.022
1870/71 4386 202,809 148 242 .329
1971/72 3698 224 .684 118 144.286
1872/73 208 353.538 85 258.765
1873/74 513 557.371 145 1.074.810
1974/75 139 180,933 73 1.120.177
1875/76 184 193.0389 46 1.778.035
1976/77 138 294 .0286 30 423.413
1977/78 349 822.106 *XK KK
1978/79 276 567.684 20 555.498
1373/80 258 811.948 KK KK
1980/81 118 908.776 *K K
1981/82 117 573.181 1 266.253
1982/83 192 3.583.329 12 2.413.738
1983/84 63 1.543.619 11 483. 260

Sumber : Data BEPM vang diolah kembali.

* : data deari tahun 1988-18969/70

kK : tidak tersedia datsa yang akurat

Catatan : Pads tszhun 1968 mulal dipergunakan tahun anggaran

vang tidak sama dengan tahun takwim, sedang pada tahun sebe-
lumnya tahun anggaran sama dengan tshun takwim.

Sampail dengan tahun 1884, pemerintah telah menyvetujui
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penanaman modal sebanyak 3.944 proyek (untuk PMDN) dengan nilai
proyek Rp. 14.436.205.000.000,- Dari jumlah tersebut yang
teralisir adalah Rp. 5.025.843.000.000,- atau 34,82%. Sedang
persetujuan pemerintah untuk PMA adslah 788 proyek dengan
nilai US ¢ 13.267.466.000. Dari jumlah tersebut yang teralisir
adalah US ¢ 5.643.900.000 atau 42,53%.

Dari tabel tersebut diperoleh data bahwa fungsi regulasi
pajak yang tertuang dalam berbagai produk‘hukum sebagai bagian
dari keseluruhan kebijakan pemerintah dalam bidang investasi
telah memberikan dampak positif dalam bentuk terjadinya
peningkatan penanaman modal. Produk hukum sebagai faktor
penggerak mula-muls ini telah menjadi faktor pengubah
terjadinya pertumbuhan penanaman modal di nasyarakat,.
Sekalipun tingkat persetujuan penanaman modal baik untuk PMA
maupun PMDN tidak menunjukkan angka yang senantiasa meningkat,
tetapi Kkebijakan penanaman modal tersebut telah menjadikan
Indonesia sebagai wilayah vyang tingkat penanaman modalnys
tinggi.

Terjadinya penanaman modal yang besar ini tidak dapat
dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas
dibidangd perpajskan yang berupa pembebasan dan kelonggaran-
kelonggaran psajak.

Untuk dapat mencermati implementasi fungsi regulasi
perpajakan, dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan dapat
dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu

1. Fungsi regulasi yang implementasinya langsung dapat

dilakukan oleh WP secara langsung tanpa harus

wso | UPT-PUSTAX-UNDH



méngajukan permohonan kepsada fiskus.

2. Fungsi regulasi yang implementasinya cukup dilakukan
dengan cara memberitahukan kepada fiscus.

3. Fungsi regulasi yang implementasinya harus mendapat
persetujuan dari fiscus dengan cara menerbitkan surat
keputusan.

Pari berbagai fasilitas perpajakan vang dimungkinkan
untuk diperoleh oleh WP pada periode sebelum reformasi
perpajakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penurunan
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
316/Men.Keu./87 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
315/Men.Keu./67 merupakan bentuk dari kebijakan perpajakan
vang berfihak kepada dunia usaha yang secara langsung dapat
berpengaruh pada WP, karena beban pajak (tax burden) WP secarsa
otomatis akan berkurang. Berkurangnya beban pajak ini akan
berakibat pada terjadinya peningkatan keuntungan setelah pajak
dan bunga. Hal yang sama juga terjadi ketika pemerintah
memberlakukan UU No. 10 tahun 1994 dimana lspisan penghasilan
kena pajask berubah dan tarifnya diturunkan 5% pada setiap
lapisan. Dengan kebijakan ini WP secara otomatis akan
diuntungkan karens beban pajak aksn berkurang hampir mendekati

angka 5% dari penghasilan kens pajaknya133.

133. Sekalipun kebijakan penurunan tarif melalui UU No. 10 ta-
hun 1994 akan mengakibatkan beban pajak WP turun mendeka-
ti 54, namun kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan
Inpres No.?0 tahun 1993 jo. Inpres No. 3 tabun 1996 jus-—
tru mendistorsi fungsi regulasi FFh. ini. Melalui Inpres
terse—but WP dalam negeri yang mempunyal penghasilan se-—
telah dikenakan pajak lebih besar dari Rp. 100.000,000,~
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Selain kebijakan tarif, kebijakan perpajakan lain yang
sifat berlakunya otomatis adalah kompensasi kerugian biass,
dan penyusutan yang sifatnya normal termasuk didalamnya
pilihan metode penyusutan. Untuk itu dengan diberlaknkannya
kebijakan ini WP dapat secara otomatis memberlakukannya
didalam memperhitungkan beban pajak yang harus dibayarnys.

Rebijakan perpajakan vyang pemberlakukannys diperluk#n
pemberitahuan kepada fiscus adalah revaluasi aktiva perusahaan
dan penghindaran pajak ganda. Revaluasi aset sebagai salah
satu bentuk fasilitas yang dapat dinikmati oleh WP dapat
dilakukan atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.
S08/MK/I1/7/71 dan Surat Keputusan Menteri Keunangan No.
16877/ME/11/12/1976. Melalui dua keputusan menteri tersebut
beban pajak yang harus dibayar oleh WP menjadi 1lebih kecil
vaitu 10% dari selisih nilai buku dengan nilai wajar aktiva
vang direvaluasi bahkan apsbils revaluasi ini dilakukan dalam
rangka perusahasn go public, terhadap keuntungan tersebut
dibebaskan dari pajak. Dari hasil peneiitian tidak diperoleh
data seberapa besar perusahaan yang mempergunskan fasilitas
ini. Setelah reformasi perpajaskan II (1994) revaluasi aset
dimungkinkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

507/KHK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ.42/

.. cContinued. ..

diwajibkan wntuk menyetorkan uwang kepada negara sebesar
24 dalam rangka mendukung progiram pendgentasan kemiskinan.
Ferngalihan kekayaan dari WF kepada negara vang didasarkan
pada Inpres ini sebenarnya merupakan pajak vyang tidak
mempunyal dasar legalitas vyang memadahi dan juga bersifat
kontra produktif bagi kebijakan peningkatan penanaman
modal .




1986. Dengan ketentuan tersebut perusahaan vang melakukan
revaluasi aset akan dikenakan PPh sebesar 10%. Tarif ini lebih
kecil dibandingkan dengan tarif PPh. yang umum sebagaimana
diatur dalam pasal 17 UU PPh. Dari hasil penelitian di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat sejak diberlakukan
ketentuan tersebut baru ada satu perusahaan yang melakuksn
revaluasi asetl34¢,

Kebijakan perpajakan lain yang implementasinys harus
dilakukan dengan pemberitahuan adalah penerapan tarif dalsasm
kerangka pengindaran pajak ganda. Tarif yang dipergunakan
adalah sesusi dengan perjanjian penghindaran pajak ganda yang
dirangkumkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/
1996. Darihasil penelitian di KPP Semarang Barat terdapat 37
perusahaan vang mempergunakan fasilitas inil35.

Untuk dapat memperoleh fasilitas-fasilitas ini WP harus
melapor kepada Dirjen Pajak c¢/q Kepala KPP setempat dengan
melengkapl persyaratan vang diharuskan. Disini Kepala KPP
tidak menerbitkan surat persetujuan.

Implemetasi kebijakan  perpajakan vang memerlukan
-penetapan pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada
periode sebelum reformasi perpajakan pemerintah telah
memberikan persetujuvan untuk membebaskan pajak baik untuk

pajak persercan maupun pajak deviden sebsgsi berikut

134, Hasil wawancara dengan Kasi FFPh Badan KPP Semarang Barat.

1358, Hasil wawancara dengan Kasi TPDI KPP Semarang Barat.

-
o
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Tabel 9 : Fasilitas Pembebasan Pajak (Tax Holiday)
dan Kelonggaran Pajak (Investment Allowance)
Pada PMDN 1868-1984

Tahun Tax Holiday Invest. Allowance
1968-1973 706 449
1973-1974 241 420
1974-1975 82 240
1875-1976 81 106
1875-1977 B4 150
1877-1978 82 169
1978-1979 54 84
1879-1980 263 241
1880-1981 112 72
1981-1882 147 148
1982-1983 * *
1983-1884 * *

Sumber data : BEPM yang di olah kembali
* : data tidak tersedia

Dengan membandiﬁgkan proyek penanaman modal untuk PMDN
dari tabun 1968-1984 dan jumlah proyek PMDN yang memperoleh
fasilitas pembebasan pajak, maka perusahaan PMDN vang
memperoleh fasilitas pembebasan pajsk adalah 45,38% sedang
perusahaan yang memperoleh fasilitas kelonggaran pajak
(investment allowance) adalah 52,51%. Angka ini menunjukkan
bahwa pada periode sebelum reformasi perpajaskan implementasi

produk hukum yang memberikan fasilitas dunia wusaha sangat




tinggi.

Besarnya perusahaan PHMDN vyang memperoleh fasilitas
perpajakan tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya
ketentuan yang mengatur bahwa pejabat yang dapat memberikan
persetujuan pemberian fasilitas adalah Dirjen Pajak kecuali
untuk bidang wusaha-bidang usaha tertentu yang persetujuan
pemberian fasilitasnya berada di tangan Menteri Keuangsn
(untuk bidang usaha kehutanan) dan ditangan Presiden (untuk
boidang usaha pertambangan).

Sedang untuk PMA, tidak dapat diperoleh data jumlah
perusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan
kelonggaran pajak. Namun demikian tidak berarti bahwa
fasilitas ini tidak diberikan untuk perusahasn PMA. Bahkan
dengan dikeluarkannya Instruksi Presidiunm Kabinet No.
38/U/IN/6/1767, PMA yang mendirikan perusshaan dalam bentuk
joint venture secara otomatis dapat mempercleh ~fasilitas
pembebasan pajak dan kelonggaran pajak sekalipun jumlah modal
vangd ditanamkan tidak lebih besar dari US $ 2.500.000. Dengan
demikian, kriteris ini semakin menyederhanakan bagi perusahaan
PHA untuk dapat memperoleh fasilitas pajak

Sebagai contoh dari implementasi Lkebijakan perpajakan
pada berbagai perusahaan PMA yang memperoleh fasilitas pajak
antara lain diputuskan dalam peraturan sebagai berikut

1. PP No. 4 tahun 19689 tentang pemberian tambahan

kelonggaran perpajakan kepada PT Pacific Nikel
Indonesis,

2. Keputusan Dirjen Pajak Ro. D.15.4.1./Pdj.L.1-35-8




tahun 19688 tentang pembebasan pajak perseroan dan
pajak deviden terhadap PT Bir Heinaken,

3. Keputusan Dirjen Pajak No. D.15.4.1./Pdj.L.1-35-4
tahun 1968 tentang pembebasan pajak perseroan dan
pajak deviden terhadap PT Tambak Mas,

4. Keputusan Dirjen Pajak No. D.15.4.1./Pdj.L.1.44.13
tahun 1868 tentang pembebasann pajak perseroan daﬁ
pajak deviden terhadap PT Virginia Indonesia Rubber
Company,

6. Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.4.1./Pdj.L.1-12-
24/1968 tentangd pembebasan pajsak dan pemberian
keringan pajak dalam rangka PMA pada PT Sumatera
Meranti General Loging.

Dari keputusan-keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa
pemberian fasilitas baik berupa pembebasan pajak maupun
kelonggaran pajak dapat diberikan kepada perusahaan PHMA.
Bahkan apabila dibandingkan dengan ketentuan pemberian
fasilitas psada peruszhaan PMDN, kriteria PMA vyang dapat
memperoleh fasilitas lebih jelas.

Fasilitas pembebasan pajak tidak mungkin diperoleh lagi
ketiga Indonesia mengadakan reformasi perpajakan pada tahun
1883 (reformasi perpajakan I). Satu-satunya bentuk pembebasan
PPh yang masih dimungkinkan untuk diperoleh dunia ussha adsalah
pembebasan PPh atas impor bahan baku pencolong atau impor
barang modal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen

Pajak No. SE-30/PJ.24/1885.




Sedang setelah Indonesia mengadakan reformasi perpakan II
(1994) fasilitas pembebasan pajak atau kelonggaran-kelonggaran
pajak vyang lain dimungkinkan lagi. Pada mulanya bentuk
fasilitas pajak vang dapat diberikan adalsh penyusutan yang

. dipercepat, kompensasi kerugian dalam jangka waktu vyang 1lebih
lama, dan pengurangan pajak atas keuntungan BUT vang
ditanamkan kembali di Indonesia (PP No. 34 tahun 1994). Namun
ketentuan tersebut belum pernah diimplementasikanlS8, Dari ha-
sil penelitian di Kantor Wilayah Pajak Jawa Tengah dan DIY,
belum pernah ada perusahasan yang mengajukan permohonan
fasilitas berdasarkan PP No. 34 tahun 1994137

Sementara itu, dengan pertimbangan bahwa dunia usahs
perlu untuk di beri rangsangan yang berupa pembebasan pajak,
maka pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 45 tahun 1998.
Melalui PP ini dunia usaha dimungkinkan untuk memperoleh
fasilitas PPh ditanggung negara. Ada dua kriteris dasar
perusahaan yang dapat memperoleh fasilitas PPh-nya ditanggung
negara, Yyaitu apabila perusshaan tersebut bergerak dibidang

usaha vang diprioritaskan oleh pemerintah dan/atau perusahaan

1346. Salah satu kesulitan mendasar untuk mengimplementasikan FF
No. 34 tahun 1994 adalah tersentralisirnya kewenangan
untuk memutuskan pemberian fasilitas di tangan Fresiden,
karena fasilitas tersebut hanya dapat diberikan melalui
Keppres. Sementara itu kKalau diperbhitungkan, keuntungan
perusahaan dari adanya fasilitas tersebut tidak terlalu
besar. Dengan demikian timbul rasa keengganan dari fihak
WP untuk mengajukan permchonan fasilitas berdasarkan PR
MNo. 34 tahun 1994 ini. :

137 . Hasil wawancara dengan kKasi FPh. Kanwil Jawa Tengah dan DIY.




tersebut berusaha di daerah terpenci1l38. Ratiadsan peratoran
vang mengatur kriteris vang terperinci bagi perusahaan yang
dapat memperoleh fasilitas ini mengakibatkan tersendat pada
aras implementasi. EKeadaan ini semakin diperparah dengan
adanya kebijakan pemerintah untuk tidak mempergunakan kriteria
vang transparan dalam memutuskan pemberisn fasilitas dan
sebagai gantinya pemerintah mempertimbangkan pemberian
fasilitas berdasarkan hasil penelitian kasus perkasus.

Dengan berangkat dari kriteria untuk memperoleh fasilitas
yang masih kabur dan pertimbangan pemberian fasilitas dengan
meneliti kasus perkasus, impleméntasinya dapat dibuat dalam

tabel sebagai berikut

Tabel 10 : Perusahsan Penerims Fasilitas PPh
Ditanggung Oleh Negars

Nama Perusahsan Lokasi Waktu Alasan Pemberian
1. PT. Eiani Rer-| Kalimantan 13 th |- Industri pionir
tas (PMDN) Timuxr pokok dibidang pulp

7th - Industri Hulu

~ Penghasil devisa
~ Berhasil mengem-
bangkan wilayah

138. Menurut FF No. 45 tabun 19946, pemerintah melalui Menteri
Keuangan akan menetapkan kriteria bidang-bidang usaha
yang diprioritaskan oleh pemerintah dan daerah mana saja
yang termasuk kategori daerah terpencil. Namun demikian,
zampal sekarang belum ada keputusan Menteri Keuangan yang
memberikan pengaturan lebib lanjut dari FP No. 45  tabun
1996.



2. PT. Smelting
Co. (PMA)

3. PT. Transpaci-

. fic Petroche -

" miesl Indotama
(PHA)

4, PT. Texmaco
Perkasa Engin-
eering (PMDH)

5. PT. Polysindo
Eka Perkass
{PMDN)

6. PT. Seagate
Technology Su-
matra (PMA)

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Teng-

Jawa Barat

Sumatra
Jtara

7th
pokok
S5th

6th
pokok
5th

8th
pokok

5th

7th

- 5th
pokok
5th

9th
pokok
7th

Pionir untuk cu.
catoda

Industri hulu yang
berakar dari SDA
dalam negeri
Penghasil dan
penghemat devissa

Industri pionir
olevin aromatic
terpadu

Industri hulu yang
terintegrasi ke
hilir

Penghemat devisa

Padat dengan ino -
vasi sendiri
Berhasil mengem -
bangkan SDM
Memiliki tekat ke-
mandirian yang
tinggi

Mengembangkan tek-
nologi dari hasil
inovasi sendiri
berhasil dalam de-
Yerwisifikasi ber-
bagai jenis produk
barn

Penghasil dan pensg
hemat deviss

Industri pionir
komponen eketroni-
ka hulu

Padat teknologi
dengan inovasi sen
diri

Penghasil devisa

Sumber :

Kanwil Pajak Jateng-DIY dan KPP

Semarang Barat




Dilihat dari sedikitnya perusahsan yang memperoleh fasilitas
PPh ditanggung oleh negaralsg, maka Indonesia dipandasng kurang

agresif mempergunakan fasilitas perpajakén untuk menarik minat
investor untuk menanamkan modal,

Demikian juga jika dilihat dari tingkat persaingan dengan
negara-negara tetangga dalam menawarkan pemberian fasilitas
pembebasan PPh. Indonesia sangat tertinggal. Selain karena
kriteria pemberian fasilitas yang tidak transparan140, keluasan
bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas jugs sangat
terbatas. Sebagai perbandingan, pemberian fasilitas tax
holiday di tiga negsrs Asean (Philipina, Malaysia dan

Thailand) dipergunakan kriteria sebagai berikutl4l .
1. Philipina

Board of Investment Philipina memberiksn fasilitas tax
holiday selama 4-6 tahun. Fasilitas tersebut dapsat
diberikan lagi dengan total periode tidak lebih dari 8

139. Sebenarnysa ketika pemerintah hanya mengabulkan & perusahaan
vang mempeiroleh fasilitas PPh-nya ditanggung oleh negara
dari 19 perusahaan yang mengajukan permchonan. banvak
kiritik yvang dilontarkan dari kalangan pemerhati penanaman
modal. Sebagai hasilnya pemerintah menjanjikan akan
melihat kembali perusahaan~perusahaan yang permohonannys
tidak dikabulkan. Sebelum Soeharto mengundurkan diri
sebaga presiden sebenarnya telah menyetuiui 10 perusabhaan
memperolen fasilitas FFh-nya ditanggung negara, tetapi
karena perubahan politik, sampai sekarang tidak diketahui
nasib dari persetujvan ttersebut. Lihat 1ebih lanjut
Media Indonesia, 4 Jumi 1998.

140, Berkaitan dengan kriteria untuk dapat memperocleh fasilitas
FFh. Departemen Perindustrian dam  Perdagangan pernah
mengemukakannya sebagai berikut @ industiri barw, industri
hulu, pionir, dan padat teknologi.

141. Lihat 1lebih lanjut Media Indonesia tanggxl 2 Juni dan 4
Jumi 1998.




tahun. Pemberian fasilitas tersebut ditujukan kepadsa

Jenis investasi yang masuk pada kategori IPP (Invest-

ment Priority Plan).

Prioritas investasi vyang masuk psda kategori IPP

meliputi bidang usaha

a. kegiatan ekspor,

b. pertanian, makanan dan industri kehutanan,

¢. industri dasar, seperti besi, baja, semen, tambang
kimia, tambsang minyak, serat alam,

d. industri rekayass, seperti mesin dan peralatan,
alumunium, dan galangan kapsl,

g. infrastruktur dan jasa, seperti pembangkit tenaga
listrik, <transportasi, telekomunikasi dan kawasan
industri,

f. pariwisata, seperti kawasan wisats, hotel, resor
dan akomodasi wisata lainnva.

Halaysia

Fasilitas tax holiday diberikan paling lama 10 tahun

untuk mendapatkan pembebasan padak penghasilan

perusashaan sebesar 38% untuk sektor perminyakan dan

28% untuk sektor industri yang lain.

Pemberian tax holiday menggunakan beberapa kriteris,

tetapi yang paling utama sdalah

a. perusahsan PMA 100% secara otomatis mendapatkan
fasilitas tax holiday,

b. bidang wusahs yang masuk pada kategori pionir,
mendapatkan fasilitas tax holiday.

Dalam mengiﬁplementasikau pemberian rangsangan ini,

Malaysis bertindsk secars agresif. Hal ini dapat

dibyktikan dengan sikap PM Halaysia yang pada bulan

April tahun 1987 memberikan fasilitas tax holiday se-

lama 5 tahun kepada 868 investor yang membuka perusa-

haan piranti lunak.

Thailand

Board of Investment Thailand menawarkan fasilitas tax
holiday bagi investasi dikawasan industri Zona 2 dan
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Zona 3. BOI hanya memberikan pembebasan import duty
untuk bidang industri yang berorintasi ekspor di Zona
1 (kawasan industri sekitar Bangkok).

Bagi investasi di Zona 2 (diluar Bangkok) BOI memberi-
kan tax holiday paling lama 7 tahun dan pembebasan
import duty untuk pembelian peralatan.

Sedang bagl investasi di Zona 3 BOI memberikan fasi-
litas tax holiday paling lama 8 tahun. Setelah masa
tax holiday berakhir, investor mssih menikmati pemo-
tongan PPh. sebesar S50% selama 5 tahun.

Jika pemberisn fasilitas perpajakan Indonesia dibanding-
kan dengan ketiga negara tersebut, maka Indonesia sampai
sekarang belum mempunyai kriteria yang transparan dan
bertindak kurang agresif. Dalam pertarungan untuk menarik arus
modal secaras global, Indonesia wmenghadapi kesulitan vang
semakin besar. Krisis ekonomi telah memscetksn arus masuk
modal asing sejak bulasn Januari 1888 dan investasi modal dalam
negeri juga sangat berkurang. Untuk itu, pada saat faktor yang
mempengaruhi penanaman modal diluar fasilitas perpsajakan
menjadi tidsk atraktif lagi, kebijakan untuk memberikan
fasilites pajak yang 1lebih besar dan pelaksansannya yang
transparan menjadi faktor vang penting untuk menggerakkan
" kembali investasi di Indonesis.

Kalaun dikaji pengaruh kebijakan pérpajakan terhadap
pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, dapat diperoleh data
sebagai berikut : Sebelum reformasi perpajakan, rata-rats
penanaman modal untuk perusahaan PMDN adalah 247 proyek per
tahun dengan nilai investasi rata-rata Rp. 1.154.638,8 milyar
Sedang untuk PMA diperoleh data rata-rats pertumbuhan adalah

42 provek per tshun dengan nilai investasi US $ 792 juta.
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Setelah reformasi perpakajan I (1984) diperoleh data
rata-rata pertumbuhan PMDN adalah 512 provek per tahun dengan
nilai investasi Rp. 37.883,22 milyar. Sedang untuk PHA
diperoleh data rata-rata pertumbuhannya adalah 348 proyek per
tahun dengan nilsi investasi US $ 13.360,37 juta per tahun.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan kecenderungan
pertumbuhan penanaman modal bailk untuk PMA maupun PMDN
mengalami peningkatan, sekalipun fasilitas perpajskannva telah
dicabut. Dengan demikian kalau diasumsikan keberhasilan fungsi
regulasi untuk mendorong penanaman modal diuvkur dari tingkat
pertumbuhan penanaman modal, maka fasilitas pajak vyang
disediakan tidak berpengaruh positif. Namun demikian menurunt
penulis untuk melihat seberapa Jjauh pengaruh pemberian
fasilitas perpajaksn untuk mendorong penanaman modal harus
dilihat bahwa kondisi pada tahun 1867-1968 sangat berbeda
dengan kondisi tshun 1984-1985. Kalasu faktor-faktor vyang
mempengaruhi minat investor dibandingkan maka, pada awal
periode sebelum reformasi faktor yang mempunyai nilai positif
hanye fasilitas perpajakan saja. Sedang pada awal reformasi
perpajakan I boleh dikatakan semua faktor kecnali fasilitas
perpajakan bernilai positif. Keadaan pada awal reformasi
perpajakan I tidak jauh berbeda dengan keadaan awal reformasi
perpajakan 11, hanya saja kebijakan pemerintah untuk
memberikan fasilitas perpajakan lebih untuk mengantisifasi
kondisi global. Hanya saja setelah Indonesia menghadapi krisis
keuangan yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan

akhirnys berkembang menjadi krisis sosial, dapat dikatakan

16%




Indonesia kembali pada kondisi sebelum reformasi perpajakan,
dimana aliran modal sangat lamban (kalau tidak mau dikatakan
terhenti). Oleh karenanya, penggunaan fasilitas perpajakan
secara agresif untuk mendorong penanaman modal menjadi faktor
vang sangat penting untuk mendorong minat investor untuk

menanamkan modal.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dinraikan oleh penulis pada bab-bab

sebelumnya, pada skhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut
1.

Dalam perkembangannya, selama tiga periode perpajakan
- pericde sebelum reformasi perpajakan, setelah refor-
masi perpajakan 1 (1984) dan setelsh reformasi perpa-
Jakan II (1994) - pemerintah telah banyak memberlaku-
kan produk hukum yang mengatur pajak penghasilan,
vang dipergunskan sebagai instrumen untuk mendorong
penanaman modal. Jika diperbandingksn, periode sebelunm
reformasi merupakan masa dimana pemerintah paling ba-
nyak memberlakuksan produk hukum yang memberiksn pene-
kanan pada fungsi regulasi, baik pada aras Fformele
gesetz serta verordnung und autonome satzung (menurut
istilah Hans Nawiasky). Memasuki periode setelah re-
formasi perpajakan I (1983), produk hukum dibidang PPh
vang memberikan penekanasn pada fungsi regulasi sangat
sedikit. Pada masa ini, upaya pemerintah untuk mendo-
rong penanaman modal lebih banyak mempergunakan faktor
lain diluar faktor insentif PPh. Baru setelah memasuki
periode reformasi perpajakan II (1884}, pemerintah

kembali memberlakukan produk hukum dibidang PPh




memberikan penekanan pada fungsi regulasi. Namun demi-
kian, pada periode yang terakhir ini produk hukum PPh
vang memberikan penekanan pada fungsi regulasi tidak
sebanyak pada periode pertamaﬁ
Dari hasil analisis sinkronisasi, diperoleh kesimpulan
bahwa produk dibidang PPh hampir semua memenuhi sya-
rat sebagai produk hukum yang mempunyai dua wajah (das
doppelte rechtsanlistz), yaitu norma hukum itu ke atas
ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya dan ke
bawah ia ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi
hukum vyang adas dibawahnya. Namun demikian, dari
penjelajahan terhadap produk hukum yang menjadi kajian
thesis ini ditemukan penyimpangan-penyimpangan dasar
sebagai berikut
a. Oleh karena pemberlakuan UU No. 7 tahun 1983 tidak
secara tegas mencabut UU No., 1 tahun 1967 dan UU
No. © tahun 1968 sepanjang yang mengatur tentangd
pemberian fasilitas pajak bagi dunia usaha, maka
secara legal formal fasilitas pajak sebagaimana di-
atur dalam kedua UU tersebut masih berlaku pada
periode II (setelah Indonesia melakukan reformasi

perpajakan I tahun 1983).

b. Inpres No. 2 tahun 1898 jo. EKepres No. 42 tahun
1998 yang memberikan fasilitas perpajakan kepada PT
TPN merupskan produk hukum yang tidak bersumber dan

tidak berdasar pada norma hukum di satasnya. Jika
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dikaji dari prinsip atribusi,tidak (kalau tidak mau
dikatakan belum) ada dasar hukum yang memberikan
atribusi kepada Presiden untuk memberikan fasilitas
; pembebasan pajak.
¢. Inpres No. 90 tahun 1995 jo. Inpres no. 3 tsahun
1996 merupakan produk hukum yang menjadi dasar per-
alihan kekayaan dari sektor privat ke sektor pu-
blik, yang bersubstansikan pajak. Dengan berpegang
pada dasar filosofis bahwa pemungutan pajak harus
1 . didasarkan pada UU, maks pemungutan yang didasarkan
pada kedus Inpres tersebut dipasndang tidak mempu-
nyai dasar legitimasi yang memadahi (insufficien-
¢e)., Selain itu, Inpres No. 90 tzhun 1995 jo. Inp-
res No. 3 +tahun 1886 yang mengatur pengenaan
"iuran" sebesar 2% dari penghasilan bersih setelah
i kena pajak bagi WP yang mempercleh penghasilan se-
telah kena pajsk lebih besar dari Rp. 100.000.000,-
| bersifat kontra produktif dari tujuan yang ingin
dicapai (fungsi regulasi) penurunan tarif pajak
sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 10 tahun
1994.
3. Implementasi fungsi regulasi PPh. dan pengaruh hukum

pajak (terutama PPh.) terhadap penanaman modal dapat

disimpulkan ke dalam dus point sebagai berikut
. Implementasi produk hukum yang memberikan penekanan
pada fungsi regulasi setelah reformasi perpajakan

II (tahun 1984) dapat disimpulkan masih sangat
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sedikit. Hal vang demikian ini didasarkan pada
fakta bahwa ada banyak bentuk fasilitas pajak vyang

dimungkinkan untuk diberikan kepads dunia usaha,

.tetapi sampai sekarang belum pernah direalisasikan

(misalnya penyusutan dipercepat dan fasilitas pe-
ngurangan pajak terhadap keuntungan BUT yang diin-
vestasikan kembali di Indonesia). Penyebabnya, le-
bih pada keengganan pemerintah untuk menerapkan dan
juga fasilitss tersebut belum banyak diketahui oleh
dunia wusaha. Sedang implementasi pembebasan pajak
(tax holiday) tidak didasarkan pada kriteria yang

jelas dan pelakssnaannya tidak tranparan. Tidak

transparannya kriteria pemberian fasilitss oleh

karena belum adanya peraturan Menteri Keuangan yang
tunjuk oleh PP No. 45 tahun 1986 untuk mengatur

kriteria pemberian fasilitas pembebasan pajak ini.

. Fasilitass pajak mempunyai pengaruh langsung terha-

dap peningkatan penanaman modal, faktor-faktor lain
diluar fasilitas pajak secara simultan Jjuga akan
berpengarph. Oleh karenanva, pemberian atau penca-
butan fasilitas pajak tidék secarsa otomatis akan
mengakibat naik ﬁtau turunnya minat investor mena-
namkan modal. Namun demikian, pemberian fasilitas
pajsk merupakan cara yang efektif mendorong minat
inﬁestor untuk menanamkan modal apabila faktor-

faktor yang lain bersifat kontra produktif.
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B. Saran

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan tersebut beberapa hal

‘vang dapat dikemukakan sebagai saran adalsh

-

'iﬁ Mengingat bahwa pemberisn fasilitas perpajakan tidak

semuanya bersifat final dengan dikeluarkannya UU, maka
implementssinys memerluksn peraturan pelaksanaan vyang
penyususnannya didasarkan pada prinsip atribusi dan
prinsip delegasi. Oleh karenanya, peraturan-peraturan
pelaksanaan harus disusun selengkap mungkin. Kelengka-
pan peraturan ini akan mempermudah dan memperjelas
mengoperasionalisasikan prinsip pemberian fasilitas
PPh terhadap-dunia usahsa,

Didalam memberlakukan suatu produk hukum dibidang PPh,
harus dipertimbangkan sinkronisasi baik secara verti-
kal maupun secara horisontal, agar tidak muncul produk
hukum yang kemunculannys tidak didasarkan pada prinsip
delegas; atau atribusi dan dassr legitimasinya tidak
memadahi (insufficience).

Dalam memperebutkan s8liran modal (khususnya secara
global), kepastian hukum (termasuk didslamnys dasar
hukum pemberian fasilitas perpajakan) sangat diperlu-

kan. Dengan memperhatikan tingkat persaingan dengsan

negara-negara lain, maka Indonesia harus lebih agresif

untuk memberikan fasilitas PPh untuk mendorong minat
jnvestor menanamkan modal dengan mengedepankan pada

penentuan kriteria yang transparan dan implementasi
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vang konsisten.
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